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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
JIin. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

Kepada
Dari
Tanggal

Nomor
Hal

NOTA DINAS

Yth. Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
2 Februari 2025.

Hk.03.7/ 57 /2025.

Permohonan Penandatanganan Naskah Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor : 065/02/B0O2.1 tanggal 22 Januari 2025, Hal
Mohon Koreksi. maka bersama ini disampaikan kepada Bapak Naskah
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien
serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Badan
Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas. Sehubungan dengan itu, mohon kesediaan Bapak
menandatangani Naskah Keputusan Gubernur dimaksud sebagaimana
terlampir.

Demikian permohonan penandatanganan, atas perhatian dan
berkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

o

Kosmas D. Lana, SH, M.Si
Pembina Utama/lVe
NIP. 196509271990111004

Paraf Hierarki
Asisten Pemerintahan Dan Kesra

Plt. Kepala Biro Hukum k
Perancang Peraturan Perundang- 4
Undangan Ahli Muda




VINS A TEN \ TIMUR

INTAH PROVINSI NUSA 'NGGAR!
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Laman :rb.nttprov.go.id

NOTA-DINAS

Kepada . Yth. Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur di Kupang.

Dari - Plt. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur di Kupang.

Tanggal . 79 Januari 2025

Nomor - 065/ p2/BO2.1

Qifat - Riasa

Lampiran - 1 (satu) berkas

Hal - Penyampaian Draft Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan

Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bersama ini disampaikan Draft Keputusan Gubernur Nusa Tenggara
Timur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasl Pemerintahan
pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk
diproses lebih lanjut.

Demikian untuk makium, dan atas kerja samanya disampaikan terima
kasih.

Plt. Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

-

Djoese S. Martins Nai Buti, S.Pt.,M.Si.
Pembina Tingkat | / (IV/b)
NIP 197103291999031002

PARAF HIERARKI

Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab m!
~

| Kasubag Tata Ulsaha B

va Rirn \/
4 e &/
Analis Kebijakan Ahli Muda



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : /KEP/HK/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif
dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur khususnya pada Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan standar
operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Perubahan  Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan Pada Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan.....



Menetapka
KESATU

KEDUA

4,

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 27);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2023 Nomor 095);

MEMUTUSKAN :

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada

Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang
meliputi:

X
2.
3.

4

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

SOP Pengajuan SPP dan SPM TPP;
SOP Verifikasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj);
SOP Pengajuan Tor Perjalanan Dinas Badan Keuangan
Daerah;
SOP Penerbitan Spm Up/Gu/Tu/Ls;
SOP Pengajuan Spp Dan Spm Gaji Pegawai;
SOP Penyusunan Laporan Tahunan Keuangan di Badan
Keuangan Daerah;
SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester
Keungan Badan Keuangan Daerah;
SOP Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Keuangan
Daerah;
SOP Pengajuan SPP Ls Dan SPM Barang Dan Jasa;
SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Bulanan (SKP Bulanan);
SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan (SKP Tahunan);
SOP Penanganan Surat Keluar Badan Keuangan Daerah;
SOP Penatalaksanaan Absensi Sidik Jari;
SOP Penerbitan Nota Dinas Mutasi PNS;
SOP Penerbitan Nota Dinas Permintaan Laporan,;
SOP Peneribitan SK Kenaikan Gaji Berkala;
SOP Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti ASN Badan Keuangan
Daerah;
SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat Aparatur
Sipil Negara Badan Keuangan Daerah;
SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun Aparatur Sipil Negara
Badan Keuangan Daerah;

21. SOP Pengusulan....



21

22.
23.
24,
25,

26
27.
28.
29.

30.
31.

S
33.
34.
395.
36.
37
38.

g
40.

41

42.
43.

44,
435.
46.
47.
418.
49,
50.
al.

32,
3.
54.

33.
56.
7.
58.

. SOP Pengusulan Karis/Karsu;

SOP Pengusulan Sk Tugas Belajar/Izin Belajar;

SOP Penyusunan Laporan Disiplin ASN;

SOP Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai;

SOP Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja/Terlambat Masuk
Kantor/Pulang Awal,

SOP Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja Kerja Karena Sakit
SOP Revisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

SOP Penaganan Surat Masuk Pada Badan Keuangan Daerah;
SOP Penerbitan Nota Dinas Penampatan Mahasiswa
Penelitian /Magang;

SOP Pengarsipan Dokumen/Naskah Dinas;

SOP Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (SAKIP);

SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan
Tahunan;

SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
SOP Penyusunan Rancana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ);

SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD);

SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan
(RKA Perubahan);

SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja);

SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);

SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);

.SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik Yang
Dikecualikan;

SOP Pendokumentasian Informasi Publik;

SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
Yang Dikecualikan,;

SOP Pengujian Tentang Konsekuensi;

SOP Penetapan Dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik;

SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Publik;

SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik;

SOP Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik;

SOP Pencairan SP2D Melalui CMS Online;

SOP Pelaksanaan Kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian
Daerah (TPKD) dan Sekretariat TPKD;

SOP Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;

SOP Penerbitan SP2D LS Gaji;

SOP Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan Buku Kas Umum
(BKU);

SOP Pemungutan Dan Pemotongan Fihak Ketiga (PFK);

SOP Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Kredit Kendaraan;
SOP Penerbitan Daftar Gaji;

SOP Pemeriksaan Kebenaran Perubahan Gaji OPD;

59. SOP Penerbitan....



59

60.

61

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.
71

2.

75,

74.

75.

76.

i P
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SOP Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;
SOP Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
(SKEF);

. SOP Usulan Ganti Uang Persediaan (GUP);
08
63.

SOP Usulan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ;

SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah;

SOP Penyusunan Keputusan Gubernur Tentang Hasil

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati /Walikota

Tentang Penjabaran APBD;

SOP Penyusunan Keputusan Gubernur Tentang Hasil

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

SOP Penyusunan Keputusan Gubernur Tentang Hasil

Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

SOP Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan

Bupati/Walikota Tentang Penjabaran APBD

Kabupaten /Kota;

SOP Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota;

SOP Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan

Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan

APBD Kabupaten/Kota;

SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

SOP Penyusunan Perubahan Dokumen Pelasanaan Angaran

(P-DPA) SKPD;

SOP Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah,;

SOP  Penyusunan Dokumen Perubahan  Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

SOP Penyusunan Nota Kesepakatan Bersama Antara

Pemerintah dan DPRD Tentang KUA-PPAS;

SOP Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara Anggaran;

SOP Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara Perubahan;

SOP Verifikasi RKA dan P-RKA; dan

SOP Penyusunan Nota Kesepakatan Bersama Antara

Pemerintah dan DPRD Tentang Perubahan KUA-PPAS.
KETIGA.....



KETIGA . Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Dalam
Diktum KEDUA dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara
pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Dalam rangka menjamin mutu pelayanan yang pelaksanaannya
sesuai dengan SOP AP, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan
secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

KELIMA . Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian
dan Umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2025

PJ. GUBERNUR

SA TENGGARA TIMUR,

\
ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan:
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Paraf Hierarki "
Sekretaris Daerah -~
Asisten Pemerintahan dan Kesra /Q_
Plt. Kepala Biro Hukum la




KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Dalam
Diktum KEDUA dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara
pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Dalam rangka menjamin mutu pelayanan yang pelaksanaannya
sesuai dengan SOP AP, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan
secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

KELIMA : Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian
dan Umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2025

PJ. GUBERNURANUSA TENGGARA TIMUR,

x
ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan:
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Paraf Hierarki
Sekretaris Daerah >
Asisten Pemerintahan dan Kesra [Z_,
Plt. Kepala Biro Hukum 1




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 01 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
| Tanggal Efektif
Disahkan oleh Pit. Kepala Badan Keuangan Daergh
&v_.oq__._«m Nusa Tenggara Tipur,
Drs.Benhard Menoh, MT
\ Pembina Tingkat |
NIP. 19720512 199101 1 001
Judul SOP Pengajuan SPP dan SPM TPP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

2

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-
Kaidah Pengelola Keuangan Yang Sehat Dalam Pemerintahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata cara Penatausahaan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat
Pencairan Dana.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tlmur

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab
2. Memahami peraturan perundang-undangan
3. Memiliki kemampuan membuat SPP dan SPM

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Verifikasi Dokumen SPJ
2. SOP Laporan Kehadiran Pegawai

1. ATK

2. Komputer/laptop dan Printer

3. Daftar gaji, absensi kehadiran

4. _SK Kenaikan Pangkat, SK Berkala

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan SPP LS dan SPM TPP tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat
pelaksanaan kegiatan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP dan SPM




diparaf Sekretaris
Badan

~ Pelaksana Mutu Baku
0. Tahap Kegiata _ : o 4 . Ba is ; ete
: SRR g Pengelola Gaji | vﬂwmmﬂ%”: % xmum‘_nﬂwh_%n”a,mz mm%»nmwm::m Kepala Badan | Kelengkapan | Waktu Output Ko erangan
1 e 2 : : 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11
1 |Menerima kelengkapan dokumen pembayaran Kelengkapan 2 Hari  |Terhimpunnya
TPP dari Sub Kepegawaian dan Umum, dokumen TPP data pengajuan
mencetak Daftar bayar TPP dari aplikasi TPP TPP
ASN, serta menginput dan mencetak SPP
dan SPM pada aplikasi SIPKD untuk diajukan
ke Bendahara Pengeluaran.
2 |Menandatangani SPP TPP dan mengajukan SPP dan SPM 30 Menit |SPP TPP yang
SPP dan SPM SPP ke Kepala Sub Bagian \ TPP telah
ditandatangani
Bendahara, SPM
TPP
3 |Memeriksa SPP dan SPM TPP. Jika setuju, SPP TPP yang 1Jam |SPP TPP yang
memaraf dan menyampaikan kepada Tidak ,f telah telah
Sekretaris. Jika tidak setuju, dikembalikan < ditandatangani ditandatangani
untuk diperbaiki /,\\ . Bendahara bendahara
" o Pengeluaran, Pengeluaran, SPM
SPM TPP TPP yang diparaf
Kepala Sub
Bagian
4 [Memeriksa SPP dan SPM TPP. Jika setuju, SPP TPP yang 30 Menit |SPP TPP yang
memaraf dab menyampaikan kepada Kepala telah telah
Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk Tidak \(/ ditandatangani ditandatangani
diperbaiki ~ bendahara, SPM Bendahara, SPM
N Ya TPP yang diparaf SPP yang diparaf
Kepala Sub Sekretaris Badan
Bagian
5 |Memeriksa SPP dan SPM TPP. Jika setuju, SPP TPP yang 30 Menit |SPP dan SPM
menandatangani dan menyampaikan kepada Tidak v telah TPP yang
Sekretaris. Jika tidak setuju, dikembalikan P ditandatangani disahkan
untuk diperbaiki Bendahara
Pengeluaran,
m Ya SPM SPP yang




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan : Bendahara |Kepala Sub Bagian| Sekretaris . ; . Keterangan
b d . : tput
Pengelola Gaji Pengeluaran Kitangun Badan Kepala mmnw:” Kelengkapan Waktu Qutp!
1 _ : 2 : _ 3 2 5 ) 7 8 9 : 10 11
6 |Menugaskan Kepala Sub Bagian untuk SPP dan SPM 10 Menit |SPP dan SPM
mendindaklanjuti SPP dan SPM TPP yang TPP yang TPP yang
telah disahkan disahkan disahkan
7 |Memerintahkan Bendahara untuk \ SPP dan SPM 10 Menit |SPP dan SPM
menindaklanjuti SPP dan SPM TPP yang TPP yang TPP yang
telah disahkan disahkan disahkan
8 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan : SPP dan SPM 1Jam |SPP dan SPM
SPP dan SPM TPP TPP yang TPP yang
E disahkan disahkan, bukti

dokumentasi




Nomor SOP 02 Tahun 2024

PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

Tanggal Pembuatan 14 agustus 2020

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Pit. Kepala Badan Keuangan cﬁzﬁ
Y Provinsi Nusa Tenggara Tipxdr,

Drs.Benhard Menoh, MT

\ Pembina Tingkat |
NIP. 19720512 199101 1 001

Judul SOP Verifikasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan
2. Memiliki kemampuan dalam pembukuan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah Pengelola
Keuangan Yang Sehat Dalam Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
19 Tahun 2017 tentang Tata cara Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, serta Penerbitan Surat
Perintah Membayar dan Surat Pencairan Dana.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 1. ATK
2. Komputer/laptop dan Printer
3. DPA, Kwintansi, Nota , Pajak
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak diverifikasi sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




: ; ‘ ___ Pelaksana . : e ‘!.cE”msx: :
No. Tahap Kegiatan  Pengadministrasian ‘Bendahara Kepalasub | _ it e st By Ket
; 3%58‘. T wu.__s.a..amu " keuangan pengeluaran .rm._o__na Operator .wow. ﬁmz. s vu%a .w zmw&n wmun__ - :o_w.a.w%m: { i&&. - o....ﬁ:. .
R 2 T o5 : [ 7 8 ana 10 1 12 13
1 |Menerima rincian pertanggungjawaban DPA, kwitansi, pajak, 2 Jam |DPA, kwitansi, pajak,
keuangan dari pengelola program pada bidang- nota belanja nota belanja
bidang dan mengecek kelengkapannya.
Apabila tidak lengkap dikembalikan ke bidang-
bidang
2 |Bersama Bendahara pengeluaran melalukan _ A DPA, kwitansi, pajak, | 2 Hari |Dokumen SPJ
verifikasi SPJ _ [ 1 “ nota belanja terverifikasi (kwitansi
€ dan bukti belanja)
3 [Menginput kwitansi dalam aplikasi SIPKD dan \ Dokumen SPJ 1 Minggu |BKU elektronik, LPJ,
melaporkan kepada Bendahara pengeluaran le.._ terverifikasi (kwitansi SPJ Fungsional, BKU,
~ dan bukti belanja) Pajak
4 |Verifikasi ulang Buku Kas Umum (BKU) SIPKD ,“/ Tidak BKU elektronik, LPJ, 2 Jam |SPJ rampung
dalam bentuk hasil print out dari aplikasi VA\ SPJ Fungsional, BKU, (terverifikasi)
SIPKD dan menyampaikan kepada Kepala sub Ya Pajak
bagian
5 |Memeriksa verifikasi SPJ rampung. Jika setuju N SPJ rampung 1 Jam |SPJ rampung
memaraf dan menyampaikan kepada Tidak \f Ya (terverifikasi) (terverifikasi)
Sekretaris badan. Jika tidak setuju, /\\
dikembalikan untuk diperbaiki
6 |Memeriksa verifikasi SPJ rampung. Jika setuju Tidak ,f Ya SPJ rampung 1Jam |SPJ rampung
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala A (terverifikasi) (terverifikasi)
Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk \\
diperbaiki Fiddic
7 |Memeriksa SPJ rampung. Jika setuju P SPJ rampung 1Jam |SPJ rampung yang
menandatangani. Jika tidak setuju, (terverifikasi) disahkan
dikembalikan untuk diperbaiki ¥
a




rampung yang disahkan

Pelaksana i Mutu Baku :
No. Tahap Kegiatan Pengadministrasian Bendahara Kepala sub : : . : : : Ket
verifikator keuangan Keuangan pengeluaran bagian Operator Sekretaris badan .xmvw_m Badan| Kelengkapan Waktu ni..& f
1 . : 2 3 4 Nk 6 T 8 9 | 10 54 Ery 137}
8 |Menugaskan Kepala sub bagian untuk mu SPJ rampung yang 10 Menit [SPJ rampung yang
menindaklanjuti SPJ rampung yang disahkan % disahkan disahkan
9 |Memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk SPJ rampung yang 10 Menit |SPJ rampung yang
menindaklanjuti SPJ rampunh yang disahkan disahkan disahkan
10 |Mendistribusikan dan mengarsipkan SPJ h 4 SPJ rampung yang 1 Hari  |SPJ rampung yang
H selesai _ disahkan disahkan, bukti

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 03 Tahun 2024
| Tanggal Pembuatan 14 agustus 2020
| Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
¥Provinsi Nusa Tenggara Timur, \
Drs.Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP. 19720512 199101 1 001
Judul SOP Pengajuan TOR Perjalanan Dinas Badan Keuangan Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang (UU) Nemor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-

Kaidah Penaelola Keuanaan Yana Sehat Dalam Pemerintahan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

oron B o3

1. Pendidikan minimal D-4

2. Memahami peraturan perundang-undangan
3. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar
3. SOP Penanganan Nota Dinas

1. ATK

3. DPA, TOR, RAB
4. BKU

2. Komputer/laptop dan Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka tidak bisa mengajukan GU/TU dan rekonsiliasi laporan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
. Tah iata i i
No ahiap Ko aran vmz_m”“””mw“sm_ Kepala Sub Bagian | Sekretaris Badan | Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output Kt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Membuat konsep TOR perjalanan dinas kemudian Disposisi, agenda 30 menit  |Konsep TOR
menyampaikan ke kepala sub bagian E kerja perjalanan dinas
2 |Memeriksa dan memaraf TOR perjalanan dinas . Konsep TOR 10 menit  [Konsep TOR
yang diajukan. Apabila setuy memaraf dan > Ya perjalanan dinas perjalanan dinas
diteruskan kepada Sekretaris badan, Apabila tidak Tidak /\
setuju dikembalikan kepada pengadministrasi i
keuangan
3 [Memeriksa dan memaraf TOR perjalanan dinas e \,f , Konsep TOR 10 menit  |Konsep TOR
yang diajukan.Apabila setuju memaraf dan 2 perjalanan dinas perjalanan dinas
diteruskan kepada Kepala Badan, Apabila tidak />\
setuju dikembalikan kepada kepala sub bagian
4 |Menelaah, mengoreksi dan menandatangani TOR v Konsep TOR 20 menit | TOR perjalanan
perjalanan dinas yang diajukan. Tidak \ perjalanan dinas dinas
Ya
5 |Memproses TOR perjalanan dinas menjadi SPT TOR perjalanan 10 menit  |TOR perjalanan
dan SPPD di asisten dan biro umum dan = dinas dinas

menyerahkan pada ASN yang ditugaskan.

_ Selesai _




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP 04 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 agustus 2020

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Pit. Kepala Badan Keuangan Daerah

\{Provinsi Nusa Tenggara Tipr, \A

BADAN KEUANGAN DAERAH Drs.Benhard Menoh, MT
SEKRETARIAT Pembina Tingkat |
NIP. 19720512 199101 1 001
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Penerbitan SPM UP/GUITUILS
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana !
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Pendidikan minimal D-4
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah | 2. Memahami peraturan perundang-undangan
Pengelola Keuangan Yang Sehat Dalam Pemerintahan 3. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penatausahaan,
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dan Penyampaiannya Serta Penerbitan Surat
Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Pemeriksaan Kebenaran Daftar Penguiji 1. ATK
SP2D Belanja Langsung Barang dan Jasa 2. Komputer/laptop dan Printer
3. DPA, TOR, RAB
4, BKU
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Penerbitan SPM UP/GU/TU/LS tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan
program dan kegiatan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPM UP/TU/GU/LS




Pelaksana Mutu Baku
No. : I _:Bass vwwww_uw_w«w: _@. ﬂw_w ”_.__u uww__m_ma mﬂﬁwﬂ% __x%m_m Badan Kelengkapan Waktu Output -
oliia s =2 © 4 3 6 i T 8 ; 9 . 10
1 [Membuat konsep SPM dan menyampaikan SPP UP/GU/TU/LS yang 1Jam  |Konsep SPM UP/GU/TUILS
kepada Kepala sub bagian telah ditandatangani
Kepala Badan
2 |Meneliti dan memverifikasi konsep SPM . v Konsep SPM 1Jam  |Konsep SPM UP/GU/TUILS
UP/GU/TUILS. Jika setuju, memaraf dan Tidak N Ya UP/GUITUILS
menyampaikan kepada Sekretaris Badan. Jika NG
tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki >
3 |Memeriksa kansep SPM UP/GU/TUILS. Jika v Konsep SPM 1Jam |Draft SPM UP/GU/TUILS
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Tidak e U AL UP/GU/TUILS
Kepala Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan ~
untuk diperbaiki i
4 |Memeriksa draft SPM UP/GU/TUILS. Jika i Draft SPM UP/GU/TUILS | 1Jam |SPMUP/GU/TUILS
setuju mendandatangani dan menyampaikan Tdak P
kepada Sekretaris badan . Jika tidak setuju,
dikembalikan untuk diperbaiki Ya
5 |Menerima dan menugaskan Kepala Sub Vv SPM UP/GUITUILS 10 Menit |SPM UP/GU/TUILS
bagian untuk menindaklanjuti SPM
UP/GUITUILS
6 |Menerima dan memerintahkan Bendahara \ SPM UP/GUITUILS 10 Menit |SPM UP/GU/TUILS
Pengeluaran untuk menindaklanjuti SPM .
UP/GU/TUILS _|_|._
7 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan ) SPM UP/GUITUILS 30 Menit |SPM UP/GU/TUILS, bukti
SPM UP/GUITUILS selesai dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 05 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 agustus 2020

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daera

{ Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Drs.Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP. 19720512 199101 1 001
Judul SOP Pengajuan SPP dan SPM Gaji Pegawai

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

92 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan

Kaidah-Kaidah Pengelola Keuangan Yang Sehat Dalam Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dan Penyampaiannya
Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana

w

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan _.u%émczm: Laporan Keuangan
2. Memahami tata Naskah Dinas.
3. Memahami Sistematika Penyusunan laporan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Laporan Bulan, Triwulan dan Semester Keuangan 1. ATK

2. SOP Laporan Keuangan Tahunan Keuangan 2. Komputer/laptop dan
3. Daftar Gaij.

4. SK Kenaikan Pangkat, SK berkala

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengajuan SPP dan SPM Gaji Pegawai tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan
menghambat pembayaran gaji pegawai

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP dan SPM




: Pelaksana Mutu Baku
: _ . | Kepala Sub i : .
Tahap Kegiatan S £ Verifikator Bendahara | e Sekretaris i ! : Ket
Pengelola Gaji keuangan | Pengeluaran :W_wsnhnm” . e Kepala Badan .xs_muuwmnms Waktu Output
e 2 3 4 5 ae 7 8 e 10 AT 12
1 |Membuat konsep rincian daftar gaji pegawai Data kepegawaian, form 2 Hari |Konsep daftar gaji
dan menyampaikan kepada Verifikator SPP LS Gaji, SK pegawai
keuangan Kenaikan Pangkat dan SK
Berkala
2 |Memerikasa konsep daftar gaiji jika setuju, Konsep daftar gaji 1 Hari |Konsep daftar gaji
menyampaikan ke bendahara jika tidak pegawai pegawai
setuju,dikembalikan untuk diperbaiki
3 |Memeriksa konsep daftar gaji. Jika setuju, N Konsep daftar gaji 1 Hari |Konsep daftar gaji
menyampaikan kepada Kepala Sub bagian. Tidak ™~ \\\ Ya pegawali pegawai
Jika tidak setuju, dikembalikan untuk A
dinarhaili
4 |Memverfiikasi konsep daftar gaji yang v Konsep daftar gaji 1Hari |Daftar gaji
diajukan. Jika setuju, menyampaikan kepada Tidak P pegawali pegawai
Bendahara pengeluaran untuk diajukan ke terverifikasi
Bidang Perbendaharaan. Jika tidak setuju, Ya
dikembalikan untuk diperbaiki
5 |Mengajukan daftar gaji pegawai yang telah Daftar gaji pegawai 1 Jam |Daftar gaji final
diverifikasi ke Bidang Perbendaharaan terverifikasi
6 |Membuat SPP dan SPM Gaji sesuai dengan Daftar gaiji final 1 Hari |Draft SPP dan
perubahan serta menyampaikan kepada SPM LS Gaji
Kepala sub bagian \1
7 |Memeriksa SPP dan SPM Gaji. Jika setuju, Tidak v Draft SPP dan SPM LS 1Jam |Draft SPP dan
memaraf dan menyampaikan kepada e N Ya Gaiji SPM LS Gaji
Sekretaris badan. Jika tidak setuju, ~
dikembalikan untuk diperbaiki A
8 |Memeriksa SPP dan SPM Gaiji. Jika setuju, Tidak W v Draft SPP dan SPM LS 30 Menit |Draft SPP dan
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala \\v . Gaji SPM LS Gaji
Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk ../t)
diperbaiki
9 |Memeriksa SPP dan SPM Gaji. Jika setuju, Tidak ) Draft SPP dan SPM LS 20 Menit |SPP dan SPM Gaji
menandatangani. Jika tidak setuju, o7 Gaji
dikembalikan untuk diperbaiki Ya
10 |Menugaskan Kepala sub bagian untuk SPP dan SPM Gaji 10 Menit |SPP dan SPM Gaiji
menindaklanjuti SPP dan SPM Gaji yang telah
disahkan
11 [Memerintahkan Bendahara untuk 4 SPP dan SPM Gaiji 10 Menit |SPP dan SPM Gaji
menindaklanjuti SPP dan SPM Gaji yang telah
disahkan
12 |Mendokumentasikan dan mengarsipkan SPP SPP dan SPM Gaji 20 Menit |SPP dan SPM
dan SPM Gaji Pegawai E Gaiji, bukti
dokumentasi




Nomor SOP 06 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
YProvinsi Nusa Tenggara Ti E.\«

Drs.Benhard Menoh, MT

Pembina Tingkat |
NIP. 19720512 199101 1 001

SUB BAGIAN KEUANGAN

Judul SOP Penyusunan Laporan Tahunan Keuangan di Badan Keuangan Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
4

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan

2. Memahami tata Naskah Dinas.
3. Memahami Sistematika Penyusunan laporan

- Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2 SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer/laptop dan printer
3 SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan,Semester Keuangan di Badan Keuangan Daerah. 3. Printer

_luo%amﬂm: ;

Pencatatan dan Pendataan :

>cmv__mrmﬁmamq Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegladan Sekretaris Badan | Kepala sub Bagian Keuangan Aualls laponn Kepala Badan Pengadminlstas Kelengkapan Waktu Output e
keuangan keuangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. |Menugaskan Kepala Sub Bagian Keuangan untuk Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
mempersiapkan konsep laporan tahunan.

2. |Memerintahkan Analis laporan keuangan untuk ,PJ Disposisi 15 menit  |Disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan laporan tahunan dari _ _
tiap-tiap bagian.

3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan _L\ Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi
laporan tahunan kepada Kepala sub bagian Keuangan. l _

4, |Mengonsep laporan tahunan kemudian menyerahkan _..L Bahan laporan, 2 hari Konsep laporan, disposisi
kepada Sekretaris badan wl.“ disposisi

5. |Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju b 4 Konsep laporan, 2 jam Draf laporan, disposisi
menyampaikan kepada Kepala Badan. Jika tidak setuju > Tidak disposisi
mengembalikan kepada Kepala sub bagian untuk
diperbaiki Ya

6. |Memeriksa draft laporan tahunan. Jika setuju , Draf laporan, 1jam Laporan, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada Seketaris Tidak \ disposisi.
Badan. Jika fidak setuju mengembalikan kepada
Sekretaris Badan untuk diperbaiki. Ya

7. |Menyerahkan laporan tahunan kepada Kepala Sub ..r._ Laporan, digposisi 10 menit  |Laporan, disposisi
Bagian P_

8 |Menyerahkan laporan tahunan kepada Pengadministrasi L4 Laporan, disposisi | 10 menit  |Laporan, disposisi
Keuangan untuk ditindaklanjuti.

1
9 [Mendistribusikan dan mendokumentasikan Laporan Laporan, disposisi 2 menit  |Laporan tahunan Badan

tahunan.

Keuangan Daerah, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 07 Tahun 2024
E@m_ Pembuatan 14 agustus 2020

anggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif

isahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah

WProvinsi Nusa Tenggara Timur, \n
NIP. 19720512 199101 1 001
Judul SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester Keuangan Badan
Keuangan Daerah

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

—

Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1, ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.

3. Printer,

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, dan Semester
tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Sakratania adan xmum_m sub Analis laporan Kepala Badan pengadministrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
bagian keuangan keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1, |Menugaskan kepala sub bagian untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
konsep laporan.
2. |Menugaskan Analis laporan keuangan untuk mengumpulkan Disposisi 15 menit |Disposisi
bahan atau data dukung penyusunan laporan dan menyusun
konsep laporan.
3. |Mengumpulkan bahan atau data dukung kemudian menyusun ! Disposisi 2hari  |Bahan laporan, disposisi
konsep laporan dan menyampaikan kepada kepala sub “IU
bagian _ll:
4, |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju menyampaikan Bahan laporan 2jam [Konsep laporan,
kepada Sekretaris. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Ya AN disposisi disposisi
analis laporan keuangan untuk diperbaiki. Tidak
5. [Memeriksa konsep laporan. Jika setuju menyampaikan | Konsep laporan 1jam  |Draf laporan, disposisi
kepada kepala badan keuangan daerah. Jika tidak setuju ff Tidak disposisi
dikembalikan kepada Kepala Sub bagian untuk diperbaiki.
Ya
. Memeriksa draft laporan. Jika setuju menandatangani dan Tidak \ DyiFiperan. oo - | Epoeety s
menyerahkan kepada Sekretaris Badan.Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. Ya
|
7. |Menyerahkan laporan kepada Kepala Sub bagian untuk D Laporan disposisi | 10 menit |Laporan disposisi
didokumentasikan.
8 |Menyerahkan laporan kepada pengadministrasi keuangan Laporan disposisi | 10 menit |Laporan disposisi
untuk didokumentasikan.
9 |Mendistribusikan dan Mendokumentasikan Laporan. Laporan disposisi | 20 menit |Laporan bulanan,

triwulan dan semester,
bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 08 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 agustus 2020

| Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efekiif

Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

YProvinsi Nusa Tenggara Tjniur, \n

Drs.Benhard Menoh, MT

" Pembina Tingkat |
NIP. 19720512 199101 1 001

Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas

Judul S0P Laporan Keuangan Badan keuangan Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan
2 Memahanmi tata Naskah Dinas

3 Memahami Sistematika Penyusunan laporan

Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK 3. Telepon/Faxmail
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer/laptop dan printer 4, Printer

Pencatatan dan Pendataan :

vmlzmmﬂm_._ :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka tidak bisa mengajukan GU/TU dan rekonsiliasi laporan

Disimpan sebagai data elekironik dan manual.




analis laporan keuangan untuk diperbaiki

] . . Pelaksana s . Mutu Baku
e oo | ST | PSS [ e | b | P | oo | wae | omw |
ol ] : 3 4 5 6 7 ) T 10 11 12
1 |Menugaskan Sekretaris badan untuk Gl Disposisi surat 5menit |Disposisi surat
penyusunan Laporan Keuangan Badan
2 |Memerintahkan Kepala Sub bagian untuk 3 Disposisi surat 5 Menit  |Disposisi surat
menyusun Laporan Keuangan Badan —
3 |Memerintahkan Bendahara untuk menyiapkan mu Disposisi surat 5menit |Disposisi surat
Laporan Keuangan Badan
4 |Mengumpulkan data pendukung Laporan Format 3hari  |Format penyusunan,
Keuangan Badan _.L penyusunan, laporan fungsional,
laporan BKU
fungsional, BKU
5 |Mengevaluasi data pendukung Laporan Format 2hari  |Draf laporan
Keuangan tahunan Badan Keuangan Daerah . 1 penyusunan, fungsional dan
dan menugaskan Analis laporan keuangan _I[L laporan laporan administratif
untuk membuat laporan keuangan tahunan fungsional, BKU
6 |Melaksanakan penginputan laporan keuangan v Draf laporan 3jam  |Draf laporan
tahunan Badan Keuangan Daerah dan H..._ fungsional dan fungsional dan
menyerahkannya ke Kepala sub bagian _J, laporan laporan administratif
administratif
7 |Memeriksa konsep laporan keuangan tahunan Draf laporan 2jam  |Draf laporan
Badan Keuangan Daerah, apabila setuju ) 4 i fungsional dan fungsional dan
memaraf dan melanjutkan kepada sekretaris, Yal &> Theuk laporan laporan administratif
apabila tidak setuju dikembalikan kepada administratif




; Pelaksana £l Mutu Baku
3] >x.¢<_§ | Kepala Badan momx““”ﬂ : x%ﬂww“__wum”amn Bendahara _ ..,.%M_.mm.. v%.ﬂﬂﬂ.__“”ﬁ”ﬁu_ | Kelengkapan Waktu Output A
1 2 _ 3 4 b 6 T 8 _ 9 10 = 12
8 |Mengoreksi konsep dokumen Laporan Draf laporan 1Jam  |Draf laporan
Tahunan Badan Keuangan Daerah, apabila fungsional dan fungsional dan
setuju memaraf dan melanjutkan kepada < Tidak laporan laporan administratif
Kepala Badan, apabila tidak setuju p § administratif
dikembalikan kepada Kepala Sub Bagian
untuk diperbaiki
9 |Memeriksa dan Menandatangani konsep b Draf laporan 1Jam  |Draf laporan
dokumen Laporan Tahunan Badan Keuangan A 7 fungsional dan fungsional dan
Daerah laporan laporan administratif
__ — administratif
10 |Menggandakan, mengarsipkan dan Draf laporan 20 menit |Laporan Realisasi
mendokumentasikan Laporan Realisasi fungsional dan Anggaran, Neraca
Anggaran, Neraca dan CALK Badan Keuangan E laporan dan CALK Badan
Daerah administratif Keuangan Daerah
dan bukti
Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 09 Tahun 2024
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Judul SOP Pengajuan SPP LS dan SPM Barang dan Jasa

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah
Pengelola Keuangan Yang Sehat Dalam Pemerintahan

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Oberasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenaaara Timur,
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penatausahaan,
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dan Penyampaiannya Serta Penerbitan Surat Perintah
Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana

1 Memahami peraturan perundang-undangan
2 Memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan

3 Memiliki kemampuan dalam membuat SPP LS Barang dan Jasa

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penerbitan SPM UP/GU/TU/LS

1. ATK

2. Komputer/laptop dan printer

3. Surat Perjanjian Kerja (kontrak), SPK

4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
5. Faktur pajak dan Biling PPN dan PPH

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat
pelaksanaan kegiatan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP dan SPM




Pelaksana : : Mutu Baku b

_ _ : Kepala Sub W : o

No. Tahap Kegiatan verifikator Bendahara ) Sekretaris _ : Keterangan
21 keuangan | Pengeluaran xwmm_”mmwa badan | KepalaBadan | Kelengkapan | Waktu Bt

S 2 ; g 5 6 i 8 LT 0 o b 12
1 |Menyiapkan dokumen pendukung SPP LS Dokumen 3Hari |Draft SPPLS

Barang dan Jasa dan menyampaikan kepada kontrak/SPK dan Barang dan Jasa

verifikator keuangan untuk diverifikasi Berita Acara

a1

2 |Memverifikasi kelangkapan dokumen SPP LS > Draft SPP LS 1Jam |Draft SPP LS

Barang dan Jasa . Jika setuju, menyampaikan Tidak . Barang dan Jasa Barang dan Jasa

kepada Bandahara pengeluaran. Jika tidak Ya

setuju, dikembalikan untuk diperbaiki
3 |Memverifikasi usulan draft SPP LS Barang dan Draft SPP LS 1Jam |Draft SPP LS

Jasa beserta kelengkapan dokumen. Jika Tidak ,f Barang dan Jasa Barang dan Jasa

setuju, memaraf dan menyampaikan kepada .|A \ o yang telah

Kepala sub bagian. Jika tidak setuju, 1 diverifikasi

dikembalikan untuk diperbaiki
4 |Memeriksa kelengkapan dokumen draft SPP Draft SPP LS 2 Jam |Draft SPP LS dan

LS Barang dan Jasa serta membuat SPM LS. Thdak \,f Barang dan Jasa SPM LS Barang dan

Jika setuju, memaraf dan menyampaikan ~ Ya yang telah Jasa

kepada Sekretaris Badan. Jika tidak setuju, n diverifikasi

dikembalikan untuk diperbaiki
5 |Memeriksa dokumen SPP LS Barang dan Tidak \ Draft SPP LS dan| 1Jam |Draft SPP LS dan

Jasa, SPM LS. Jika setuju, memaraf dan ol f SPM LS Barang SPM LS Barang dan

menyampaikan kepada Kepala Badan. Jika />\ Ya dan Jasa Jasa

tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki
6 |Memeriksa dokumen SPP LS Barang dan Tidak \ Draft SPP LSdan| 1Jam |SPP dan SPM

Jasa, SPM LS. Jika setuju menandatangani. o SPM LS Barang Pengadaan Barang

Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan Jasa dan Jasa

& Ya




: Pelaksana : ~ Mutu Baku ,“
No. Tahap Kegiatan e verifikator | Bendahara | KPHASUD | gotarig | . e xaaa_m.ﬁ.,
, _ Keuangan Pengeluaran xmmgm: Bt Kepala Badan _ Kelengkapan __.__&_ Output
; ; ; euangan | : j s
R e 3 4 5 A 7 8 SR 10 (EER 12
7 |Menugaskan Kepala sub bagian untuk Ya SPP dan SPM 10 Menit [SPP dan SPM
menindaklanjuti SPP LS dan SPM Pengadaan Pengadaan Pengadaan Barang
Barang dan Jasa Barang dan Jasa dan Jasa
8 |Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk \ SPP dan SPM 10 Menit |SPP dan SPM
menindaklanjuti SPP LS dan SPM Pengadaan Pengadaan Pengadaan Barang
Barang dan Jasa Barang dan Jasa dan Jasa
9 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan \ SPP dan SPM 1Jam |SPP dan SPM
SPP LS dan SPM Pengadaan Barang dan [ selesai _ Pengadaan Pengadaan Barang
Jasa Barang dan Jasa dan Jasa, buki
dokumentasi




Nomor SOP

10 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

23 Oktober 2024

Tanggal Revisi

Tanggal ETekir

Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timue; W
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Drs. Benhard Menoh, MT
BADAN KEUANGAN DAERAH £~ Pembina Tingkat |
SEKRETARIAT NIP 19720512 199101 1 001
Judul'SOP i Kinerj i
Sub Bagian Kepegawalan dan Umum udul SO Evaluasi Kinerja Pegawai Bulanan (SKP Bulanan)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 1. Menguasai penggunaan komputer

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. 2. Memahami alur penginputan aplikasi Sikinerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara,
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1. Komputer/Laptop.
2, SOP Revisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2. Printer
3. SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan (SKP Tahunan) 3. ATK
4, SOP Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai
5. SOP Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai tidak dipatuhi maka akan berdampak pada keakuratan dan keterlambatan
penilaian kinerja ASN untuk periode berikutnya,

Disimpan dalam bentuk data digital pada akun masing-masing Pegawai




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub Bagian A hos Keterangan
Kepegawaian dan Umum pos Pejabat Penilai Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menginformasikan penginputan aktivitas harian pada E Jadwal penginputan 10 Menit  |Pelaksanaan penginputan
aplikasi S| - Kinerja kepala seluruh ASN
2. |Melakukan penginputan aktivitas harian pada Lﬁ Catatan aktivitas 30 Menit  |Aktivitas harian yang telah
aplikasi Si-Kinerja diinput
3. |Memverifikasi aktivitas harian yang diinput ASN dan Bukti aktivitas 30 Menit  [Aktivitas harian yang telah
memerintahkan ASN untuk melanjutkan ke tahapan diinput
penginputan selanjutnya
4, |Melakukan pengisian realisasi bulanan beserta link Realisasi bulanan 30 Menit  |Realisasi bulanan beserta
bukti dukung ke google drive dan mengajukan beserta link bukti link bukti dukung yang telah
kepada Pejabat Penilai ] dukung pegawai yang diajukan
akan dinilai
5. [Melakukan penilaian hasil kerja, perilaku kerja dan Realisasi bulanan 30 Menit  [SKP Bulanan yang telah
menetapkan rating hasil kerja pegawai beserta link bukti dinilai
dukung pegawai yang
akan dinilai
6. [Mendapatkan predikat kinerja bulanan x SKP Bulanan yang telah 5 Menit SKP Bulanan yang telah
E dinilai mendapat predikat kinerja




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH

SEKRETARIAT

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor SOF 11 Tanun 2024

Tanggal Pembuatan 23 Oktober 2024

Tanggal Revisi
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Disahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah
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Judul SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan (SKP
Tahunan)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9, Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

1. Menguasai penggunaan komputer
2. Memahami alur penginputan aplikasi Sikinerja

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penetapan SKP
2. SOP Revisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

3. SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Bulanan (SKP Bulanan)
4, SOP Penyusunan Laporan Displin Pegawai
5. SOP Penyusunan Laporan Displin Pegawai

1. Komputer/Laptop.
2. Printer,
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
keakuratan dan keterlambatan penilaian kinerja ASN untuk periode berikutnya.

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Sofcop y di Sub Bagian Kepegawaian
dan Umum




Pelaksana Mutu Baku
i Kepala Sub Bagian
No. Tahap Kegiatan > Kete
i okl Kepegawaian dan ASN Pejabat Penilai Pangelola Kelengkapan Waktu Output Hangn
U Kepegawalan
mum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menginformasikan Penginputan Sasaran Kerja Pegawai kepada Jadwal penginputan 10 Menit  |Pelaksanaan
semua ASN penginputan
2. |Melakukan pengisian realisasi akhir SKP beserta link bukti dukung [ Bukti aktivitas 30 Menit  |Realisasi akhir
ke google drive dan mengajukan kepada Pejabat Penilai 1 [ beserta link bukti
- dukung yang telah
diajukan
3, |Melakukan penilaian hasil kerja, perilaku kerja dan menetapkan Realisasi tahunan 5 Menit SKP Tahunan yang
rating hasil kerja pegawai P beserta link bukti telah dinilai (digitaf)
dukung pegawai yang
akan dinilai
4, |Melakukan cetak dokumen SKP dan menyerahkan ke Pejabat SKP Tahunan yang 5 Menit Dokumen SKP
Penilai untuk ditandatangani : telah dinilai (digital) Tahunan
5. |Menandatangani dokumen SKP Tahunan Pegawai dan i Dokumen SKP 10 Menit  |Dokumen SKP
menyerahkan kembali ke Pegawai yang bersangkutan | Tahunan Tahunan
6. |Menerima dokumen SKP Tahunan yang telah ditandatangani dan Dokumen SKP 5 Menit Dokumen SKP
menyerahkan 1 rangkap dokumen SKP tersebut ke Pengelola .r._ Tahunan Tahunan
Kepegawaian untuk diarsipkan _ |
Menyerahkan dokumen SKP Tahunan yang telah ditandatangani ke 3 Dokumen SKP 5 Menit Dokumen SKP
Pengelola Kepegawaian untuk diarsipkan Tahunan Tahunan
7. |ASN mengarsipkan dokumen SKP Tahunan secara mandiri Dokumen SKP 10 Menit  |Arsip mandiri
TR Tahunan dokumen SKP
E Tahunan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor SOP 12 Tahun 2024
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Judul SOP Penanganan Surat Keluar Badan Keuangan Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.

6.

1.

Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk

1. Komputer.
2. ATK

4, Stempel

3. Buku Agenda Surat Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada terlambatnya tindaklanjut
surat keluar.

1. Pada agenda surat keluar
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan i i Keterang
Ey Kapaia m.:w Edglan Fangadminisha) Sekretaris Badan Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output ST
Kepegawaian & Umum Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Memerintahkan pengadministrasi untuk menyiapkan bahan Disposisi surat 5 menit Disposisi surat
kelengkapan surat keluar dan menyerahkan kepada Kepala masuk/petunjuk masuk/petunjuk atasan
Sub Bagian. E atasan
2. |Menyiapkan bahan kelengkapan surat keluar, menyusun Disposisi surat 30 menit Bahan kelengkapan surat
konsep surat keluar dan menyerahkan kepada Kepala Sub _IL masuk/petunjuk keluar dan konsep surat
Bagian. 1 atasan keluar
3. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila setuju, memaraf v Bahan 20 menit  [Konsep surat keluar
dan disampaikan kepada Sekretaris Badan. Apabila tidak / Tidak kelengkapan surat
setuju dikembalikan kepada Pejabat Pengadministrasi . keluar dan konsep
Umum untuk memperbaiki. surat keluar
4, |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila setuju, memaraf 1a \ Konsep surat 20 menit  |Draf surat keluar
dan disampaikan kepada Kepala Badan. Apabila tidak Tidak \ f keluar
setuju dikembalikan kepada Kepala Sub Bagian/Kepala / \ Ya
untuk memperbaiki.
5. |Menelaah dan mengoreksi draft surat keluar, Apabila v Draft surat keluar 10 menit  |Surat keluar
setuju, menandatangani untuk diproses oleh Tidak |\
Pengadministrasi Umum dan apabila tidak setuju
dikembalikan untuk diperbaiki,
6. |Mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan. aarea Surat Keluar 10 menit  |Surat keluar dan
: dokumentasi




Nomor 5SOP 13 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efekfif
Disahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, m
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Drs. Benhard Menoh, MT
BADAN KEUANGAN DAERAH Pembina Tingkat |
SEKRETARIAT NIP 19720512 199101 1 001
Suls Gagiar Kepsgwalan tisn Uimum Judul SOP Penatalaksanaan Absensi Sidik Jari
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Pendidikan minimal D4
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2. Memahami operasional mesin Finger Print
Birokrasi 2010-2025. 3. Mengusai komputer
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan E-
Absensi bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai 1. Mesin Finger Print 3. Printer
2. Komputer/Laptop 4. ATK
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila Penatalaksanaan Absensi Sidik Jari tidak dilaksanakan dengan tertib makaASN akan Disimpan sebagai data elekronik berbasis internet pada aplikasi SIM Absensi Online
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku




Pelaksana Mutu Baku
; Kepala Sub Bagian
No. Tahap Kegiatan Kete
s Pengelola Kepegawaian Seluruh ASN Kepegawaian & Kelengkapan Waktu Output R
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. [Menyiapkan mesin finger print dan daftar hadir menual untuk Mesin finger print, daftar hadir 10 menit  |Mesin finger print dan daftar  |Absensi dibuka mulai pukul 06.00
proses absensi ASN a manual hadir manual yang siap WITA
digunakan.
2. |Melakukan absensi sidik jari pada mesin finger print dan Mesin finger print, daftar hadir | 30 menit-1 jam |Hasil absensi sidik jari dan Absen masuk kantor dimulai
memaraf daftar hadir manual manual yang siap digunakan 30 menit  |daftar hadir manual yang telah |pukul 08.00 WITA-07.30 WITA.
di paraf. Pada hari jumat absen pulang
kantor dimulai pukul 16.30-17.0D
WITA.
3. |Menerima dan memverifikasi keterangan ketidakhadiran Hasil Absensi sidik jari dan 20 menit  [Hasil Absensi sidik jari dan Softcopy hasil absensi sidak jari
ASN dalam bentuk softcopy dan hardcopy surat tugas, surat daftar hadir manual yang telah daftar hadir manual yang telah
sakit, surat izin dan surat keterangan lainnya dari diparaf. diparaf, keterangan
PNS/Pejabat Atasan Langsung yang dikumpulkan di Sub ketidakhadiran ASN yang telah
Bagian Kepegawaian dan Umum. diverifikasi.
4. |Melakukan verifikasi keterangan ketidakhadiran ASN dan Hasil Absensi sidik jari dan 10 menit  |Hasil Absensi sidik jari dan Berkoordinasi dengan atasan
menugaskan pengelola kepegawaian untuk menindaklanjuti Tidak \v daftar hadir manual yang telah daftar hadir manual yang telah |langsung terkait keterangan
diparaf, keterangan diparaf, keterangan ketidakhadiran ASN.
ketidakhadiran ASN yang telah ketidakhadiran ASN yang telah
Ya diverifikasi. diverifikasi,
5. |Mengupload softcopy (jpeg) keterangan ketidakhadiran ASN Hasil Absensi sidik jari dan 1 jam Terlaksananya absensi sidik jari

dan menugaskan pengelola kepegawaian untuk
menindaklanjuti

Selesai

daftar hadir manual yang telah
diparaf, keterangan
ketidakhadiran ASN yang telah
diverifikasi.

online




Nomor SOF 14 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 01 Februart 2024

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektit
Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Tirpur, W

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Drs. Benhard Menoh, MT

BADAN KEUANGAN DAERAH Pembina Tingkat |
SEKRETARIAT NIP 19720512 199101 1 001
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Judul SOP Penerbitan Nota Dinas Mutasi PNS
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Pendidikan Minimal SLTA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 2. Memahami Tata Naskah Dinas

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-| 3. Menguasai Komputer

2025.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penanganan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.
2. SOP penanganan Surat Keluar. 2. Printer.
3. ATK.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila Penerbitan Nota Dinas Mutasi PNS tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcop y di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

mengganggu kelancaran pekerjaan Badan dan kinerja pegawai.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Sekretaris Kepala Sub Pengelola Keterangan
Kepala Badan Badan Bagian Kopeqawaian Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
dan Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menelaah dan mendisposisi telaahan staf dari sekretariat dan bidang terkait E Telaahan staf, disposisi 10 Menit  |Telaahan staf, disposisi
penyegaran atau mutasi staf S i0
=—
2. |Menugaskan Kasubag untuk menyusun konsep nota dinas mutasi PNS Dll Telaahan staf, disposisi 10 Menit  |Telaahan staf, disposisi
3. [Memerintah Pengelola Kepegawaian untuk menyusun konsep nota dinas Telaahan staf, disposisi 10 Menit  |Telaahan staf, disposisi
mutasi PNS
4. |Menyusun konsep nota dinas mutasi PNS Telaahan staf, disposisi 20 Menit  [Konsep nota dinas mutasi PNS
5. |Memeriksa konsep nota dinas mutasi. Jika setuju memaraf dan Konsep nota dinas mutasi PNS 15 Menit  [Konsep nota dinas mutasi PNS
menyampaikan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk Vi \\:/ Tidak yang telah diparaf
diperbaiki. P
X
6. |Memeriksa konsep nota dinas mutasi. Jika setuju memaraf dan Konsep nota dinas mutasi PNS 10 Menit  |Nota dinas mutasi PNS
menyampaikan kepada Kepala Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk v yang telah diparaf
diperbaiki | ik
JJ \
7. |Memeriksa konsep nota dinas. Jika setuju, menandatangani. Jika tidak ,f — Konsep nota dinas mutasi PNS 10 Menit  |Nota dinas mutasi PNS
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. ; 2 yang telah diparaf
8. |Menugaskan Kasubag untuk menindaklanjuti nota dinas mutasi PNS D| Nota dinas mutasi PNS 5 Menit Nota dinas mutasi PNS
9. |Memerintah Pengelola Kepegawaian untuk menindaklanjuti nota dinas Nota dinas mutasi PNS 5 Menit Nota dinas mutasi PNS
mutasi PNS ;
10. |Menggandakan, mendokumentasikan dan mendistribusi nota dinas mutasi Nota dinas mutasi PNS 20 Menit  |Nota dinas mutasi PNS dan
PNS kepada pegawei yang dimutasi. E bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor SOP 15 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 23 Oktober 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektit

Disahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

[JudurSOP Penerbitan Nota Dinas Permintaan Laporan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal SLTA
2. Memahami Tata Naskah Dinas
. Menguasai Komputer

(£

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan Surat Masuk.
2. SOP penanganan Surat Keluar.

1, Komputer/Laptop.
2. Printer.
3. ATK,

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penerbitan Nota Dinas Permintaan Laporan Badan Keuangan Daerah tidak dilaksanakan sesuai prosedur
maka akan mengganggu kelancaran pekerjaan Badan dan kinerja pegawai.

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcop y di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Pelaksana Mutu Baku
Ghisis Analis
No. Tahap Kegiatan epala su Keter;
B Kepala Badan Sekretaris Bagian MMHHM“”:“““ Kelengkapan Waktu Output s
Kepegawalan & Pelaporan
Umum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menelaah dan mendisposisi telaahan staf dari sekretariat terkait laporan Telaahan staf, disposisi 10 Menit  |Telaahan staf, disposisi

Badan Keuangan Daerah E
2. |Menugaskan Kasubag untuk menyusun konsep nota dinas permintaan g Telaahan staf, disposisi 10 Menit  |Telaahan staf, disposisi

laporan =i
3. |Memerintah Staf untuk menyusun konsep nota dinas permintaan laporan Telaahan staf, disposisi 10 Menit  |Telaahan staf, disposisi
4, |Menyusun konsep nota dinas permintaan laporan _IL‘ Telaahan staf, disposisi 20 Menit  |Konsep nota dinas permintaan

Ya 1 laporan

5, |Memeriksa konsep nota dinas permintaan laporan. Jika setuju memaraf \\ Konsep nota dinas permintaan 15 Menit  [Konsep nota dinas permintaan

dan menyampaikan kepada Sekretaris. Jika tidak setuju, dikembalikan o - laporan laporan yang telah diparaf

untuk diperbaiki. /\\ Tidak

Ya

6. |Memeriksa konsep nota dinas permintaan laporan. Jika setuju memaraf \ Konsep nota dinas permintaan 10 Menit  |Nota dinas permintaan laporan

dan menyampaikan kepada Kepala Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan \f Tidak laporan yang telah diparaf

untuk diperbaiki, Ya ~

A

7. |Memeriksa konsep nota dinas. Jika setuju, menandatangani. Jika tidak ) Konsep nota dinas permintaan 10 Menit  |Nota dinas permintaan laporan

setuju, dikembalikan untuk diperbaiki, Y Tidak laporan yang telah diparaf




Pelaksana Mutu Baku
it Analis
No. Tahap Kegiatan : epala Su Perencanaan Keterangan
Kepala Badan Sekretaris Bagian Eosllinek dan Kelengkapan Waktu Qutput
Kepegawaian & Pelaporan
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. [Menugaskan Kasubag untuk menindaklanjuti nota dinas permintaan @ Nota dinas permintaan laporan 5 Menit Nota dinas permintaan laporan
laporan
9. |Memerintahkan Staf untuk menindaklanjuti nota dinas permintaan laporan b4 Nota dinas permintaan laporan 5 Menit Nota dinas permintaan laporan
|
10. [Menggandakan, mendokumentasikan dan mendistribusi nota dinas Nota dinas permintaan laporan 20 Menit  |Nota dinas permintaan laporan

permintaan laporan ke Bidang-bidang.

Selesal

dan bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor SOP 16 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

rs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025,

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pstunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

¥

1. Pendidikan minimal S1

2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Komputer

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Komputer/Laptop.
2. Printer.
3. ATK.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala tidak dilaksanakan maka akan menghambat
kenaikan gaji PNS yang bersangkutan

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan : Kete
£ Analis Layanan Kepala Sub Bagian Kelengkapan Waktu Output el s
U Kepegawaian & Sekretaris Kepala Badan
sl Umum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Mengumpulkan bahan, menelaah serta menyiapkan draft SK SK Kenaikan Gaji Berkala 1 Hari Draft SK Kenalkan gaji

Kenaikan Gaji Berkala sesuai aturan yang beriaku dan E Terakhir dan SK Kenaikan Berkala

menyampaikan kepada Kasubag Pangkat Terakhir
2. |Memeriksa draft SK Kenaikan Gaji Berkala.Jika Setuju, Draft SK Kenaikan Gaji Berkala 30 Menit Draft SK Kenaikan gaji

Memaraf dan menyampaikan kepada Sekretaris. Jika tidak " Berkala yang telah di

setuju, dikembalikan untuk diperbaiki Tidak Py paraf Kepala Sub Bagian

. Ya

3. |Memeriksa draft SK Kenaikan Gaji Berkala.Jika Setuju, . Draft SK Kenaikan Gaji Berkala 30 Menit  |Draft SK Kenalkan Gaji

Memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Badan . Jika Tidak \I/r yang telah diparaf Kasubag Berkala yang telah diparaf

tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki f\ Ya Sekretaris adan
4, |Memeriksa Draft SK Kenaikan Gaji Berkala. Jika setuju Draft SK Kenaikan Gaji Berkala 30 Menit | SK Kenaikan Gaji Berkala

menandatangani, Jika tidak setuju, dikembalikan untuk Tidak e yang telah diparaf Sekretaris

diperbaiki Badan
5. |Mengagendakan, mendokumentasikan dan memberi stempel SK Kenaikan Gaji Berkala 10 Menit  |SK Kenaikan Gaiji Berkala

pada SK untuk kemudian disampaikan kepada ASN yang
bersangkutan

dan bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor SOP 17 Tahun 2024

anggal Pembuatan 14 Agustus 2024

anggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efekiif
Jisahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

1, Menguasai penggunaan komputer

2. Memahami alur pengimputan aplikasi Sikinerja

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP penyusunan Laporan Disiplin Pegawai 1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
keakuratan dan keterlambatan penilaian kinerja ASN untuk periode berikutnya.

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcop y di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Pelaksana Mutu Baku
: Kepala Sub Bagian
No. Tahap Kegiatan Ket
2 BTe Kepegawaian dan ASN Pejabat Penilai Kelengkapan Waktu Output s bk
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. [Menginformasikan penginputan sasaran kinerja E SK Jabatan 5 Menit Form Digital Profil
pegawai ( SKP ) melalui aplikasi SI - KINERJA Falag PNS
kepada seluruh ASN
2. |Melakukan penyusunan SKP berupa Rencana Hasil q Konsep Rencana Hasil 30 Menit  [Konsep Digital
Kerja pada menu SKP dan mengajukan Rencana 3 Kerja manual Rencana Hasil Kerja
Hasil Kerja kepada Atasan Langsung selaku Pejabat
Penilai
3. [Mengoreksi rencana hasil kerja yang diajukan. Ya Konsep Digital Rencana 15Menit  |Rencana Hasil Kerja
Apabila disetujui Pejabat Penilai menetapkan Tidak \ Hasil Kerja yang telah disetujui
ekspektasi perilaku yang diharapkan, apabila tidak
Pejabat Penilai memberikan catatan koreksi untuk
diperbaiki
4, |Dokumen SKP telah disetujui Rencana Hasil Kerja Dokumen SKP berupa

yang telah disetujui

hardcopy dan
soffcopy




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor SOF 18 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektit
Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP Pengajuan surat usulan cuti ASN Badan Keuangan Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

4, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubermnur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penyederhanaan Birokrasi.

9. Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 252 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur
Pemerintahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal D4
2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar
3. SOP Penerbitan Surat |zin Cuti ASN di BKD

1. ATK

2. Komputer/Printer
3. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pengajuan surat usulan cuti ASN tidak sesuai prosedur maka akan berdampak pada
[pelanggaran ketentuan Perundang - undangan.

1 Buku Kontrol cuti ASN.

2 Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
Operator (Kepala
No. Tahap Kegiatan i i Keterangan
R Pemohon Cuti ESRRAt hiasan il mmm._ms Kepala Badan | Sekretaris Badan Kelengkapan Waktu Output g
Langsung Kepegawaian &
Umum)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1. |Pemohon Cuti mengajukan usulan cuti kepada Form digital usulan 5 Menit  [Form digital usulan
atasan langsung melalui aplikasi Sip-Cuti cuti pada aplikasi Sip- cuti yang diajukan
(_ Mui_] Cul
2. |Pejabat Atasan Langsung memberikan ’ Form digital usulan 5 Menit  |Form digital usulan
pertimbangan terkait permohonan cuti yang Tidak cuti yang diajukan cuti yang telah
diajukan. Apabila setuju atasan melanjutkan < disetujui Atasan
proses pengajuan ke Operator. Apabila tidak Ya Langsung
setuju, dikembalikan ke ASN Pemohon
3. |Operator memeriksa permohonan cuti yang telah Form digital usulan 5Menit |Form digital usulan
disetujui oleh Pejabat Atasan Langsung. Apabila v cuti yang telah cuti telah diperiksa
terdapat kekeliruan penginputan operator dapat disetujui Atasan oleh Operator
melakukan perubahan langsung pada Langsung
permohonan cuti, apabila tidak permohonan
langsung dilanjutkan ke akun Sip-Cuti Kepala
Badan
4. |Kepala Badan memberikan pertimbangan untuk Form digital usulan 5Menit |Form digital usulan
persetujuan, Apabila disetujui maka permohonan Tidak \ cuti telah diperiksa cuti yang telah
cuti diproses, apabila tidak dikembalikan. P f va oleh Operator disetujui Kepala
N Badan
5. |Menugaskan operator untuk memproses Konsep Surat Izin | 10 Menit |Konsep Surat Izin
permohonan cuti Cuti Cuti
6. |[Meneruskan permohonan cuti ke akun BKD ' Surat izin Cuti 5 Menit  [Surat izin Cuti
Selesai




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor sOP 19 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisl 23 Oktober 2024

Tanggal Efekit

Disahkan oleh

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, m .

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP

Pengajuan surat usulan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara Badan
Keuangan Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7.

1.

3. Menguasai komputer

Pendidikan minimal D4
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan surat keluar
2. SOP Pengajuan usulan kenaikan pangkat pegawai di BKD.

3. SOP penanganan surat masuk.

1. ATK.
2. Komputer/Printer

3. Scanner

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat terlambat diajukan maka akan
berdamoak pada tertunda periode kenaikan pangkat ASN yang bersangkutan.

Kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
paling lambat 3 Bulan sebelum periode kenaikan pangkat pegawai.

2.

1. Buku jaga kenaikan pan

gkat dan kenaikan gaji berkala

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub bagian
No. Kete
Kepegawaian & x_um:mm_o_.m Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output o
Umum SpagRWEA Sekretaris Badan

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1. [Memberi petunjuk dan menugaskan Pengelola Kepegawaian untuk Tupoksi 30 Menit  |Petunjuk Penugasan

menyiapkan Usulan Kenaikan Pangkat E
2. |Membuat daftar nama pegawal, menyiapkan konsep surat usulan Penugasan Kepala Sub Bagian 1 Jam Konsep Surat Usulan

kenaikan pangkat disertai lampiran kelengkapan/berkas kenalkan dan Database Kepegawaian Kenaikan Pangkat dan

pangkat ASN dan meneruskannya ke Kepala Sub Bagian I_—IH_ lampiran berkas ASN
3. |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan lampiran Konsep surat Usulan Kenaikan 20 menit  |Konsep Surat Usulan

berkas ASN apabila disetujui, memaraf dan menyampalkan ke f Tidak Pangkat dan lampiran berkas Kenaikan Pangkat dan

Sekretaris Badan. Apabila tidak disetujui dikembalikan untuk ASN lampiran berkas ASN

diperbaiki

Ya

4, |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan lampiran Konsep surat Usulan Kenaikan 30 Menit  |Surat Usulan Kenaikan

berkas ASN apabila disetujui, memaraf dan meneruskannya ke Tidak \f Pangkat dan lampiran berkas Pangkat dan lampiran

Kepala Badan apabila tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki j \ Ya ASN berkas ASN
5, |Menelaah konsep surat usulan kenaikan pangkat dan lampiran Konsep surat Usulan Kenaikan 45 Menit | Surat Usulan Kenaikan

berkas ASN.Apabila setuju, menandatangani dan diproses lebih Tidak : Pangkat dan lampiran berkas Pangkat dan lampiran

lanjut oleh Kepala Sub Bagian. Apabila tidak setuju, dikembalikan ASN berkas ASN

untuk diperbaiki Ya




6. |Memerintahkan pengelola kepegawaian untuk memproses surat Surat Usulan Kenaikan Pangkat 30 Menit  [Surat usulan dan
usulan kenaikan pangkat dan lampiran berkas ASN ke Badan beserta lampiran kelengkapan kelengkapan berkas ASN
Kepegawaian Daerah Provinsi NTT berkas ASN yang telah diserahkan ke
BKD
7. |Mengupload kelengkapan berkas ASN melalui link kenaikan Surat Usulan Kenaikan Pangkat 30 Menit  |Surat usulan dan
pangkat yang disediakan BKD, dan kemudian mengantar langsung beserta lampiran kelengkapan kelengkapan berkas ASN
surat usulan kenaikan pangkat ke BKD berkas ASN yang telah diserahkan ke
BKD
8. |Mengarsipkan surat usulan kenaikan pangkat beserta lampiran Surat Usulan Kenaikan Pangkat 15 menit  |Arsip Surat Usulan

berkas ASN

beserta lampiran berkas ASN

Kenaikan Pangkat
beserta lampiran berkas
ASN




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor SOP 20 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2024

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP ; Pengajuan surat usulan pensiun Aparatur Sipil Negara Badan Keuangan
Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan

Janda/Dudanya.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8.

1. Pendidikan minimal D4
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

3. SOP Pengajuan Usulan Kenaikan pangkat ASN di BKD

1, ATK
2. Komputer/Printer
3. Buku Agenda Surat Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila penyampaian Kelengkapan Administrasi Usulan Pensiun ASN terlambat maka
akan berdampak pada tertundanya hak pensiun ASN yang bersangkutan

2. Kelengkapan administrasi usulan pensiun diterima oleh BKD paling lambat 6 bulan
sebelum jatuh tempo pensiun ASN.

1. Buku Jaga Pensiun ASN
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan i ' Keterangan
i Hepala m.:a Ea g _uozuo_o_m Sekretaris Badan| Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output g
Kepegawaian & Umum Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan pengelola kepegawaian menyiapkan administrasi Agenda kerja 30 menit  |Penugasan
usulan pensiun bagi ASN pada Badan Keuangan Daerah. E
2. |Menyusun konsep surat usulan pensiun disertai lampiran Penugasan 1jam  |Konsep surat usulan
kelengkapan/berkas pensiun ASN dan disampaikan kepada Kepala __ _ pensiun dan lampiran
Sub Bagian e berkas ASN
3. |Memeriksa konsep surat usulan pensiun dan lampiran berkas ASN. Y : Konsep surat usulan 20 menit |Konsep surat usulan
Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan ke Sekretaris Badan . & L pensiun dan lampiran pensiun dan lampiran
Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. berkas ASN berkas ASN
Ya
4, |Memeriksa konsep surat usulan pensiun dan lampiran berkas ASN. ) ’ Konsep surat usulan 30 menit  |Konsep surat usulan
Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan ke Kepala Badan, Thlig \ M pensiun dan lampiran pensiun dan lampiran
Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. J,\ Ya berkas ASN berkas ASN
5. |Menelaah konsep surat usulan pensiun dan lampiran berkas ASN. Konsep surat usulan 30 menit  |Surat usulan pensiun dan
Apabila setuju, menandatangani dan diproses lebih lanjut oleh . b 4 pensiun dan lampiran lampiran berkas ASN
pengelola kepegawaian, Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk Tidak P v berkas ASN
diperbaik. wl 0N
6. |Menugaskan Kepala Sub Bagian untuk memproses Konsep surat usulan 30 menit | Surat usulan pensiun dan
kelengkapaniberkas Pensiun ASN pensiun dan lampiran lampiran berkas ASN
berkas ASN
7. |Memerintah Pengelola Kepegawaian untuk memproses Konsep surat usulan 30 menit |Surat usulan pensiun dan
kelengkapan/berkas Pensiun ASN pensiun dan lampiran lampiran berkas ASN
berkas ASN
8. [Memproses surat usulan pensiun ASN ke BKD dan Surat usulan pensiun dan 1jam  |Surat usulan pensiun dan
mendokumentasikan. lampiran berkas ASN lampiran berkas ASN dan

Dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor SOP 21 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daer:

Provinsi Nusa Tenggara Timu

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP Pengusulan Karis/Karsu

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri,
Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami
Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.

7.

1. Pendidikan Minimal SLTA
2. Memahami Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP penanganan Surat Keluar.

1. Komputer/Laptop.
2. Printer.
3. ATK.

vmzzmmﬁz

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pengusulan Karis/Karsu tidak dilaksanakan maka Karis/Karsu tidak dapat dikeluarkan.

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcop y di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Pelaksana Mutu Baku
; Kepala Sub Bagian
No. Tahap Kegiatan
i Sekretaris Badan | Kepegawaian & vmsmo_o_w Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
i Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |[Menugaskan Kepala Sub Bagian untuk mengusulkan Agenda Kerja 5Menit  |Disposisi
Karis/Karsu bagi ASN yang belum memiliki Karis/Karsu E
2. [Memerintahkan Pengelola Kepegawaian untuk mengumpulkan Disposisi 5 Menit  |Disposisi
bahan dan menyusun konsep surat usulan Karis/Karsu
3. [Mengumpulkan bahan dan menyusun konsep surat usulan Disposisi 1 Minggu |Bahan Usulan(form laporan
Karis/Karsu dan selanjutnya disampaikan kepada Kasubag perkawinan pertama, form
daftar keluarga, fc sah akta
¥ perkawinan, fc sah SK CPNS,
[ fc sah SK PNS, fc sah SK
Ya _I:\ pangkat terakhir, pas foto
suamifistri ukuran 2x3) dan
konsep surat usulan
Karis/Karsu
4. |Memeriksa bahan usulan dan konsep surat usulan Karis/Karsu. Bahan Usulan(form laporan 15 Menit  [Konsep surat usulan yang
Jika setuju, mamaraf dan menyampaikan kepada Sekretaris perkawinan pertama, form telah diparaf oleh Kasubag
Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. daftar keluarga, fc sah akta beserta bahan usulan yang
\,\/ Tidak perkawinan, fc sah SK CPNS, fc telah diperiksa
sah SK PNS, fc sah SK pangkat
a j terakhir, pas foto suamifistri
ukuran 2x3) dan konsep surat
usulan Karis/Karsu
5. |Memeriksa bahan usulan dan konsep surat usulan Karis/Karsu. Ny Konsep surat usulan yang telah | 5 Menit  [Draft surat usulan Karis/Karsu |Sekrefaris Badan

Jika setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Badan.
Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.

Tidak

Ya

diparaf oleh Kepala Sub Bagian
beserta bahan usulan yang
telah diperiksa

menandatangani surat
usulan jika Kepala
Badan berhalangan




Pelaksana Mutu Baku
; Kepala Sub Bagian
No. Tahap Kegiatan
B Sekretaris Badan | Kepegawaian & _um:mm_o_.m Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
U Kepegawaian
mum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. |Memeriksa surat usulan Karis/Karsu. Jika setuju, 2] Draft surat usulan Karis/Karsu 5Menit  |Surat usulan Karis/Karsu

menandatangani. Jika fidak setuju, dikembalikan untuk

diperbaiki. Tidak
7. |Menerima surat usulan Karis/Karsu dan menyerahkan kepada Surat usulan Karis/Karsu 5 Menit  |Surat usulan Karis/Karsu

Kepala Sub Bagian untuk ditindaklanjuti

B

8. |Memerintahkan Pengelola Kepegawaian untuk memproses dan Surat usulan Karis/Karsu 5 Menit  [Surat usulan Karis/Karsu

mengirimkan surat usulan dan bahan usulan Karis/Karsu
9. |Memproses dan mengirimkan surat usulan beserta bahan Vv Surat usulan Karis/Karsu 30 Menit  |Surat usulan Karis/Karsu, bukti

usulan Karis/Karsu ﬁ mm_m“mm u beserta bahan usulan dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor SOP 22 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efekif

Disahkan oleh

PItKepala Badan Keuangan Dagrah
Provinsi Nusa Tenggara Timuf] &

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP

Pengusulan SK Tugas Belajar/lzin Belajar

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025,

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar,
Izin Belajar dan Ikatan Belajar.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1. Pendidikan Minimal S1
2. Memahami Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Komputer/Laptop.
2. Printer.
3. ATK,

Peri ngatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pengusulan SK Tugas Belajar/lzin Belajar tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka
akan menghambat penerbitan SK dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcop y di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan : Keteran
5 e Seluruh ASN | Kepala Badan |Sekretaris Badan | Kepala Sub Bagian FEngelois Kelengkapan Waktu Output e
Kepegawaian & Kepegawaian
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. [Mengajukan surat permohonan PNS yang akan Surat permohonandan| 15 Menit |Surat permohonan dan
melanjutkan studi dan berkas kelengkapan usulan SK berkas usulan berkas usulan
Tugas Belajar/lzin Belajar kepada Kepala Badan melalui
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. |Menerima surat permohonan dan berkas usulan serta Surat permohonan dan| 15 Menit  |Disposisi, surat permohonan
mendisposisi kepada Sekretaris Badan. ﬂ,r._ berkas usulan dan berkas usulan
3. |Menugaskan Kepala Sub Bagian untuk menindaklanjuti. v Disposisi, surat 15 Menit | Disposisi, surat permohonan
_ ﬂ_ permohonan dan dan berkas usulan
. berkas usulan
4, |Memerintahkan Pengelola Kepegawaian untuk memeriksa Disposisi, surat 15 Menit | Disposisi, surat permohonan
berkas usulan dan membuat surat pengantar ke Badan :..Il_ permohonan dan dan berkas usulan
Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, _ . J berkas usulan
5. |Memeriksa berkas usulan dan menyusun konsep surat , Disposisi, surat 1Jam  [Konsep surat pengantar
pengantar ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT [ L”.n.u . permohonan dan
serta menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian . berkas usulan
Kepegawaian dan Umum.
6. |Memeriksa berkas usulan dan konsep surat pengantar. Konsep surat 30 Menit  |Konsep surat pengantar yang

Jika setuju, memaraf dan menyampaikan kepada
Sekretaris Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk
diperbaiki.

D,
)-

Tidak

Ya

pengantar dan berkas
usulan

telah diparaf




7. |Memeriksa berkas usulan dan konsep surat pengantar. Jika Konsep surat 30 Menit  |Konsep surat pengantar yang
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Tidak pengantar yang telah telah diparaf
Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. diparaf
Ya / \
A
8. |Memeriksa berkas usulan dan konsep surat pengantar. Jika Konsep surat 30 Menit  |Surat pengantar dan berkas
setuju, menandatangani. Jika tidak setuju, dikembalikan ,_‘/ Tidak pengantar yang telah usulan
untuk diperbaiki. \ diparaf
9. [Menerima surat pengantar dan berkas usulan, kemudian Surat pengantar dan 5Menit  |Surat pengantar dan berkas
menugaskan pengelola kepegawaian untuk menyampaikan berkas usulan usulan
ke Badan Kepegawaian Daerah NTT u_ el _
10. |Menyampaikan usulan SK Tugas Belajar/Izin Belajar ke Surat pengantar dan 30 Menit  |Surat pengantar dan berkas

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.

VM Selesai _

berkas usulan

usulan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor SOP 23 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daera
Provinsi i

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP Penyusunan Laporan Displin ASN

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. [Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. |Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3. |Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

4. |Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
5. |Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. |Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. |Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Penggunaan Komputer

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Bulanan (SKP Bulanan) 1. Komputer/Laptop

2. SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan (SKP Tahunan) 2. Printer.

3. SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai 3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

>Umc=am|wo_u penyusunan Laporan Disiplin pegawai tidak dilaksanakan maka akan berdampak
pada keakuratan pengukuran kinerja

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Soffcopy di sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Pelaksana

Mutu Baku

No. Tahap Kegiatan Qutput Keterangan
P Kepala Sub Bagian _um:mm_o_.m Sekretaris Badan Kepala Badan Kelengkapan Waktu g ¥
Kepegawaian

1 2 3 4 6 7 8 9 10

1. |Memeriksa kehadiran pegawai setiap hari dan Disposisi 15 Menit  |Disposisi
memerintahkan Pengelola Kepegawaian untuk
merekap daftar hadir ASN dan menyusun laporan

2. |Merekap daftar hadir ASN dan meyusun laporan Disposisi 1Harl  [Bahan dan draft
disetiap akhir bulan dan menyampaikan kepada laporan
Kepala Sub Bagian dalam bentuk draft

3. |Memeriksa konsep laporan rekapan daftar hadir jika Bahan dan draft laporan 30 Menit  [Konsep Laporan
setuju,memaraf dan menyampaikan kepada f Tidak
Sekretaris Badan .Jika tidak setuju,dikembalikan
untuk diperbaiki Ya

4. |Memeriksa konsep laporan rekapan daftar hadir jika Konsep Laporan 30 Menit  |Konsep Laporan
setuju,memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Tidak
Badan .Jika tidak setuju,dikembalikan untuk N \ Tidak
diperbaiki

5. |Memeriksa konsep laporan rekapan daftar hadir. Konsep Laporan 30 Menit  |Laporan
Jika setuju, menandatangani dan menyampaikan Ya - Rekapan Daftar
kepada Sekretaris Badan. Jika tidak setuju, > Hadir
dikembalikan untuk diperbaiki

6. [Menerima Laporan rekapan daftar hadir dan Laporan Rekapan Daftar Hadir [ 10 Menit |Laporan
menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian. Rekapan Daftar

Hadir

7. |Menerima Laporan rekapan daftar hadir dan Laporan Rekapan Daftar Hadir | 10 Menit |Laporan

menyampaikan kepada Pengelola Kepegawaian Rekapan Daftar
Hadir

8. [Menggandakan, Mendokumentasikan dan Laporan Rekapan Daftar Hadir 1Hari  [Laporan
mendistribusikan ke Sub Bagian Keuangan dan Rekapan Daftar
dikirim kepada Gubernur NTT melalui Badan E Hadir dan bukti
Kepegawaian Daerah — Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor SOP 24 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2024
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efekit
Disahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
rs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7.

1. Pendidikan minimal D4
2. Menguasai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1 SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer/Laptop. 4, Buku Agenda Surat Keluar
2  SOP Penerbitan SPP dan SPM Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) 2. Printer.
3 SOP Absensi Sidik Jari 3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan

Disimpan Sebagai data elektronik dan arsip kehadiran ASN pada sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Pelaksana Mutu Baku
: Kepala Sub Bagian i :
No. Tahap Kegiatan Ketel
? s Sekretaris Badan Kepegawaian dan _uoznm%huﬁu:mm_ Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output e
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan Kepala Sub Bagian untuk Agenda Kerja 5 Menit Disposisi
mempersiapkan konsep Laporan Kehadiran E
Pegawai
2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Disposisi 5 Menit Disposisi
mengumpulkan kehadiran pegawai dan menyusun
konsep laporan kehadiran pegawai
3. [Mengumpulkan data kehadiran pegawai dan Disposisi 1 Hari Bahan Laporan, Konsep
menyusun konsep kehadiran pegawai kemudian [ Laporan,Disposisi
menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian r?d
4, |Memeriksa Konsep laporan kehadiran pegawai. Jika 3 Bahan Laporan, Konsep 45 Menit  |Bahan Laporan, Konsep
setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada \ Tidak Laporan, Disposisi Laporan,Disposisi
Sekretaris Badan. Jika tidak setuju dikembalikan Ya
untuk diperbaiki
5. |Memeriksa Konsep laporan kehadiran pegawai. Jika ) Bahan Laporan, Konsep 45 Menit  |Draft Final Laporan
; ; Tidak . i y <
setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Laporan,Disposisi Kehadiran Pegawai
Kepala Badan. Jika tidak setuju dikembalikan untuk
diperbaiki
Ya
6. |Memeriksa draftfinal laporan kehadiran pegawai. Tidak Draft Final Laporan 45 Menit  |Laporan Kehadiran Pegawai
Jika setuju, menandatangani. Jika tidak setuju, Kehadiran Pegawai
dikembalikan untuk diperbaiki /
7. |Menggandakan, mendokumentasikan dan Laporan Kehadiran 30 Menit Laporan Kehadiran

menyampaikan laporan kehadiran pegawai kepada
Gubermnur cg. Kepala BKD serta tembusan kepada
Inspektur Daerah

Pegawai

Pegawai, bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor SOF 29 Tanhun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2024
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timu

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja/Terlambat Masuk

Kantor/Pulang Awal

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5.

4

1. Pendidikan minimal SLTA
3. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1 SOP Penatalaksanaan Absensi Sidik Jari
2 SOP Laporan Kehadiran Pegawai

1. Komputer/Laptop.

2. ATK
3. Jaringan Internet.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Jika Permohonan izin tidak masuk kerja / terlambat Masuk Kantor /Pulang Awal tidak
dilaksanakan akan berpengaruh pada status kehadiran ASN yang bersangkutan

Disimpan Sebagai arsip pada Sub Bagaian Kepegawaian dan Umum




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
et Atasan Pengadministrasi Kelengkapan Waktu Output v
ASN Langsung/Pejabat yang Uit
berwenang
1 2 3 4 5 (] 7 8 9
1, [Membuat Konsep Surat Izin tidak masuk Format surat izin tidak masuk 10 Menit Konsep surat izin tidak masuk  |Pengajian surat izin tidak
kantorterlambat masuk kantor/pulang awal kerjaterlambat masuk kerja/terlambat masuk masuk kerja/terlambat masuk
sesual format dan menyampaikan kepada E kantor/pulang awal kantor/pulang awal kantor paling lambat sehari
atasan langsung/pejabat lain yang berwenang - sebelum izin sedangkan
pengajuan izin pulang awal
dapat dilakukan pada hari
saat akan pulang awal (jika
hal yang mendesak maka
surat izin bisa dimasukan
dalam hari yang bersamaan)
2. |Memeriksa konsep surat izin, jika setuju, Format surat izin tidak masuk 10 Menit Surat izin tidak masuk Jika atasan langsung
menandatangani. Jika tidak setuju, dikembalikan Tidak kerja/terlambat masuk kerjafterlambat masuk (Kasubag/Kasubid) tidak
kepada ASN yang bersangkutan \ kantor/pulang awal kantor/pulang awal berada di tempat maka surat
izin ditandatangani oleh
pejabat yang berada satu
Ya tingkat di atas pejabat atasan
langsung
3. |[Mengirimkan softcopy surat izin melalui Surat izin tidak masuk 15 Menit  |Surat izin tidak masuk
emailiwhatsapp dan menyerahkan hardcopy kerja/terlambat masuk kerjalterlambat masuk
surat izin kepada pengadministrasi umum pada kantoripulang awal kantor/ipulang awal
sub bagian Kepegawaian dan Umum
4. |Menerima Surat |zin dan Mengupload softcopy Surat izin tidak masuk 15 Menit Surat izin tidak masuk
surat izin ke aplikasi absensi online serta kerjalterlambat masuk kerja/teriambat masuk
mengarsipkan hardcopy surat izin Selesai kantor/pulang awal kantorfpulang awal




Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor SOF 26 Tahun 2024

anggal Pembuatan 14 Agustus 2020

anggal Revisi 23 Okfober 2024

anggal Efektit

isahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Tim \w
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Drs. Benhard Menoh, MT
BADAN KEUANGAN DAERAH Pembina Tingkat |
SEKRETARIAT NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja Karena Sakit

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

—_

. Pendidikan minimal SLTA

2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Menguasai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1 SOP Penanganan Surat Masuk
2 SOP Penerbitan SPP dan SPM Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)

2. ATK

1. Komputer/Laptop.

3. ._mq_:mms Internet.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Jika Permohonan izin tidak masuk kerja karena sakit tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh
pada status kehadiran ASN yang bersangkutan

Disimpan Sebagai arsip pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Pelaksana Mutu Baku
: ¥ Kegiat Keterangan
ASN
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |Membuat Konsep Surat |zin tidak masuk kerja Format surat izin tidak masuk 10 Menit Konsep surat izin tidak masuk  |Pengajuan surat
karena sakit sesuai format dan Mengirimkan kerja karena sakit kerja karena sakit izin tidak masuk
hardcopy surat izin ke Sub Bagian Kepegawaian kerja karena sakit
dan Umum serta softcopy surat izin melalui dilakukan pada hari
email/whatsapp pertama sakit
2. |Menerima Surat izin sakit dan mengupload Konsep surat izin tidak masuk 15Menit  |Suratizin tidak masuk kerja Jika izin sakit lebih
softcopy surat izin ke aplikasi absensi online serta kerja karena sakit karena sakit ISE2ITpe kT S0
mengarsipkan hardcopy surat izin dart &hartimana
wajib melampirkan
surat keterangan
dokter
3. [Mengarsipkan hardcopy surat izin sakit surat izin tidak masuk kerja 10 Menit  |Surat izin tidak masuk kerja | Jika izin sakit lebih

Selesai

karena sakit

karena sakit

dari 2 hari maka
wajib melampirkan
surat keterangan
dokter




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor sOP 27 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 23 Oktober 2024
anggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan olen PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, m
. Benhard Menoh, MT
embina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Revisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

1. Menguasai penggunaan komputer
2. Memahami alur penginputan aplikasi Sikinerja

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) 1. Komputer/Laptop.

2. Printer,

3. ATK,

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

>nmg._.m SOP Revisi Sasaran Kinerja Pegawai tidak dipatuhi maka akan berdampak pada keakuratan dan
keterlambatan penilaian kinerja ASN untuk periode berikutnya.

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcop y di Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum




Pelaksana Mutu Baku
: Kepala Sub Bagian
No. Tahap K tan te
5 it Kepegawaian & ASN Pejabat Penilai Kelengkapan Waktu Output i
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menginput konsep revisi SKP dan Konsep revisi SKP 10 Menit |Konsep revisi SKP
mengajukan kepada atasan melalui yang telah diajukan
aplikasi Si-Kinerja
2. |Memeriksa catatan revisi SKP yang Konsep revisi SKP | 30 Menit |Konsep revisi SKP
diajukan, jika disetujui pegawai dapat Tidak yang diajukan yang telah diperiksa
melakukan perubahan rencana hasil
kerja dan indikator, jika tidak dilakukan .
penolakan untuk diperbaiki. -
3. |Melakukan perubahan rencana hasil Konsep revisi SKP 15 Menit |Konsep revisi SKP
kerja dan indikator sesuai catatan, yang telah diperiksa yang telah dilakukan
kemudian mengajukan kembali ke - perubahan pada
Pejabat Penilai untuk dikoreksi rencana hasil kerja
dan indikator
4. |Mengoreksi Rencana Hasil Kerja yang Konsep revisi SKP | 30 Menit |Revisi SKP yang telah
diajukan, jika disetujui Pejabat Penilai Tidak \ yang telah dilakukan dikoreksi
melakukan acc melalui sistem, jika perubahan pada
tidak setuju dikembalikan untuk rencana hasil kerja
diperbaiki Ya dan indikator
5. |Mendapatkan dokumen SKP yang telah Revisi SKP yang 5 Menit |Revisi SKP (digital)

disetujui

Selesai

telah dikoreksi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

Nomor sOP 28 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisl 23 Oktober 2024
Tanggal Efektir
Disahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nysa Tenggara Timur, m
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Penanganan Surat Masuk pada Badan Keuangan Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2

-

. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Buku Agenda Surat Masuk
3. Telepon / Faximili.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut surat masuk.

1. Pada agenda surat masuk
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan i ; i
: A _umwumna_ﬂ_.mm_ Sekretaris Kepala Sub Pelsbat Kelengkapan Waktu Output fereinl
ersuratan KepalaBadan | Badan/Kepala |Bagian/KepalaSub Pelaksana
Bidang Bidang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |Menerima surat masuk, mengagendakan surat dalam Buku Agenda Surat 5Menit  |Surat Masuk dan lembar
buku agenda surat masuk, memasang lembar E masuk dan lembar Disposisi
disposisi dan meneruskan kepada Kepala Badan. disposisi
2. |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan Surat Masuk dan 10 Menit  |Surat Masuk dan
memberikan petunjuk kepada Sekretaris lembar Disposisi Disposisi
Badan/Kepala Bidang yang dituju untuk tindaklanjut. T
3. |Mendisposisi dan memberikan petunjuk kepada Surat Masuk dan 5Menit  [Surat Masuk dan
Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang untuk Disposisi Disposisi
ditindaklanjuti
4, |Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk Surat Masuk dan 5Menit  [Surat Masuk dan
menindaklanjuti Disposisi Disposisi
5. |Menindaklanjuti Surat Masuk dan Surat Masuk dan 1 jam Dokumen Tindaklanjut,
Mendokumentasikan Disposisi bukti dokumentasi

_ Selesai -




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Nomor sOF 29 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 22 Juni 2024
Tanggal Revisl 23 Oktober 2024
Tanggal Efektit
Disahkan oleh PTt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nysa Tenggara Timur,
Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Penerbitan Nota Dinas Penempatan Mahasiswa Penelitian/ Magang

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manaiemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025,
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

—_

. Pendidikan Minimal D4
2.
3

Memahami Tata Naskah Dinas

Menguasai Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan Surat Masuk
2. SOP penanganan Surat Keluar

1. Komputer/Laptop

2. Printer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penerbitan Nota Dinas Penempatan Mahasiswa Penelitian/Magang tidak dilaksanakan
sesuai prosedur maka akan menghambat kelancaran Penelitian/Magang Mahasiswa

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
ph Kepala Badan | Sekretaris Badan Kepala Sub Bagian Pengelola Kelengkapan Waktu Output g
Kepegawaian dan Umum Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Memerintah Sekretaris Badan untuk menyusun Disposisi nota dinas 10 Menit  |Disposisi nota dinas
konsep nota dinas penempatan mahasiswa E mahasiswa penelitian/ mahasiswa penelitian/
penelitian/magang ; magang magang
2. |Memerintah Kasubag menyusun konsep nota v Disposisi nota dinas 20 Menit Konsep nota dinas
dinas penempatan mahasiswa penelitian/magang mahasiswa penelitian/ penempatan mahasiswa
¥ magang penelitian/magang
3. |Memerintah Pengelola Kepegawaian menyusun 1 Konsep nota dinas 15 Menit  |Konsep nota dinas
konsep nota dinas penempatan mahasiswa “ mahasiswa penelitian/ penempatan mahasiswa
penelitian/magang ¥ magang penelitian/magang
4. |Memeriksa konsep nota dinas penempatan Tidak Konsep nota dinas 10 Menit  |Konsep nota dinas
mahasiswa penelitian/magang. Jika setuju i \\:/ penempatan mahasiswa penempatan mahasiswa
memaraf dan menyampaikan kepada Sekretaris < penelitian/magang penelitian/magang
Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk ﬁ
diperbaiki.
5. |Memeriksa konsep nota dinas penempatan Ya \ f Tidak Nota dinas penempatan 5 Menit Nota dinas penempatan
mahasiswa penelitian/magang. Jika setuju < mahasiswa mahasiswa
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala y penelitian/magang
Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk
diperbaiki.
6. |Memeriksa konsep nota dinas penempatan ) Tidak Konsep nota dinas 10 Menit  |Nota dinas penempatan
mahasiswa penelitian/magang.Jika setuju, ™ penempatan mahasiswa mahasiswa
menandatangani.Jika tidak setuju dikembalikan penelitian/magang penelitian/magang
untuk diperbaiki.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
i Kepala Badan | Sekretaris Badan Kepala Sub Bagian Pengelola Kelengkapan Waktu Output 9
Kepegawaian dan Umum Kepegawaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. |Menugaskan kepala sub bagian untuk G Nota dinas penempatan 5 Menit Nota dinas penempatan
menindaklanjuti nota dinas penempatan mahasiswa mahasiswa
mahasiswa penelitian/magang penelitian/magang penelitian/magang
8. |Memerintah pengelola kepegawaian untuk Nota dinas penempatan 10 Menit  [Nota dinas penempatan
menindaklanjuti nota dinas penempatan mahasiswa mahasiswa
mahasiswa penelitian/magan > enelitian/magan enelitian/magan
p Y ‘__ _ p gang p gang
9. |Menggandakan, Mendokumentasi dan 20 Menit  |Nota dinas penempatan

mendistribusi nota dinas penempatan mahasiswa
penelitian/magang kepada mahasiswa yang
ditempatkan.

) 4

Selesai _

mahasiswa
penelitian/magang dan
bukti dokumentasi




Nomor SOP .30 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan . 14 Agustus 2020
Tanggal Revisi . 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara jscnw
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT Drs. Benhard Menoh, MT
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum \ Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi 2010 - 2025 1. Pendidikan minimal SLTA;

5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 2. Menguasai Tata Naskah Dinas

" Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006
. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
" Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

5 pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan

1. SOP Penaganan Surat Masuk 1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. SOP Penaganan Surat Keluar 2. Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas tidak dilaksanakan akan berdampak penelusuran Dokumen / Naskah 1. Pada agenda Surat Masuk dan Surat Keluar

Dinas 2. Disimpan sebagai data manual.




PELAKSANA Mutu Baku
No. Kegiatan . Kepala .m:a Bagian Pengadministrasi Kelengkapan Waktu Output Ket
epegawaian dan Umum Umum

1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Memerintahkan Pengadministrasi Umum Dokumen / Naskah Dinas |10 Menit Dokumen / Naskah

untuk mempersiapkan Dokumen / E Dinas, Disposisi,

Naskah Dinas Petunjuk
2 |Mengecek Dokumen / Naskah Dinas dan | Dokumen / Naskah Dinas, |10 Menit Dokumen / Naskah

memberikan Kode pada Dokumen / _Ille_ Disposisi, Petunjuk Kode Arsip

Naskah Dinas sesuai jenis dan pokok

urusan
3 |Mencatat pada buku agendal file Arsip 4 Dokumen / Naskah Kode |10 Menit Dokumen / Naskah

_H_U Arsip Kode Arsip, agenda, file

4 |Menyimpn dokumen/naskah dinas pada Dokumen / Naskah Kode |10 Menit Dokumen / Naskah

tempat pengarsipan yang tersedia E Arsip, agenda, file Arsip. Kode Arsip, agenda, file

Arsip.




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nornor SOP 31 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif
Disahkan Qleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Pravinsi Nusa Tenggara Timu \.\

rs. Benhard Menoh, MT

Pembina Tingkat |

NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi 2010 - 2025

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawasan Pemerintah Di Lingkup Dapertemen Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pravinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkup Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal S1;
2. Pejabat Struktural pada Badan Keuangan Daerah ;
i kemampuan analikal yang baik;

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
4. SOP Penyusunan Laporan Bulanan

5. SOP Penyusunan Laporan Semesteran

6. SOP Penyusunan Laporan Tahunan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer/ Laptop

3. Printer

4. Proyekior

5. Kamera

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila standar operasional Prosadur Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tidak Dipatuhi Maka Akan

Berdampak Pada Proses Evaluasi

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




" PELAKSANA Mutu Baku
: Sekretaris Badan/ - E Persyaratan/
No. Kegiatan - Sekretaris Tim Anggota Tim yara Ket
Kepala Badan | Ketua Mﬁ_x,_mhm_cmaﬂ Evaluasi SAKIP Evaluasi SAKIP Kelengkapan Waktu Qutput
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Menelaah surat edaran Sekda, mendisposisi Kertas/lebaran disposisi 30 menit surat Disposisi Kepala |Terkait dengan SOP
dan Menugaskan Sekretaris Badan dalam E Badan Penerbitan ST tentang
menyiapkan Tim serta pelaksanaan Monitoring ' Tim Kerja
dan evaluasi
2 [Menugaskan Sekretaris Tim Evaluasi SAKIP | Surat Disposisi Kepala 7 Jam Surat Tugas Tim, PKP
untuk mengumpulkan data serta dokumen _ r._ Badan dan dokumen
pendukung yang dibutuhkan pendukung
3 [Menugaskan Anggota Tim Evaluasi SAKIP y Surat Tugas Tim, PKP dan |2 Jam PKP dan dokumen
untuk mengumpulkan data serta dokumen ﬂ dokumen pendukung pendukung
pendukung yang dibutuhkan |
4 |Menyiapkan materi fformat untuk pelaksanaan PKP dan dokumen 2 hari Materi/Format evaluasi
evaluasi dan Monitoring sesuai arahan pendukung dan KKA
Sekretaris Tim Evaluasi SAKIP
5 |Menyusun dan mereviu Manajemen Letter WIFnH_ Materi/Format Monev dan |7 Jam Draft/Konsep
—— KKA Manajemen Letter
6 |Memeriksa Manajemen Letter Tim, Jika setuju, < Draft/Konsep Manajemen 120 menit | Draft/Konsep
diserahkan kepada Sekretaris Badan/Ketua Tim Ya \\ Tidak Letter Manajemen Letter
Evaluasi SAKIP untuk di paraf dan jika tidak /
setuju dikembalikan untuk diperbaiki £
7 |Memeriksa Manajemen Letter Tim, Jika setuju, ] Draft/Konsep Manajemen {120 menit  |Draft/Konsep
diserahkan kepada Kepala Badan untuk di va \/ Tidak Letter Manajemen Letter
tandatangani dan jika tidak setuju dikembalikan / \ e
untuk diperbaiki F g
8 |Memeriksa Manajemen Letter Tim. Jika setuju ./ . Draft/Konsep Manajemen |60 menit Manajemen Letter
ditandatangani dan diserahkan kepada il Letter
sekretaris untuk ditindaklanjuti dan jika tidak e
setuju dikembalikan kepada Sekretaris Badan
untuk diperbaiki
9 |Mengarahkan Sekretaris tim untuk 8 J Manajemen Letter 10 Menit Manajemen Letter
mengkompilasi Data Evaluasi selanjutnya T
menyusun Nota Dinas Hasil Monitoring dan
Evaluasi
10 |Mengarahkan Anggota tim untuk mengkompilasi Manajemen Letter 10 Menit Manajemen Letter
Data Evaluasi selanjutnya menyusun Nota
Dinas Hasil Monitoring dan Evaluasi




PELAKSANA Mutu Baku
; Sekretaris Badan/ e . P tan/
No. Kegiatan i Sekretaris Tim Anggota Tim ersyaratan, Ket
Kepala Badan | Ketua Mp:r _mm.m_smmm Evaluasi SAKIP Evaluasi SAKIP Ktk i Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 |Mengkompilasi Data Evaluasi selanjutnya 00— Manajemen Letter 7 Jam Draft Nota Dinas Hasil
menyusun Nota Dinas Hasil Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi sslanjutnya diserahkan kepada _lu
Sekretaris Badan
12 |Memeriksa Nota Dinas Hasil Monitoring dan Y Draft Nota Dinas Hasil 120 menit | Draft Nota Dinas Hasil
Evaluasi. Jika Setuju, diparaf dan diserahkan Ya \ Tidak evaluasi evaluasi
kepada Sekretasris Badan untuk ditandatangani P
dan jika tidak setuju dikembalikan untuk L
diperbaiki
13 |Memeriksa Nota Dinas Hasil Monitoring dan \\:/ ) Draft Nota DInas Hasil 120 menit  |Draft Nota Dinas Hasil
Evaluasi. Jika Setuju, diparaf dan diserahkan Ya Tidak evaluasi evaluasi
kepada Kepala Badan untuk ditandatangani dan .,\
jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki
14 |Memeriksa Nota Dinas Hasil Monitoring dan 3 Draft Nota Dlnas Hasil 60 menit Nota Hasil Dinas
Evaluasi. Jika Setuju, ditandatangani dan Tidak evaluasi evaluasi
diserahkan kepada Sekretaris Tim untuk
dilaksanakan dan jika tidak setuju dikembalikan
kepada Sekretaris Badan untuk diperbaiki Ya
15 |Menyampaikan Nota Dinas Hasil Monev kepada A Nota Hasil Dinas evaluasi |30 menit Dokumen Nota Dinas
Pejabat Pelaksana untuk disampaikan kepada Hasil Evaluasi
Kepala Badan F
16 |Menyampaikan Nota Dinas Hasil Monev kepada Dokumen Nota Dinas Hasil {30 menit Dokumen Nota Dinas
Kepala Badan serta mendokumentasikan Selesai Evaluasi Hasil Evaluasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomeor SOP : 32 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan : 14 Agustus 2020

anggal Revisi : 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif

isahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daera

Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

4. peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

5 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal $1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan !

1. SOP Penerbitan Surat Tugas tentang Tim Kerja 1, ATK.
2. SOP penanganan surat keluar, 2. Komputer.
3. SOP penanganan surat masuk. 3. Surat Edaran Sekda
4, Printer.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, dan Semester tidak
dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
. Sekretaris :
No. Tahap Kegiatan Kete
2 it Kepala Badan Badan/ Ketua mowz””"_“ m >=mm”_”4_3 Kelengkapan Waktu Output nean
Tim Kerja ) 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan Sekretaris Badan membentuk tim kerja Agenda Kerja 15 Menit  |Agenda Kerja Terkait SOP
penyusunan laporan. E Penerbitan ST
tentang Tim Kerja
5 |Membentuk dan Menugaskan Sekretaris Tim Kerja untuk \ Agenda Kerja 15 Menit  |-Tim Kerja
mengumpulkan data dukung penyusunan laporan. _ r -Agenda Kerja
3. |Mengarahkan anggota tim untuk mengumpulkan data dukung -Tim Kerja 15 Menit  |Agenda Kerja
penyusunan laporan dan membuat konsep laporan. -Agenda Kerja
4, |Mengumpulkan data dukung yang digunakan untuk A Agenda Kerja 3 hari - Data dukung laporan
menyusun konsep laporan. ] - Konsep laporan
5 |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju memaraf dan v - Data dukung laporan 1 Jam Konsep laporan
menyerahkan kepada Sekretaris Badan/ Ketua Tim. Jika tidak va | AN Tidak - Konsep laporan
setuju mengembalikan kepada Anggota Tim untuk diperbaiki. Jz\w
6. |Memeriksa konsep laporan, Jika setuju memaraf dan \,f Konsep laporan 1 Jam Konsep laporan
menyerahkan kepada Kepala Badan. Jika tidak setuju Ya Tioek
mengembalikan kepada Sekretaris Tim untuk diperbaiki.
7 [Memeriksa konsep laporan. Jika setuju menandatangani dan ,ﬁ Konsep laporan 1 jam Laporan
menyerahkan kepada Sekretaris Badan untuk diperbanyak. Tidak
Jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris Badan
untuk diperbaiki, [l
8. [Menyerahkan Laporan untuk ditindaklanjuti. ﬂ Laporan 10 menit  |Laporan
9. |Menugaskan Anggota Tim Kerja untuk menggandakan, N Laporan 10 menit Laporan
mendistribusikan, dan mendokumentasikan Renstra
10. |Menggandakan, mendistribusikan, dan mendokumentasikan L.aporan 1 Jam Laporan Keuangan
Renstra. % Daerah dan bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH

SEKRETARIAT

Nomor SOP 33 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah
A Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Benhard Menoh, MT

Pembina Tingkat |

NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025.

2. peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023

1. ASN
2. Pendidikan minimal $1
3, Memahami Tata Naskah Dinas

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penerbitan Surat Tugas tentang Tim Kerja 1. ATK.

2. SOP penanganan surat keluar. 2. Komputer.

3. SOP penanganan surat masuk. 3. Surat Edaran Sekda

4. SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester. 4, Printer.

5. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

6. SOP Penyusunan Renstra.

7. SOP Laporan Tahunan.

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Penyusunan LKIP
tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan
waktu penyampaian LKIP dan kualitas data/informasi dalam

Data disimpan dalam bentuk Soficopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
Tim Kerja
e Tahag Regisian Kepala Badan Sekretarls .| Sekretaris Tim | Anggota Tim | Kelengkapan Waktu Output e didan
Badan/ Ketua Tim Keri Keri
Kerja erja erja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Menelaah surat edaran Sekda dan Surat Edaran 30 Menit  |Disposisi SE
Menugaskan Sekretaris/Ketua tim kerja Sekda : .
untuk melaksanakan penyusunan Terkait SOP _u_mzma_ﬁm:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ST tentang Tim Kerja
(LKIP)
2 Menugaskan Sekretaris Tim Kerja untuk Disposisi SE 30 Menit  |Disposisi SE, ST Tim
menyiapkan bahan penyusunan LKIP Kerja
3, Berkoordinasi bersama Anggota Tim N Disposisi SE, ST 1 Jam Disposisi SE, ST Tim
Kerja untuk mengumpulkan bahan Tim Kerja Kerja
penyusunan LKIP.
4, Mengumpulkan bahan penyusunan Disposisi SE, ST 10 hari Bahan Laporan, Konsep
LKIP dari masing - masing bidang serta Tim Kerja LKIP
menyusun konsep LKIP untuk
diserahkan kepada ketua tim.
5. |Mengadakan rapat bersama untuk \” Bahan Laporan, 4 Jam Hasil Pembahasan,
membahas konsep LKIP Badan 3 - Y A.IlID Konsep LKIP Konsep LKIP
Keuangan Daerah dan menugaskan I -
Sekretaris Tim Kerja untuk
menyempurnakan konsep LKIP sesuai
hasil rapat
6. Memperbaiki konsep LKIP sesuai hasil N Hasil 2 Hari Draf LKIP
rapat dan menyampaikan kepada Pembahasan,

Sekretaris Badan / Ketua Tim

Konsep LKIP




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 34 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Benhard Menoh, MT
” Pembina Tingkat |
NIP 19720512 193101 1 001

Judul SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana .

1. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah.

5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubsrnur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur,

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1, Pendidikan minimal S1.

Memahami penyusunan program dan anggaran.
Memahami Tata Naskah Dinas.

. Menguasi penggunaan komputer

NSRS

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penerbitan Surat Tugas tentang Tim Kerja
2. SOP penanganan surat keluar.

3, SOP penanganan surat masuk.

4. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

5. SOP Penyusunan Renstra

1. ATK.

2. Komputer.

3. Surat Edaran Sekda
4, Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada kualitas penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Data disimpan dalam bentuk Soffcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
Tim Kerja
No. Fahap Keglaian KepalaBadan  |Sekretaris Badan/| Sekretaris Tim | Anggota Tim Kelengkapan Waktu Output Ketarangan
Ketua Tim Kerja Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- T Ker
1 Menelaah surat edaran Sekda, mendisposisi dan Menugaskan Sekretaris g Sl Beppan Sekcn GOlMent  |Agenda Kaga Terkait SOP Penerbitan
Badan/ Ketua Tim untuk menyiapkan RKA. sy ST tentang Tim Kerja
R
2 [Menugaskan Sekretaris Tim untuk menyusun RKA dan Mendistrubusikan D Agenda Kerja 30 Menit  |agenda kerja dan Tim Kerja
SE penyusunan RKA Ke seluruh Bidang.
3 |Berkoordinasi bersama anggota tim kerja untuk mengumpulkan bahan Agenda kerja, tim kerja 30 Menit  |Agenda kerja, tim kerja
kelengkapan penyusunan RKA dari tiap - tiap bidang.
4 |Mengumpulkan bahan kelengkapan penyusunan RKA dari tiap bidang, _Ib\ Agenda kerja, tim kerja 1Minggu  |Konsep RKA
menyusun konsep dan menyampaikan ke Sekretaris Tim. 1 P _
5 |Memeriksa konsep RKA. Jika setuju, memaraf dan menyampaiakan kepada \,_‘/ Yidik Konsep RKA 3 Jam Konsep RKA
Sekretaris Badan/Ketua Tim. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk 2
diperbaiki. Ya <
6 |Memeriksa konsep RKA. Jika setuju, menugaskan Sekretaris tim untuk Tidak _ Konsep RKA 2 Jam Konsep RKA
melaksanakan asistensi konsep RKA. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk
diperbaiki. =
7 |Melaksanakan asistensi konsep RKA bersama bidang teknis dan . ¥ Konsep RKA 1 Hari Notulen, Berita Acara, dan
memerintahkan anggota tim untuk menyusun draft RKA. _ W“..|v_ _.N“v_\ _\l.lv_ _ Konsep RKA
S —_ e
8 |Menyusun draft RKA dan menyampaikan kepada Sekretaris tim. ]w.ﬂu Konsep RKA 3 Hari Draft RKA
o,
9 [Memeriksa draft RKA. Jika setuju, memaraf dan menyampaiakn kepada ) . Draft RKA 2 Jam Draft RKA
Sekretaris Badan/Ketua Tim. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk \\ Tida
diperbaiki. Ya \
10 |Memeriksa draft RKA. Jika setuju, memaraf dan menyampaikan kepada \ Draft RKA 1Jam Draft RKA
Kepala Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. \ f Tidak
w | X
11 |Memeriksa draft RKA. Jika setuju, Menandatangani dan menyampaikan z Draft RKA 1 Jam RKA
kepada Sekretaris Badan/Ketua Tim. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk f Tidak
diperbaiki. Ya
 e——
12 |Menyampaikan RKA kepada Sekretaris Tim. D.lll_ RKA 10 Menit  [RKA
13 |Menyampaikan RKA kepada Anggota Tim. _H RKA 10 Menit  [RKA
14 |Menggandakan, mendistrubusikan dan mendokumentasikan. RKA 1 Jam Dokumen RKA

| Selesai




Nomor SOP 35 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efekiif
Disahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daergh
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Drs. Benhard Menoh, MT
BADAN KEUANGAN DAERAH Pembina Tingkat |
SEKRETARIAT NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. | 1. Pendidikan minimal $1.
2. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan | 3. Memahami Tata Naskah Dinas.
Pemerintah Daerah. 4, Menguasi penggunaan komputer
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Surat Tugas tentang Tim Kerja 1. ATK.
2. SOP penanganan surat keluar. 2. Komputer.
3. SOP penanganan suraf masuk. 3. Surat Edaran Sekda
4, SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja). 4, Printer.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKPJ tidak dipatuhi maka akan berdampak pada Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .
ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas data/informasi dalam LKPJ yang tidak valid.




Pelaksana Mutu Baku
Tim Kerja
No. Tahap Kegiata Kete
. Ren b rgs Kepala Badan Sekretaris Kelengkapan Waktu Output il
; Badan/ Ketua Sekretaris Tim | Anggota Tim Kerja
Tim

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menelaah surat edaran Sekda dan Menugaskan Sekretaris Badan/ Ketua aﬁ Surat Edaran Sekda 15 Menit  |Disposisi SE Terkait SOP

tim kerja untuk melaksanakan penyusunan LKPJ. l Penerbitan ST tentang

Tim Kerja

2, |Menugaskan Sekretaris Tim Kerja untuk menylapkan bahan penyusunan Y Disposisi SE 15 Menit  |Disposisi SE, ST Tim

LKPJ. HIL Kerja
3. |Menugaskan Anggota Tim Kerja untuk mengumpulkan bahan penyusunan nnlJ Disposisi SE, ST Tim Kerja 15 Menit  |Disposisi SE, ST Tim

LKPJ. s Kerja
4, |Mengumpulkan bahan penyusunan LKPJ dari masing - masing bidang _L\ Disposisi SE, ST Tim Kerja 2 hari Bahan Laporan,

serta menyusun konsep LKPJ Badan Keuangan Daerah untuk diserahkan | Konsep LKPJ

kepada Sekretaris tim. =
5. |Memeriksa konsep LKPJ. Jika setujui, maka diparaf dan menyampaikan S Tidak Bahan Laporan, Konsep 2 Jam Draft LKPJ

kepada Sekretaris Badan. Jika tidak disetuju dikembalikan kepada el //\ LKPJ

Anggota Tim untuk diperbaiki. 4
6. |Memeriksa draft LKPJ, Jika setujui, maka diparaf dan menyampaikan " Draft LKPJ 1 Jam Draf LKPJ

kepada Kepala Badan. Jika tidak disetuju dikembalikan kepada Sekretaris &/ Tidak

Tim untuk diperbaiki, Ya /\\
7. |Memeriksa draf LKPJ. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan ) 4 ) Draf LKPJ 1 Jam Draf LKPJ

kepada Sekretaris Badan untuk diperbanyak. Jika tidak setuju N Tidak

mengembalikan kepada Sekretaris Badan untuk diperbaiki. Ya
8. |menyerahkan LKPJ untuk ditindaklanjuti. Draf LKPJ 10 menit  |LKPJ
9. |Menugaskan Anggota Tim Kerja untuk menggandakan, mendistribusikan, \ LKPJ 10 menit  |LKPJ

dan mendokumentasikan LKPJ,

Pt
10. [Menggandakan, mendistribusikan, dan mendokumentasikan LKPJ. LKPJ 1Jam LKPJ dan bukti
Ew_. dokumentasi




Nomor SOP 36 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efekti
Disahkan oleh Pit. Kepala Badan Keuangan Daeral
Provinsi Nyga Tenggara Timur,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Drs. Benhard Menoh, MT
BADAN KEUANGAN DAERAH Pembina Tingkat |
SEKRETARIAT NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 1. Pendidikan minimal S1.
Nasional, . Memahami sistematika penyusunan laporan.

2. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur,

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

2
3. Memahami Tata Naskah Dinas.
4. Menguasi penggunaan komputer

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penerbitan Surat Tugas tentang Tim Kerja 1. ATK.

2. SOP penanganan surat keluar. 2. Komputer.

3. SOP penanganan surat masuk. 3. Surat Edaran Sekda

4, SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah. 4. Printer.

5. SOP Penyusunan Renstra.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

%mcmw Standar Operasional Prosedur penyusunan LPPD tidak dipatuhi maka akan berdampak
pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas data/informasi dalam LPPD yang
tidak valid.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
Tim Kerja
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Kepala Badan mnm“__.ﬁﬂuﬂm Sekretaris Tim | Anggota Tim Kelengkapan Waktu Output 9
Tim Kerja Kerja Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menelaah surat edaran Sekda dan Menugaskan Sekretaris Badan/ Ketua Surat Edaran Sekda 15 Menit Disposisi SE j i

fim kerja untuk melaksanakan penyusunan LPPD. E Terkait SOP Penerbitan

ST tentang Tim Kerja

2. |Menugaskan Sekretaris Tim Kerja untuk menyiapkan bahan penyusunan N\ Disposisi SE 15 Menit  |Disposisi SE, ST Tim

LPPD. Kerja
3. |Berkoordinasi bersama Anggota Tim Kerja untuk mengumpulkan bahan Disposisi SE, ST Tim Kerja 15 Menit  |Disposisi SE, ST Tim

penyusunan LPPD Badan Keuangan Daerah. Kerja
4. [Mengumpulkan bahan penyusunan LPPD dari masing - masing bidang ﬁ|L Disposisi SE, ST Tim Kerja 2 hari Bahan Laporan,

serta menyusun konsep LPPD untuk diserahkan kepada Sekretaris tim, l Konsep LPPD
5. |Memeriksa konsep LPPD. Jika setujui, maka diparaf dan menyampaikan - A Tidak Bahan Laporan, Konsep 2 Jam Draft LPPD

kepada Sekretaris Badan. Jika tidak disetuju dikembalikan kepada ey Jn\ LPPD

Anggota Tim untuk diperbaiki.
6. |Memeriksa draft LPPD, Jika setujui, maka diparaf dan menyampaikan ,f Draft LPPD 1 Jam Draft LPPD

kepada Kepala Badan, Jika tidak disetuju dikembalian kepada Sekretaris < Tidak

Tim untuk diperbaiki. Ya d
7. |Memeriksa draf LPPD. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan ¥ Draft LPPD 1 Jam Draft LPPD

kepada Sekretaris Badan untuk diperbanyak. Jika tidak setuju S Tidak

mengembalikan kepada Sekretaris Badan untuk diperbaiki.

Ya

8. |menyerahkan LPPD untuk ditindaklanjuti. Draft LPPD 10 menit  [LPPD
9. [Menugaskan Anggota Tim Kerja untuk menggandakan, mendistribusikan, \ LPPD 10 menit  |LPPD

dan mendokumentasikan LPPD.
10. |Menggandakan, mendistribusikan, dan mendokumentasikan LPPD. Y LPPD 1 Jam LPPD dan bukti

E dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 37 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

WH@W_ Efektif
isahkan oleh

Pit. Kepala Badan Keuangan Daera
Provinsi Tenggara Timur,

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang (UU) Nemar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal 51.

2. Memahami penyusunan program dan anggaran.
3. Memahami Tata Naskah Dinas.

4, Menguasi penggunaan komputer .

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penerbitan Surat Tugas tentang Tim Kerja 1. ATK.

2. SOP penanganan surat keluar. 2. Komputer,

3. SOP penanganan surat masuk. 3. Surat Edaran Sekda

4. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 4, Printer.

5. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

6. SOP Penyusunan Renstra
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada kualitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Keuangan Daerah

Data disimpan dalam bentuk Scftcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
Tim Kerja
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Kepala Badan  |geyretaris Badan/| Sekretaris Tim | Anggota Tim Kelengkapan Waktu Output
Ketua Tim Kerja Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menelaah surat edaran Sekda, mendisposisi dan Menugaskan Sekretaris a Surat Edaran Sekda 30 Menit Agenda Kerja SOP Penerbitan SK
Badan/ Ketua Tim untuk menyiapkan RKA Perubahan. : tentang Tim Kerja
2 |Menugaskan Sekretaris Tim untuk menyusun RKA Perubahan dan Agenda Kerja 30 Menit agenda kerja dan Tim Kerja
Mendistrubusikan SE penyusunan RKA Perubahan Ke seluruh Bidang.
3 |Berkoordinasi bersama anggota tim kerja untuk mengumpulkan bahan HPJ Agenda kerja, tim kerja 30 Menit Agenda kerja, tim kerja
kelengkapan penyusunan RKA Perubahan dari tiap - tiap bidang. —
4 |Mengumpulkan bahan kelengkapan penyusunan RKA Perubahan dari tiap " Agenda kerja, tim kerja 1 Minggu Konsep RKA Perubahan
bidang, menyusun konsep dan menyampaikan ke Sekretaris Tim. f
5 |Memeriksa konsep RKA Perubahan . Jika setuju, memaraf dan |\\,. — Konsep RKA Perubahan 3 Jam Konsep RKA Perubahan
menyampaiakan kepada Sekretaris Badan/Ketua Tim. Jika tidak setuju, 2
dikembalikan untuk diperbaiki. Ya /\
6 |Memeriksa konsep RKA Perubahan . Jika sefuju, menugaskan Sekretaris Tidak _ Konsep RKA Perubahan 2 Jam Konsep RKA Perubahan
tim untuk melaksanakan asistensi konsep RKA Perubahan . Jika tidak
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. J
7 |Melaksanakan asistensi konsep RKA Perubahan bersama bidang teknis . Konsep RKA Perubahan 1 Hari Notulen, Berita Acara, dan
dan memerintahkan anggota tim untuk menyusun draft RKA Perubahan. _ _M”I _ _.Alllu ﬁ.l'v_ _ Konsep RKA Perubahan
.  csci s
8 [Menyusun draft RKA Perubahan dan menyampaikan kepada Sekretaris Konsep RKA Perubahan 3 Hari Draft RKA Perubahan
tim.
9 |Memeriksa draft RKA Perubahan . Jika setuju, memaraf dan menyampaiakn Y ek Draft RKA Perubahan 2 Jam Draft RKA Perubahan
kepada Sekretaris Badan/Ketua Tim. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk \ M, e
diperbaiki, Ya /\
10 |Memeriksa draft RKA Perubahan . Jika setuju, memaraf dan menyampaikan \ Draft RKA Perubahan 1 Jam Draft RKA Perubahan
kepada Kepala Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. \ / Tidak
Ya /.\
11 |Memeriksa draft RKA Perubahan . Jika setuju, Menandatangani dan \ Draft RKA Perubahan 1 Jam RKA Perubahan
menyampaikan kepada Sekretaris Badan/Ketua Tim. Jika tidak setuju, / Tidak
dikembalikan untuk diperbaiki. Ya
12 |Menyampaikan RKA Perubahan kepada Sekretaris Tim. [II..'UI._| RKA Perubahan 10 Menit RKA Perubahan
T |
13 |Menyampaikan RKA Perubahan kepada Anggota Tim. H RKA Perubahan 10 Menit RKA Perubahan
14 |Menggandakan, mendistrubusikan dan mendokumentasikan. RKA Perubahan 1 Jam Dokumen RKA Perubahan




Nomor SOP 38 Tahun 2024

anggal Pembuatan 14 Agustus 2020

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh PTt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timu \A

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Drs, Benhard Menoh, MT

BADAN KEUANGAN DAERAH Pembina Tingkat |
SEKRETARIAT NIP 19720512 189101 1 001
Judul SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang {(UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 1. Pendidikan minimal S1.

Nasional. 2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan 3, Memahami Tata Naskah Dinas.

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 4. Menguasi penggunaan komputer

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 -2025.

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penerbitan Surat Tugas tentang Tim Kerja. 1. ATK.

2. SOP penanganan surat keluar. 2. Komputer.

3. SOP penanganan surat masuk. 3. Surat Edaran Sekda

4. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). 4, Printer.

5. SOP Penanganan Nota Dinas.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Renja tidak sesuai dengan prosedur, maka akan berdampak pada kualitas Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Herdcopy .
penyusunan RKA dan DPA.




Pelaksana Mutu Baku
Tim Kerja
No, Tahap Kegiatan Keterangan
Kepala Badan | gekretaris Badan/| Sekretaris Tim |Anggota Tim Kelengkapan Waktu Output
Ketua Tim Kerja Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menelaah surat edaran Sekda dan Menugaskan Sekretaris Surat Edaran Sekda 15 Menit |Surat Edaran Sekda, | Terkait SOP
Badan/ Ketua Tim untuk melaksanakan penyusunan Renja. E Disposisi Penerbitan ST tentang
1 Tim Kerja
2. |Menelaah Surat Edaran Sekda dan disposisi Kepala Badan, PJ Surat Edaran Sekda, 20 Menit |Surat Edaran Sekda,
selanjutnya Menugaskan Sekretaris Tim untuk mengkoordinir Disposisi Disposisi, dan Petunjuk
penyusunan Renja .
3. |Berkoordinasi bersama Anggota Tim Penyusun untuk Surat Edaran Sekda, 30 Menit |Surat Edaran Sekda,
mengumpulkan bahan dan mengelola data penyusunan Renja. Disposisi, dan Petunjuk Disposisi, dan Petunjuk
4. [Mengumpulkan bahan dan data penyusunan Renja dari masing - Surat Edaran Sekda, 1 Minggu |Bahan penyusunan
masing bidang serta menyusun konsep Renja untuk diserahkan ﬂ..L Disposisi, dan Petunjuk Renja, Konsep Renja
kepada Sekretaris Tim Penyusun.
5. |Menyampaikan konsep Renja kepada Ketua Tim. Bahan penyusunan 1Jam |Bahan penyusunan
Renja, Konsep Renja Renja, Konsep Renja
6. |Mengadakan rapat bersama untuk membahas konsep Renja dan . S . Bahan penyusunan 3Jam |Konsep Renja, Notulen
menugaskan Sekretaris Tim Kerja untuk menyempurnakan _ TI:N_ le = P L Renja, Konsep Renja Rapat
sesuai hasil rapat. 1
7. |Memperbaiki konsep Renja sesuai hasil rapat dan \ Konsep Renja , Notulen 3Hari |Konsep Renja,
menyampaikan kepada Sekretaris Badan f Rapat
8. |Memeriksa draft Renja. Jika setujui, maka diparaf dan Konsep Renja, 2Jam  |Draft Renja
menyampaikan kepada Kepala Badan. Jika tidak disetuju b 4 Tidal
dikembalikan kepada Sekretaris Tim untuk diperbaiki. _|I4mln|||AVI|
9. |Memeriksa draf Renja. Jika setuju menandatangani dan Tidak ‘_, Draft Renja 2Jam |Renja
menyerahkan kepada Sekretaris Badan untuk diperbanyak. Jika
tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris Badan untuk Va
diperbaiki. &




Pelaksana Mutu Baku
Tim Kerja
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Kepala Badan | gekretaris Badan/| Sekretaris Tim [Anggota Tim Kelengkapan Waktu Output
Ketua Tim Kerja Kerja

1 2 3 4 § 6 7 8 9 10
10. |menyerahkan Renja untuk ditindaklanjuti. Renja 10 menit |Renja
11. |Menugaskan Anggota Tim Kerja untuk menggandakan, k4 Renja 15 Menit |Renja

mendistribusikan, dan mendokumentasikan Renja.
12. |Menggandakan, mendistribusikan, dan mendokumentasikan Renja 1 jam |Renja dan bukfi

Renja. E dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 39 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Plt. Kepala Badan Keuangan Daer
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 1. Pendidikan minimal 1.
Nasional. 2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan 3. Memahami Tata Naskah Dinas.
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 4, Menguasi penggunaan komputer
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
4, Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 -2025,
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomeor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Surat Tugas tentang Tim Kerja 1. ATK.
2. SOP penanganan surat keluar. 2. Komputer.
3. SOP penanganan surat masuk. 3. Surat Edaran Sekda
4, SOP Penanganan Nota Dinas 4, Printer.
5. SOP Penyusunan Renja
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Renstra Terlambar disusun dan disampaikan kepada Gubernur akan berdampak pada kualitas
penyusunan RENJA, RKA/DPA dan dokumen perencanaan lainnya.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
Tim Kerja
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Kepala Badan | gekretaris Badan/| Sekretaris Tim | Anggota Tim Kelengkapan Waktu Output
Ketua Tim Penyusun Penyusun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. IMenelaah surat edaran Sekda dan Menugaskan Sekretarls Surat Edaran Sekda 15 Menit | Surat Edaran Sekda, .
Badan/Ketua Tim untuk melaksanakan penyusunan Renstra E Disposisi Terkait SOP Penerbitan

ST tentang Tim Kerja

2 |Menelaah Surat Edaran Sekda dan disposisi Kepala Badan, selanjutnya Surat Edaran Sekda, 20 Menit  |Surat Edaran Sekda,
Menugaskan Sekretaris Tim untuk mengkoordinir penyusunan Renstra. _ __ Disposiei Disposisi, dan Petunjuk

3. | Berkoordinasi bersama Anggota Tim Penyusun untuk mengumpulkan _ ] Surat Edaran Sekda, 30 Menit  |Surat Edaran Sekda,
bahan dan mengelola data penyusunan Renstra —_— Disposisi, dan Petunjuk Disposisi, dan Petunjuk

4. |Mengumpulkan bahan dan data penyusunan Renstra dari masing - " Surat Edaran Sekda, 1 Minggu  |Bahan penyusunan
masing bidang serta menyusun konsep Renstra untuk diserahkan ~LU Disposisi, dan Petunjuk Renstra, Konsep Renstra
kepada Sekretaris Tim Penyusun.

5. |Menyampaikan konsep Renstra kepada Ketua Tim. —|L Bahan penyusunan 1 Jam Bahan penyusunan

Renstra, Konsep Renstra, Konsep Renstra
Renstra

6. |Mengadakan rapat bersama untuk membahas konsep Renstra dan . i - Bahan penyusunan 3 Jam Konsep Renstra, Notulen
menugaskan Sekretaris Tim Kerja untuk menyempurnakan sesuai _ le - o e Renstra, Konsep Rapat
hasil rapat. .. i Renstra

_|||I|||._

7. [Memperbaiki konsep Renstra sesuai hasil rapat dan menyampaikan L7 Konsep Renstra, 3 Hari Konsep Renatra,
kepada Sekretaris Badan Notulen Rapat

8. |Memeriksa draft Renstra. Jika setujui, maka diparaf dan menyampaikan Tidak _ Konsep Renstra, 2 Jam Draft Renstra
kepada Kepala Badan, Jika tidak disetuju dikembalikan kepada Ya
Sekretaris Tim untuk diperbaiki, \

9. |Memeriksa draf Renstra. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan Tidak Draft Renstra 2 Jam Renstra
kepada Sekretaris Badan untuk diperbanyak. Jika tidak setuju
mengembalikan kepada Sekretaris Badan untuk diperbaik.

Ya




Pelaksana Mutu Baku
Tim Kerja
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Kepala Badan | sekretaris Badan/| Sekretaris Tim | Anggota Tim Kelengkapan Waktu Output
Ketua Tim Penyusun Penyusun

1 2 3 4 5 6 I 8 9 10
10. |menyerahkan Renstra untuk ditindaklanjuti. (T Renstra 10 menit  |Renstra

Menugaskan Anggota Tim Kerja untuk menggandakan, . Renstra 15 Menit  [Renstra
1. | mendistribusikan, dan mendokumentasikan Renstra
12. [Menggandakan, mendistribusikan, dan mendokumentasikan Renstra. Renstra 1 jam Renstra Keuangan Daerah

Selesai

dan bukti dokumentasi




Nomor SOP 40 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur, \

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Drs. Benhard Menoh, MT

BADAN KEUANGAN DAERAH Pembina Tingkat |
SEKRETARIAT NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. | 1. Pendidikan minimal S1.
2. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
Pemerintah. 3. Memahami Tata Naskah Dinas.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 4. ASN
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Surat Tugas tentang Tim Kerja 1. ATK.
2. SOP penanganan surat keluar. 2. Komputer.
3. SOP penanganan surat masuk. 3. Surat Edaran Sekda
4. SOP Penyusunan LKIP. 4. Printer.
5. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja).
6. SOP Penyusunan RKT,
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila Penyusunan Perjanjian Kinerja yang tidak sesuai prosedur akan mempengaruhi kualitas Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .

dokumen Perjanjian Kinerja.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan K
g h el Kepala Badan | Sekretaris Badan >=u_m””_mm._._3 Kelengkapan Waktu Output it o
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menugaskan Sekretaris Badan membentuk tim kerja penyusunan Agenda Kerja 10 Menit |Disposisi Terkait SOP Penerbitan
Perjanjian Kinerja ST tentang Tim Kerja
2. |Membentuk dan Menugaskan Tim Kerja untuk menyusun Perjanjian _H Disposisi 30 Menit |Disposisi, ST Tim Kerja
Kinerja. :
3. |Mengumpulkan dan Menganalisa data perjanjian kinerja sesuai indikator Disposisi, ST Tim 5Hari |Konsep Perjanjian Kinerja
kinerja serta menyusun konsep perjanjian kinerja. Kerja
4. |Rapat bersama untuk membahas Konsep Perjanjian Kinerja. Konsep Perjanjian 2 Jam |Konsep Perjanjian Kinerja
_||_|..I_\|||& : Kinerja
[
5. [Menyempurnakan data dan informasi indikator kinerja sesuai hasil rapat Konsep Perjanjian 1 Hari |Draft Perjanjian Kinerja
dan menyampaikan kepada sekretaris badan. Kinerja Badan
6. |Memeriksa draft Perjanjian Kinerja. Jika setuju memaraf dan \ Draft Perjanjian Kinerja| 60 Menit |Draft Perjanjian Kinerja
menyampaikan kepada Kepala Badan untuk di tandatangani, jika tidak Tidak Badan Badan
disetuju dikembalikan kepada anggota tim untuk diperbaiki. Ya >
7. |Memeriksa draft Perjanjian Kinerja. Jika setuju menandatangani dan Tidak i Draft Perjanjian Kinerja| 60 Menit |Perjanjian Kinerja Badan
menyerahkan kepada Sekretaris Badan. Jika tidak setuju . Badan
mengembalikan Sekretaris Badan untuk diperbaiki. Ya
8. |Menyerahkan Perjanjian Kinerja untuk ditindaklanjuti. Perjanjian Kinerja 10 menit |Perjanjian Kinerja Badan
Badan
9. |Menyampaikan Perjanjian Kinerja kepada Gubernur Cq. Kepala Biro _ % Perjanjian Kinerja 1 jam |Perjanjian Kinerja Badan

Organisasi Setda dan mendokumentasikan.

Badan

Keuangan Daerah dan
bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP

41 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan

12 Mei 2023

Tanggal Revisi

23 Oktober 2024

Tanggal Efekiif

Disahkan oleh

PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah
J Provinsi Nusa Tenggara Timug; \

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan

5. Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Provinsi NTT

1. Pendidikan minimal Sarjana
2. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan, dan Pengelolaan Informasi
3. Memahami dan menguasi teknologi informasi

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Pengujian Tentang Konsekuensi 2. Komputer.
3. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik 3. Internet
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan 4. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka berdampak pada pendokumentasian  informasi
publik yang dikecualikan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .

Pendokumentasian Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan




Pelaksana Mutu Baku
: Tahap Kegiatan Keterangan
o ik Ketua PPID Sekretaris PPID |Bidang - Bidang Kelengkapan Waktu Output ¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Memerintahkan Sekretaris PPID untuk mengumpulkan Agenda Kerja 10 Menit Agenda Kerja

informasi publik yang dikecualikan yang sudah ditetapkan.
2 [Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan pada hidang Y Agenda Kerja 2 Hari Agenda Kerja

yang bertanggungjawab.
3 |[Memberikan soficopy informasi publik yang dikecualikan, jika v Agenda Kerja Tentatif | Softcopy

informasi yang diminta sudah sampai pada batas waktu i g dokumen

pengecualian. Jika tidak maka meminta sekretaris PPID untuk L Tidak. informasi publik

menunggu sampai pada batas waktu yang ditentukan. yang dikecualikan
4 |Menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam . Ya Softcopy dokumen 15 Menit! Soft file

bentuk softcopy dalam stroge internal PPID Selesai informasi publik yang

dikecualikan




Nomor SOP 42 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 12 Mel 2023

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efekiif

Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN KEUANGAN DAERAH Drs. Benhard Menoh, MT
SEKRETARIAT p Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Pendokumentasian Informasi Publik
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 1. Pendidikan minimal Sarjana
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan, dan Pengelolaan Informasi

3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang| 3. Memahami dan menguasi teknologi informasi
Keterbukaan Informasi Publik.

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik

5. Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Provinsi NTT

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Pengujian Tentang Konsekuensi 2. Komputer.
3. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik 3. Internet
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan 4 Printer.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka berdampak pada pendokumentasian informasi | Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .
publikN yang dikecualikan.




Pelaksana Mutu Baku
i Talap G sginian PPID Pengelola Bidang - Bidang Kelengkapan Waktu Output ol
q ; - : Form D u* m_._Gﬂ F _un_w Publik :
1 |Meminta informasi publik kepada unit kerja. orm Daftar Informasi ari orm Daftar Informasi Publi
2 |Menerima permohonan informasi v Form Daftar Informasi 5 Menit' Softcopy Informasi Publik
Publik
3 |Menerima dan menyimpan softcopy informasi publik Softcopy Informasi 1 Hari Soft file Informasi Publik

dalam storage intemal PPID

Selesai

Publik




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 43 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 12 Mei 2023
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

@4

Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang

Judul SOP Dikecualikan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1. Pendidikan minimal Sarjana

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2, Memahami Pendokumentasian, Kearsipan, dan Pengelolaan Informasi
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 3. Memahami dan menguasi teknologi informasi
Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi
NTT
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1, ATK
2, SOP Pengujian Tentang Konsekuensi 2. Komputer.
3, SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik 3. Internet
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan 4 Printer.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka berdampak pada pelayanan permohonan informasi publik.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Ketera
i PPID Pengelola PPID Utama Kelengkapan Waktu Output .
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. Ceklis data dan 1Hari  |Draf daftar Informasi
Untuk membantu dapat dilakukan uji konsekuensi oleh tim informasi yang yang akan dikecualikan
pertimbangan pelayanan dikecualikan
2 |Mengoreksi lalu jika dokumen sudah selesai maka PPID Y Draf daftar Informasi 1Hari  |Daftar Informasi Publik
mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi yang Tinak y yang akan dikecualikan yang akan dikecualikan
dikecualikan Ya
3 |Mendokumentasikan Informasi yang dikecualikan sebagai Daftar Informasi Publik 1Jam  |Daftar Informasi Publik
pedoman untuk tidak diinformasikan ke publik yang akan dikecualikan yang akan dikecualikan




Nomor SOP 44 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 12 Mei 2023

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Dagrah

J Provinsi Nusa Tenggara Timug,

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN KEUANGAN DAERAH Drs. Benhard Menoh, MT
SEKRETARIAT Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Pengujian Tentang Konsekuensi
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 1. Pendidikan minimal Sarjana

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan, dan Pengelolaan Informasi
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang 3. Memahami dan menguasi teknologi informasi

Keterbukaan Informasi Publik.
4, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan
5. Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Provinsi NTT

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik 2. Komputer.
3. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan 3. Internet
4. SOP Pengujian Tentang Permohonan Informasi Publik 4. Printer.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak pada ketepatan dan kekurangan |Disimpan dalam bentuk Soficopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
: Sekretaris PPID
No. Tahap Kegiatan Keterangan
i Penanggung JawWab | yoqy ppID Pengelola |  Pengelola&Tim | Bidang - Bidang Kelengkapan Waktu Output ’
PPID Pengelola :
Pertimbangan Pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Memerintahkan Ketua PPID Pengelola untuk melakukan uji Agenda Kerja 10 Menit Agenda Kerja

konsekuensi E
2 |Memerintahkan Sekretaris PPID Pengelola untuk melakukan L Agenda Kerja 20 Menit Disposisi

koordinasi dengan bidang yang menguasai dan mengelola l_\

informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi

Publik
3 |Melakukan koordinasi dengan bidang yang menguasai dan v Disposis 2 Hari Ceklis data dan

mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian informasi publik

Informasi Publik
4 |Memberikan draf daftar informasi publik yang dikeculiakan v 1 Hari Draf daftar informasi

Ceklis data dan informasi publik yang
publik dikecualikan

5 |Melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik dan membuat Draf daftar informasi publik |1 Hari usulan hasil uji

pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian yang dikecualikan konsekuensi

sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan

serta konsekuensi yang terjadi jika informasi dikeluarkan dengan ﬁ

mendasarkan pada Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 \

tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Undang-undang

lainnya .

A

6 |Memeriksa dan memaraf hasil uji konsekuensi publik. jika draf X usulan hasil uji konsekuensi 30 Menit usulan hasil uji

yang dberkan disetujui, jika tidak maka daftar \ / TIDAK konsekuensi

informasi/dokumen yang dikecualikan serta hasil uji konsekuensi
dikembalikan pada tim pertimbangan pelayanan




Pelaksana Mutu Baku
. Sekretaris PPID
No. Tahap Kegiatan Ketera
i i vmh_w_..%wﬁao.__”ﬂ% Ketua PPID Pengelola |  Pengelola&Tim | Bidang - Bidang Kelengkapan Waktu Output T
g Pertimbangan Pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 |Memeriksa hasil uji konsekuensi publik. Jika hasil disetujui . TIDAK usulan hasil uji konsekuensi 1 Jam hasil uji konsekuensi

maka menandatangani. Jika tidak setuju dikembalikan kepada

ketua untuk diperbaiki.
8 |Menyerahkan hasil uji konsekuensi kepada Sekretaris PPID b hasil uji konsekuensi 1 Jam hasil uji konsekuensi

Pengelola untuk didokumentasikan

|

9 |Mendokumentasikan hasil uji konsekuensi publik. hasil uji konsekuensi 15 Menit hasil uji konsekuensi

Selesai




Dasar Hukum

Nomor SOP 45 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 12 Mei 2023
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan cmm_.m:k
A Provinsi Nusa Tenggara Timur,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH Drs. Benhard Menoh, MT
SEKRETARIAT Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infermasi Publik.

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

1. Pendidikan minimal Sarjana
2. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan, dan Pengelolaan Informasi
3. Memahami dan menguasi teknologi informasi

Peringatan

3.
Informasi Publik.
4, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
5, Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi
NTT
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1, ATK.
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer.
3. SOP Pengujian Tentang Konsekuensi 3. Internet
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan 4. Printer.

Pencatatan dan pendataan :

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka akan berdampak pada pelayanan permohonan informasi publik.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Penanggung Jawab Ketua PPID Sekretaris PPID | . Keterangan
PPID Pengelola Pengelola Pangsiols: | Diiang-Bidang) . Kelengkapan Kraki PRt
) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Memerintahkan Ketua PPID Pengelola untuk E : : ;
melakukan pemuktahiran daftar informasi publik Agenda Kerja et Agedy nae
2 |Menugaskan Sekretaris PPID Pengelola untuk v
melakakan koordinasi dan konsolidasi dengan bidang . ’ ; L
- bidang berdasarkan Tupoksi dalam FRnAa Hetje S aenit Dispoes
rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi
3 |Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan bidang v 1 Hari Ceklis data dan
- bidang berdasarkan Tupoksi dalam Disposisi informasi yang akan
rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi dikumpulkan
4 |Memberikan Daftar informasi yang telah diverifikasi v Ceklis data dan 1 Hari Daftar Informasi yang
oleh Kasubag yang bertanggungjawab. r == |informasi yang akan telah diverifikasi
_ _ dikumpulkan kebenarannya oleh
. Kasubag/Kasubid yang
bersangkutan
5 |Mengklasifikasikan seluruh informasi yang telah v Daftar Informasi yang 1 Hari Draf Daftar Informasi
dikumpulkan  dan  mengidentifikasinya, serta telah diverifikasi Publik
memberikannya pada Ketua PPID Pengelola kebenarannya oleh
e — Kasubag/Kasubid yang
\—, bersangkutan
6 |Memeriksa dan memaraf draf daftar informasi publik. y Draf Daftar Informasi 1 Jam Draf Daftar Informasi
jika draf yang diberikan disetujui, jika tidak maka draf \ Publik Publik
daftar informasi publik dikembalikan pada Sekretaris /
PPID Pengelola Y .
7 |Memeriksa draf daftar informasi publik. Jika setuju Draf Daftar Informasi 1 Jam Daftar Informasi Publik
menandatangani Daftar Informasi Publik (DIP) Secara TIDAK Publik Disposisi
Resmi dan memerintahkan Ketua untuk
mengumumkan DIP tersebut kepada masyarakat.
Jika tidak setuju mengembalikan kepada Ketua untuk YA
diperbaiki . _
8 |Menyerahkan DIP kepada Sekretaris PPID Pengelola " Daftar Informasi Publik 20 Menit Daftar Informasi Publik
untuk didokumentasikan Disposisi Disposisi
9 |Mendokumentasikan dan mengunggah Daftar _.l.ll.l. Daftar Informasi Publik 15 Menit Daftar Informasi Publik,
Informasi Publik ke Website Resmi Pemerintah Disposisi Bukti Dokumentasi
Daerah maupun sarana informasi lainnya. E




Nomor SOP 46 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 12 Mei 2023
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
J Provinsi Nusa Tenggara Timur, \a
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH Drs. Benhard Menoh, MT
SEKRETARIAT Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 1. Pendidikan minimal Sarjana
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan, dan Pengelolaan Informasi
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang 3. Memahami dan menguasi teknologi informasi
Keterbukaan Informasi Publik.
4, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi
Publik
5. Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Provinsi NTT
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Permohonan Informasi Publik 2. Komputer.
3. SOP Pengelolan Keberatan atas Informasi Publik 3. Internet
4. Printer.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

Disimpan dalam bentuk Soffcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
i atan
i Thap fayl Pemohon .A_M“MMM"W ﬂv_"_.WC_““Hnmm_“_mmz Komisi Informasi Kelengkapan Waktu Output el
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Mengajukan keberatan secara tertulis Formulir/surat keberatan atas |Pada hari dan jam kerja, Surat Keberatan atas
kepada Atasan PPID dalam waktu 10 informasi, maksimal 10 (sepuluh) hari Informasi
(sepuluh) hari kerja, sejak permohonan kerja, sejak permohonan
informasi teregistrasi. informasi teregistrasi
2 |Menetapkan Tim fasilitasi sengketa Surat Keberatan atas 1 Hari Tim fasilitas sengketa
informasi  yang  beranggotakan  PPID Informasi informasi dan
Utama, PPID Pengelola terkait, pejabat Tanggapan tertulis dari
yang menangani bidang hukum,pejabat atasan PPID perihal
fungsional, serta JFU yang sesuai dengan informasi yang
kebutuhan disengketakan
untuk mengupayakan penyelesaian
sengketa informasi, yang dibentuk oleh
PPID Utama
3 |Mendiskusikan penanganan sengketa & Tim fasilitas sengketa Diajukan dalam waktu paling  |Laporan Proses
informasi informasi dan Tanggapan lambat 14 (empat belas) hari  |Penanganan Sengketa
tertulis dari atasan PPID kerja setelah diterimanya Informasi
perihal informasi yang tanggapan tertulis dari Atasan
disengketakan PPID.
4 |Menerima laporan proses penanganan Laporan Proses Penanganan 30 Menit Laporan Proses
sengketa informasi Sengketa Informasi Penanganan Sengketa
Informasi
5 |Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Laporan Proses Penanganan Tentatif Laporan Penyelesaian

Informasi Publik.

Selesai

Sengketa Informasi

sengketa inforamsi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 47 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 12 Mei 2023

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. |Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. |Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. |Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

4. |Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

5. | Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi

—

. Pendidikan minimal Sarjana
2. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan, dan Pengelolaan Informasi
3. Memahami dan menguasi teknologi informasi

4, |SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik,
5. |SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan,

NTT
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. |SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK.
2. [SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer.
3. |SOP Permohonan Informasi Publik 3. Internet
4, Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak pada ketepatan waktu penyesuaian keberatan
atas informasi publik.

Disimpan dalam bentuk Soffcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
e, Tahsp Kegiaan Pemohon _uoac_mw”:_ﬂ,_umemga ma_w_”““ﬁoﬂya zvo“”“nﬂvo_“_._nc Kelengkapan Waktu Output s e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak Formulir/surat keberatan atas 10 Menit  |Berkas Keberatan atas Informasi
terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: informasi, yang telah dilengkapi Pemohon
(1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi fotokopi identitas diri:
dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor), Mulai
bagi pemohon peorangan dan Akta Pendirlan untuk pemohon
Badan Hukum
(2) Melalui Website atau aplikasi dengan mengisi formulir.

2 |Menerima berkas pengajuan keberatan atas informasi, Berkas Keberatan atas 15 Menit  |Berkas Keberatan atas Informasi
mengecek kelengkapan dan meregistrasi dalam Buku Register v Informasi yang telah yang telah dilengkapi Pemohon
Keberatan atas Informasi. Serta Meneruskan keberatan dilengkapi Pemohon
informasi kepada Sekretaris PPID Pengelola

3 |Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon dan Berkas Permintaan Informasi 1 Hari Keputusan diterima atau ditolak.
memutuskan apakah keberatan diterima atau tidak. Jika yang telah dilengkapi
Keberatan informasi diterima, maka atasan PPID Pemohon
memerintahkan PPID untuk mempersiapkan
informasilketerangan/ jawaban yang diminta pemahon. jika v
keberatan ditolak, maka atasan memerintahkan PPID untuk
menyusun konsep surat penolakan permohonan

4 |Mempersiapkan informasi/ keterangan jawaban yang diminta v Keputusan diterima atau 2 Hari Informasi/ Keterangan/ Jawaban
pemohon atau konsep surat penolakan permohonan untuk ditolak. atau konsep surat penolakan
ditandatangani oleh atasan PPID. permohonan




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Petugas Layanan | Sekretaris PPID Ketua PPID Keterangan
Aeichr _”noq_._mﬂm Pengelola Pengelola Lo et Ykt upu
1 2 3 4 5 7 8 9 10
5 |Menandatangani informasil keterangan jawaban yang diminta Informasi/ Keterangan/ 30 menit |Informasi/ Keterangan/ Jawaban
pemohon atau surat penolakan permohonan untuk diserahkan Jawaban atau konsep surat atau surat penolakan permohonan
kepada Petugas Layanan Informasi penolakan permohonan
B |Mengembalikan Informasi/ Keterangan/ Jawaban atau Surat ] Informasi/ Keterangan/ 15 Menit  |Informasi/ Keterangan/ Jawaban
Penolakan permohonan yang sudah dl setujui atasan kepada Jawaban atau surat atau surat penolakan permohonan
pemohon penolakan permohonan
7 |Menerima Informasi/Keterangan/Jawaban atau Surat Penolakan 1 Informasi/ Keterangan/ 10 Menit | Tanda Bukti Penerimaan nformasi/

permohonan

Jawaban atau surat
penolakan permohonan

Keterangan/ Jawaban atau surat
penolakan permohonan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP 48 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 12 Mei 2023
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
anggal Efektit
isahkan oleh PIi Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara, Timur, m

Drs. Benhard Menoh, MT

BADAN KEUANGAN DAERAH Pembina Tingkat |
SEKRETARIAT NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Pengelolaan Permohonan Infromasi Publik
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 1. Pendidikan minimal Sarjana
2. |Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan, dan Pengelolaan Informasi
3. |Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 3. Memahami dan menguasi teknologi informasi
Informasi Publik.
4. |Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. | Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi
NTT
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. |SOP Penanganan Surat Masuk, 1. ATK
2. |SOP Penanganan Surat Keluar, 2. Komputer.
3. |SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik, 3. Internet
4. |SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, 4, Printer.
5. |SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak pada kualitas pelayanan permohonan informasi
publik.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan i Keterangan
p hegi Pemohon Petugas _.mi:m: Sekretaris PPID Kelengkapan Waktu Output & g
Informasi Pengelola
1 2 3 4 5 (R it ] 9
1 |Pemohon informasi mengajukan Pemohonan Informasi Publik Formulir/surat permintaan 10 Menit  |Berkas Permintaan Informasi
dengan mengisi form informasi dalam website PPID Badan informasi, yang telah dilengkapi
Keuangan Daerah Provinsi NTT maupun secara langsung fotokopi identitas diri: Pemohon
2 |Menerima berkas pengajuan permintaan informasi dari Pemohon Berkas Permintaan Informasi 15 Menit  |Buku register permohonan
Informasi, mengecek kelengkapan dan meregistrasi dalam Buku Vv yang telah dilengkapi informasi
Register Permintaan Informasi. Serta Meneruskan berkas Pemohon
permohonan informasi kepada PPID Badan Publik
3 [Menerima, menelaah, dan menyiapkan informasi yang diminta. v Berkas Permintaan Informasi 2 Hari Surat tanggapan informasi
Lalu menyusun konsep jawaban atas permintaan informasi dan yang telah dilengkapi
menyampaikannya pemohon Pemohon
4 |Menyampaikan surat tanggapan atas permintaan informasi. - Surat tanggapan informasi 15menit  |Surat tanggapan informasi
]
5 |Menerima surat tanggapan dari PPID Badan Publik (dalam hal : Surat tanggapan informasi 15 menit  |Surat tanggapan informasi

pemohon informasi merasa tidak puas dengan surat tanggapan
maka berhak mengajukan permohonan keberatan ke atasan
PPID)

Selesai




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Badan Keuangan Daerah

Bidang Perbendaharaan

omor SOP 49 Tahun 2024

anggal Pembuatan

Tanggal Revisi

anggal Efektif

23 Oktober 2024
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, A

\uxo%_mm D. Lana, SH.,M.Si

Pembina Utama (IV/e)
Nip. 19650927 199011 1 004

Judul SOP Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah daerah,

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
Fisik,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dan Penyampaian Serta
Penerbitan SPM dan SP2D.

- ASN,

- Memiliki kemampuan dalam hal merekam data/dokumen kontrak pekerjaan barang/jasa pada aplikasi
OMSPAN

- Memiliki kemampuan dalam mereviu/memeriksa dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa

-Memahami penggunaan aplikasi melalui Mobile Phone (HP), Laptop dan Komputer (PC)

sesuai dengan jadwal yang sudah diatur dalam juknis

Penerbitan SP2D paling lambat dilakukan dalam waktu 2 hari saat SPM diterima

Jika SOP ini tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka penyaluran
dana dari RKUN ke RUKD tidak terlaksana

w N

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penanganan surat keluar. 1. Komputer/Laptop
2. SOP penanganan surat masuk. 2. Printer/Scanner
3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 3. Meja
4, ATK
5. Kursi
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
1 Perekaman/penginputan, reviu/pemeriksaan, penandatanganan dokumen oleh gubernur harus 1. Perekaman/penginputan,data/dokumen kontrak barang/jasa pada aplikasi OMSPAN harus dilakukan

dengan teliti,akurat dan tepat waktu
2. Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Operator OPD Operator Operator Badan kst Operator KPPN Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Inspektorat Keuangan Daerah
Tahap | Tahap Il Tahap li
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11
1. |Menginputimerekam data kontrak pengadaan Dokumen kontrak, Foto pekerjaan [Februaris/d | Aprils/d21 [september |Data terekam dalam OMSPAN
barang dan jasa, SP2D BUD,capaian Quiput dengan titik koordinat dan SP2D |21 Juli Oktober |s/d 22
kegiatan dan foto pekerjaan dengan titik BUD desember
koordineat pada aplikasi OMSPAN
2. |Mereviu atau memeriksa kebenaran dokumen ) Dokumen kontrak, Foto pekerjaan |Februaris/d | April s/d 21 [september |Status dokumen disetujui APIP
hardcopy dari OPD dan softcopy yang telah Tidak / dengan titik koordinat dan SP2D |21 Juli Oktober  [s/d 22 dan Laporan Hasil reviu (LHR)
diinput pada aplikasi OMSPAN Jika setuju, \\ YA BUD serta Aplikasi OMSPAN desember
maka mencetak Laporan Hasil Reviu (LHR). M
Jika tidak setuju, maka dikembalikan untuk
diperbaiki
3. |Menerbitkan SP2D BUD. Jika setuju hasil b 4 Dokumen kontrak, Foto pekerjaan |Februaris/d | April s/d 21 [september |Status Dokumen disetujui
input OPD di Aplikasi OMSPAN, maka Tidak \\ / dengan titik koordinat dan SP2D |21 Juli Oktober  |s/d 22 Pemda dan Dokumen Syarat
mencetak dokumen persyaratan disampaikan < YA BUD serta Laporan Hasil Reviu desember  |Penyaluran
ke Gubernur untuk ditandatangani. Jika tidak (LHR)
setuju, maka dikembalikan kepada admin
OPD untuk diperbal
4. |Gubernur/Kepala Daerah Menendatangani _ILU Dokumen Syarat Salur Februarisid | Aprils/d21 |september [Dokumen Syarat Penyaluran
Dokumen Persyaratan Penyaluran - 21 Juli Oktober  |s/d 22 yang telah ditandatangani
desember
5. |Mengupload/mengirimkan dokumen rrngses | Dokumen Syarat Salur yang telah |Februari s/d | April s/d 21 |september |Dokumen Syarat Salur yang
prasyaratan yang telah di tandatangani pada ﬂﬂ.l-_ di tandatangani oleh Gubernur |21 Juli Oktober  |s/d 22 telah di tandatangani oleh
aplikasi OMSPAM desember  |Gubernur yang telah terupload
6. |Menguji/Memverifikasi kebenaran dokumen { Dokumen Syarat Salur yang telah |Februaris/d | Aprils/d 21 |september |Dokumen Syarat Salur yang
yang diupload di OMSPAN oleh Operator Tidak \\ di tandatangani cleh Gubernur |21 Juli Oktober  |s/d 22 telah di tandatangani oleh
Badan Keuangan Daerah. Jika Setuju, maka yang telah terupload desember  (Gubernur yang telah terupload
menyalurkan DAK Fisik. Jika tidak setuju
dikembalikan untuk diperbaiki. L
7. |Menyalurkan DAK Fisik ke RKUD Dokumen Syarat Salur yang telah |Februaris/d | Aprilsid 21 |september |Penyaluran DAK Fisik dab
(_selesai ] |ditandatangani oleh Gubemur |21 Jui Oktober |s/d22  |RKUN ke RKUD
. yang telah terupload desember




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Badan Keuangan Daerah

Bidang Perbendaharaan
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Tanggal Pembuatan 23 Oktober 2024
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SINUSA TENGGARA TIMUR, /pe—

Judul SOP Pencairan SP2D Melalui CMS Online

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Instruksi Presiden RI Nomor 10 tahun 2016 tentang aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan tahun 2017.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan
Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

3. Pergub Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Sistem
Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Memiliki wewenang dalam pencairan SP2D online
2. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu dan teliti

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan surat keluar. 1. Komputer/Laptop 5. Kursi

2. SOP penanganan surat masuk. 2. Printer/Scanner 6. Pulsa Token

3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 3. Meja 7. Jaringan Internet
4. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran akan terhambat

harus dilakukan dengan teliti,akurat dan tepat waktu




Pelaksana Mutu Baku
: Admind. Kepala Sub Bidang
Ao TARRp hedian Staf Admin Maker/Cheker Perbendaharaan/ SKPD/ Rekanan Kelengkapan Waktu Output et
CMS Releaser

1 2 4 8 9 10 11

1. |Memeriksa kelengkapan dan SP2D 5 Menit SP2D
memferivikasi SP2D

2. |Membuat Biling SP2D pada aplikasi BTS SP2D 10 Menit Dokumen Ebiling PFK (

Kemenkeu, DJP pajak/taspen/BPJS
kesehatan/BPJS tenaga kerja,
JKK/JKM /Bulog)

3. |Mengesahkan Dan Menyetujui SP2D Di Dokumen Ebiling PFK ( 10 Menit Dokumen Ebiling PFK ( Dikirim ke Bidang
Apliksi SIPKD untuk diserahkan ke pajak/taspen/BPJS kesehatan/BPJS pajakitaspen/BPJS akuntansi dan
Admind Maker Cheker pada aplikasi tenaga kerja, JKK/JKM /Bulog) dan kesehatan/BPJS tenaga kerja, | pelaporan
CMS SP2D JKKIJKM /Bulog) dan SP2D

4, |Melakukan Proses Transaksi Maker/ - SP2D, 10 Menit Kelengkapan Sistem $P2D
Cheker SP2D untuk diserahkan kepada ﬂnlL -FCKTP, Siap Maker/cheker
Kepala Sub Bidang Perbendaharaan -FC RC Bank,

-Ebiling

5. |Memeriksa Kelengkapan transaksi ! \_, Kelengkapan Sistem SP2D Siap 10 Menit Kelengkapan Sistem SP2D
Maker/Cheker SP2D. Jika Setuju L Maker/cheker Siap RELEASER
dilakukan Proses Transaksi /

Maker/Chaker Releaser. Jika tidak setuju
dikembalikan untuk diperbaiki
6. |Melakukan Transaksi Maker/Chaker YA SP2D,FC KTP,FC RC Bank 3 Jam » Terbayar

Releaser. Jika Rekening Bank NTT
ditansfer ke SKPD/ Rekanan. Jika Bukan
rekening Bank NTT maka dititipkan pada
Bank NTT

Selesai

* Bukti Transfer
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Judul SOP Pelaksanaan Kegiatan Tim Penyelesaian Kerugalan Daerah (TPKD) dan
Sekretariat TPKD

|Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024,

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuhtansi Pemerintah Daerah,

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

9. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024,

10.  Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/33/8KUD3/2024 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

11. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/34/BKUD3/2024 tentang Sekretariat Tim Penyslasaian Kerugian

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024,

1. ASN
2. Memahami tata cara pelaksanaan APBD
3. Mampu mengoperasikan kemputer, aplikasi dan mekanismenya

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan surat keluar. 1, Komputer/Laptop 3. Jaringan Intemet
2. SOP penanganan surat masuk. 2. Printer/Scanner 4, ATK
5. Aplikasi SIPTL

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan Tim Penyelesaian Kerugaian Dasrah (TPKD) dan Sekretariat TPKD tidak dijalankan
-smxm kasus kerugian daerah belum diselesaikan.

Data disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Inspektorat |Gubernur (PPKD)|  TPKD Sekretariat TPKD ﬂ”w_._”u.n_w”m Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11
1. [Melapoporkan terjadinya kerugian Daerah kepada Gubernur dan Informasi kerugian daerah Maks. 3 Bulan setelah |Rekomendasi Laporan Hasil Terkait SOP
menyampaikan draft SK tentang pembentukan TPKD dan EIIVD terverifikasi, Hasil pemeriksaan Pemeriksaan BPK-RI, APIP, penandatanganan surat
sekretariat TPKD - : pemeriksaan/pengawasan atasan Inpektorat Jenderal Kemeterian keputusan Gubernur
langsung, BPK RI, APIP, Itien Dalam Negeri Rl dan Dokumen pada Biro Hukurn
Kemendagri, masyarakat, Lainnya yang menyatakan terjadinya
perhitungan ex officio, pelaporan kerugian Negara/Daerah
tertulis
2. |Membentuk TPKD dan Sekretariat TPKD. v Rekomendasi Laporan Hasil Awal Tahun Anggaran |- Surat Keputusan Gubernur tentang
_“u Pemeriksaan BPK-RI, APIP, Pembentukan TPKD dan Sekretariat
Inpektorat Jenderal Kemeterian TPKD
Dalam Negeri Rl dan Dokumen - Jumlah kasus kerugian daerah
Lainnya yang menyatakan
terjadinya kerugian
Negara/Daerah
3. |Menghitung, mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis PJ - Surat Keputusan Gubernur Maks. 1 bulan setelah |Kasus-kasus kerugian daerah
serta mengevaluasi kasus Kerugian Daerah yang diterima. _ i tentang Pembentukan TPKD dan |SK ditetapkan
Sekretariat TPKD
- Jumlah kasus kerugian daerah
4. |Menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah v Kasus-kasus kerugian daerah | Setiap bulan Rekapitulasi kasus kerugian daerah
5. |Penuntutan pergantian kerugian daerah Rekapitulasi kasus kerugian Setiap bulan Surat Tugas/Surat kepada pihak
daerah yang merugikan
6. |Menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM jika disetujui » Surat Tugas/Surat kepada pihak |Maks. 7 hari setelah | SKTJM
pihak yang merugikan/pengampuh dan jika tidak sefuju akan _ : _—A Tiak ; yang merugikan, Konsep SKTJM |penugasan
a

dilaporkan dan dikembalikan ke Inspektorat




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Pihak Yang
Inspektorat  |Gubernur (PPKD) TPKD Sekretariat TPKD Merugikan Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7. |Menerima dan menindaklanjuti SKTJM dari pihak yang Ilﬁ SKTJM Maks. 14 hari SKTJM |Bukti setoran atau Surat Tanda

merugikan/pengampuh. ditandatangani Setoran (STS)
8. |Memeriksa bukti penyetoran yang disampaikan oleh pihak yang Bukti setoran atau Surat Tanda |Maks. 1 hari bukti Bukti setoran atau Surat Tanda

merugikan Setoran (STS) diterima Setoran (STS) yang sudah

diverifikasi

9. |Membuat laporan pembahasan berkas penyelesaian kerugian v Konsep laporan pelaksanaan Setiap bulan Laporan pelaksanaan kegiatan TPKD

daerah dan disampaikan kepada PPKD.

_ Selesal “

pendukung lainnya

kegiatan TPKD dan dokumen
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Tanggal Pembuatan 23 Oktober 2024
Tanggal Revisi
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Judul SOP Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
BIDANG PERBENDAHARAAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dan Penyampaian Serta
Penerbitan SPM dan SP2D.

1. ASN,

2. Memiliki kemampuan dalam hal menginput, memverifikasi, merekam data/dokumen pada
Memiliki xaamiw:ma.mm_wi.smsaxwm dokumen-dokumen Pelaparan Penggunaan, Rekap
SP2D dan Laporan Realisasi Penyerapan

Memahami penggunaan aplikasi melalui Mobile Phone (HP), Laptop dan Komputer (PC).

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan

1. SOP penanganan surat keluar.

1, Komputer/Laptop

2. SOP penanganan surat masuk. 2. Printer

3. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 3. ATK

4. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 4. Meja
5. Kursi

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

1. Penggunaan, Pelaporan, Penginputan , pemeriksaan, dan penandatanganan dokumen oleh
Kepala Badan Keuangan Daerah harus sesuai dengan jadwal yang sudah diatur dalam Juknis,
Jika SOP ini tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka penyaluran

2. dana dari RKUN ke RKUD tidak terlaksana.

1. Pelaporan Penggunaan, Rekap SP2D dan Laporan Realisasi Penyerapan
Dak Non Fisik pada Aplikasi DAK Non Fisik Aladin harus dilakukan dengan teliti, akurat dan
tepat waktu.

2. Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Admin DAK Non .
Operator OPD | Fisik Pemprov _wwﬂﬂwhwzﬂmn xmhm”__mmcw Kepala Bidang | Kepala Badan |Kelengkapan Waktu Output
NTT
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1, |Mengantarkan laporan dalam bentuk Hard Copy yaitu Laporan Realisasi Laporan Realisasi
Laporan realisasi penggunaan dana, Rekap SP2D dan Penggunaan dana, Rekap 10 menit Penggunaan dana, Rekap
laporan realisasi penyerapan SP2D dan Realisasi SP2D dan Realisasi
Penyerapan Penyerapan
2. |Menerima dan Menginput/ memeriksa/ Laporan Realisasi
memverifikasi/menyetujui/menclak kebenaran Dokumen Tidak Penggunaan dana, Rekap .. |Data terekam dalam Aplikasi
yang telah Q__DUCA dalam mU_:Amm_ D}x Non Fisik Aladin \ Ya SP2D dan Realisasi 60 menit DAK Non Fisik Aladin
berdasarkan laporan dari OPD 4 Penyerapan
3. |Memeriksa/memverifikasi/menyetujui/menclak kebenaran v -
Dokumen yang telah diinput oleh Admin DAK Non Fisik Tidak / U&.m ﬁm.axma am_ma. . . Dokumen DAK Non Fisik
Pemprov NTT dalam aplikasi DAK Non Fisik Aladin Aplikasi DAK Non Fisik |1 hari Pemprov NTT yang
Ya Aladin terverifikasi pada aplikasi
L
4. |Mencetak Laporan DAK Non Fisik yang telah diverifikasi Dokumen DAK Non Fisik .
dan memberikan kepada Kasubid untuk di paraf. Pemprov NTT yang ~ |Dokuren DAK Non Fisik
terverifikasi pada aplikasi | 23 Mmenit  [Pemprov NTT yang
terverifikasi
5. |Memarah Laporan DAK Non Fisik yang telah diverifikasi Dokumen DAK Non Fisik .
untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang Pemprov NTT yang Draf Dokuren DAK Non Fisik
L Pemprov NTT
—— rverifikasi
6. |Memarah Laporan DAK Non Fisik yang telah diverifikasi B
untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Badan untuk o.i Dokumen DAK Non Draf Dokumen DAK Non Fisik
di tandatangani Fisik Pemprov NTT Pemprov NTT
T _,\_m_._m:amﬁ:@m:_ Laporan DAK Non Fisik yang telah 4 Dokumen DAK Non Fisik Dokumen DAK Non Fisik
diverifikasi ﬂu Pemprov NTT Pemprov NTT
8. |Mengscan Laporan DAK Non Fisik yang telah : - Dokumen DAK FISIK yang
ditandatangani dan mengupload/mengirim dokumen. (Selesal ) Dokumen DAK Non Fisik 10 terupload dan Penyaluran
; Pemprov NTT DAK Fisik dari RKUN ke
RKUD




Nomor SOP 03 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan |23 Oktober 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efekiif
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Judul SOP Pefierbitan SP2D LS Gaji
Bidang Perbendaharaan
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1. i kewenangan dalam Penerbitan SP2D LS Gaji
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Thun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan | 2. Memillki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi Keuangan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 3. Berusia di bawah 50 thn
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 58 Tahun 2005 tentang pengelola Keuangan

Daerah,

4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya

serta Penerbitan SP2D.

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan surat keluar. {, Komputer/Laptop

2. SOP penanganan surat masuk. 2. Printer

3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 3. ATK

4, SOP Pengarsipan Dokumen / Naskah Dinas 4, Meja

5. Kursi

Peringatan Pencatatan dan pendataan :

1. Penerbitan SP2D paling lambat dilakukan dalam waktu 2 hari dari saat SPM diterima. 1. Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu .
2. Batas Waktu Penyampaian Dokumen SPM Pukul 7.30 - 15.00 WITA. 2. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

3. Jika SOP initidak dilaksanakan maka pencairan dana kegiatan akan terhambat,
4, SPP/SPM LS Kontraktual hanya bisa di antar oleh Bendahara OPD tanpa perantara pihak ketiga




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan STAF Bidang Kepala Sub Keterangan
P Bidang BUD/ Kuasa BUD Bank NTT SKPD Kelengkapan Waktu Output
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. |Menerima dan Memverifikasi kelengkapan SPM LS Gaji - SPM berserta dokumen | % hari - Register SPM
selanjutnya di teruskan kepada Kepala Sub Bidang untuk kelengkapannya - SPM beserta dokumen
persetujuan penerbitan SP2D. - Buku Register Kelengkapanya
3. |Memeriksa SPM untuk pengajuan SP2D LS Gali. Jika Tidak L\.,/( - Register SPM 1 jam Dokumen SPM terverifikasi
Setuju, maka dokumen SPM terverifikasi dan diteruskan : Ve - SPM beserta dokumen
kepada Kuasa BUD / BUD. Jika tidak setuju dikembalikan /.> Kelengkapanya
untuk dilengkapi.
Memeriksa dokumen SPM yang sudah diverifikasi untuk v Dokumen SPM terverifikasi|30 Menit Persetujuan Penerbitan SP2D
Pengajuan SP2D LS Gaji. Jika Setuju, maka Tidak
mengarahkan untuk memasukan ke buku bantu
perbendaharaan agar diproses. Jika tidak setuju,
dikembalikan untuk diperbaiki.
4. |Memasukan ke buku bantu perbendaharaan n__.u -. Persetujuan Penerbitan |10 menit Agenda SPM Masuk
SP2D
- Buku bantu
perbendaharaan
5. [Membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS Agenda SPM Masuk 30 menit Surat Perintah Pencairan
Gaji dan Daftar Penguiji Dana (SP2D) LS Gaji dan
Daftar Penguiji
6. |Memverifikasi SP2D LS Gaji nL Surat Perintah Pencairan |30 menit 8P2D yang sudah diverifikasi
. Dana (SP2D) LS Gaji dan
Daftar Penguiji
7. |Memeriksa SP2D LS Gaji yang sudah diverifikasi. Jika \ SP2D yang sudah 15 menit SP2D yang sudah di paraf
Setuju, maka memaraf dan dilanjutkan pada BUD/Kuasa Ve diverifikasi
BUD. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. J,,\
8. |Memeriksa SP2D LS Gaji. Jika Setuju, maka \‘ SP2D yang sudah di paraf |15 Menit SP2D yang sudah di Tanda
menandatangani. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk Tangani
diperbaiki.
10. |Register SP2D _ _ SP2D yang sudah di 15 menit SP2D yang sudah di Tanda
Tanda Tangani Tangani
11. |Menyampaikan SP2D LS Gaiji . ‘mw_mumm Tanda terima SKPD 15 menit SP2D yang sudah di dikirm




Nomor SOP 54 Tahun 2024

anggal Pembuatan 23 Oktober 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

isahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah

\#Provinsi Nusa Tenggara Timur, \)\

rs. Benhard Menoh, MT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pembina Tingkat |
BADAN KEUANGAN DAERAH NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan Buku Kas Umum (BKU)
BIDANG PERBENDAHARAAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
keuangan Dagrah
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,

Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dimana setiap tahun terbit
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Memiliki Kemampuan bekerja tepat waktu dan teliti

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan surat keluar.
2. SOP penanganan surat masuk.

3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

. Dokumen SP2D

[o2]

1. Komputer/Laptop
2. Printer/Scanner
3. Meja
4, ATK
5. Kursi

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengadminitrasian pemungutan dan pemotongan pihak ketiga terlambat dibuat maka
pelaporan pemungutan dan pemotongan pihak ketiga akan terlambat

Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan : Kepala Sub Pengolah Data Keterangan
Kepala Bidang Bidang Laporan Kas Kelengkapan Waktu Output
1 2 4 5 6 7 8 9
1 |Memerintahkan Kasubid untuk melaksanakan - DGl surat
pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Disposisi surat 15 menit B
Bank
2
Melaksanakan pemantauan penerimaan dan
pengeluaran APBD dan memerintahkan staf untuk - Disposisi Surat {iam agenda kerja
menerima Rekening Koran R/C dan Tanda Penyetoran, P J
Nota Debet/Kredit (Nota DN/CN) setiap hari dari Bank
3 - agenda kerja -Tanda Terima
Menerima R/C dan bukti setoran setiap hari dari Bank ~BIIKL Poner|masoan 10 menit BukuFenslimastdan
Pengeluaran Pengeluaran BUD
- RIC bank
4 \ -Tanda Terima Saldo buku Penerimaan dan
Mengecek Saldo R/C setiap hari dan membandingkan -Buku Penerimaan dan Pengeluaran 30 menit Pengeluaran BUD yang
dengan BKU penerimaan dan pengeluaran BUD BUD sesuai (apabila tidak terjadi
selisih)
5
Mengecek per transaksi dalam buku penerimaan dan A -Saldo buku Penerimaan dan
E:m.m_cmaz BUD a.maom: :m:xmmxm_.a.m_ma —.“c_o .mm:r SallecbuliyPenafifasn s pengeluaran BUD yang sesuai
apabila terdapat selisih saldo maka disinkronisasikan lalu . . -BKU
i Pengeluaran BUD yang sesuai 2 jam
mencetak BKU(BIX), Keterangan Saldo, Laporan Posisi o S, -Keterangan Saldo
e . , {apabila tidak terjadi selisih) Lt
Kas dan Rekonsiliasi yang mencerminkan Penerimaan -Laporan Posisi Kas
dan Pengeluaran rill Kas Umum Daerah -Rekonsiliasi Bank
‘ Saldo buku Penerimaan dan Lpotan FenerimasIL AN
\ A
Proses paraf Kasubid dan tanda tangan Kabid serta pengeluaran BUD yang sesual Mﬂ_mm_:mﬂm:
mengantar BKU (penerimaan dan pengeluaran) -BKU .
o ’ 30 menit -Keterangan Saldo
Keterangan Saldo, Laporan Posisi Kas ke Sub Bidang -Keterangan Saldo o
: pin -Laporan Posisi Kas
Akuntansi dan Pelaporan -Laporan Posisi Kas Rekansilasi Bank
-Rekonsiliasi Bank
7 -BKU yang ditanda tangani
. A -Keterangan Saldo
Melaporkan Saldo Penerimaan dan Pengeluaran ke .mm._m.mml : BKU RC BANK 15 gt Laporan Posis! Kes

Kepala Badan

-Rekonsiliasi Bank




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH

BIDANG PERBENDAHARAAN

Nomor SOP

9o Tahun 2024

Oktober 2024

anggal Pembuatan
anggal Revisi

Tanggal Efektif

isahkan oleh

PIt. Kepala Badan Keuangan,Daerah
\} Provinsi Nusa Tenggara Tjnur, \z\

rs. Benhard Mench, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP

Pemungutan Dan Pemotongan Fihak Ketiga (PFK)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Dan Pemerintah daerah.
2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.05/2020 Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 /PMK.05/2019 Tentang Dana Perhitungan Fihak
Ketigaaturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Memiliki Kemampuan bekerja tepat waktu dan teliti

Keterkaitan :

1. SOP penanganan surat keluar.
2. SOP penanganan surat masuk.

3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Peralatan/periengkapan :
1. Komputer/Laptop 4, ATK
2. Printer/Scanner 5. Kursi

3. Meja

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengadminitrasian pemungutan dan pemotongan pihak ketiga terlambat dibuat maka pelaporan
pemungutan dan pemotongan pihak ketiga akan terlambat

Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu

6. Dokumen SP2D




Pelaksana Mutu Baku
: i K
Ho Taltap Hegigon Kepala Bidang _Am%m__wsmm:c Penata Keuangan Kelengkapan Waktu Output B ardan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Memerintahkan Kasubid :
’ Mula
untuk mencatat pemungutan l " : .
dan pemotongan pinak ketiga Agenda Kerja 5 Menit Agenda Kerja
2. |Memerintahkan staf untuk v
mencatat pemungutan dan H_U _ . |Kertas kerja pemungutan dan
“M__,“Mﬂ%mmm ﬂﬁﬂ ketiga ke figonda ket 10Menit 1 oemotongan pinak ketiga
3. |Menginput dan merekap Laporan hasil Kertas Kerja
nws__:@c.sa dan pemotongan 2 _< . pemungutan
pihak ketiga kedalam kertas Eiatito -SP2D dan pemotongan pihak ketiga
kerja serta amsmmaﬁwm: _ -Kertas Kerja pemungutan dan _
semua bukti SSP dan bukti pemotongan pihak ketiga -Taspen
lainnya -Rekapan pemungutan dan 4 Jam -Bulog
pemotongan pihak ketiga -BPJS Kesehatan
-SSP dan bukti pendukung lainnya -BPJS Ketenagakerjaan
-Bukti Bayar MPN -KPP Pratama

-KPPN




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH

BIDANG PERBENDAHARAAN

Nomor SOP 56 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan Oktober 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif )

Disahkan oleh Pit. Kepala Badan Keuangan

\¢pProvinsi Nysa Tenggara Tirpdr, \L

Drs. Benhard Mench, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Kredit Kendaraan

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 58 Tahun 2005 tentang pengelola Keuangan
Daerah .

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelola Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya
serta Penerbitan SP2D.

1. ASN

Pendidikan Minimal D3

Staf : SMA,D3 dan S1

. Memiliki kewenangan dalam menginput perubahan gaji penerbitan daftar gaji
Memiliki kemampuan dalam memverifikasi daftar gaji sesuai SK perubahan gaji

o N

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan surat keluar.
2. SOP penanganan surat masuk.

3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

1. Komputer/Laptop
2. Printer/Scanner
3. Meja
4. ATK
5. Kursi

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

1. Penerbitan daftar gaji paling lambat dilakukan tanggal 20 setip bulan.

2. Penyampaian Surat Pengantar Perubahan gaji tanggal 10 buln berkenan.
3. Batas Waktu Penyampaian Dokumen SPM pukul 7.30 - 15.00 WITA.

4. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses gaji akan terlambat.

Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Kepala Bidang xa%“_ﬂ“__maca _u”“w”_qw_w_wmm Kelengkapan Waktu Qutput

1 2 4 5 6 7 8 9

1. |Memerintahkan Kepala Sub Bidang untuk melaksanakan Agenda Kerja 15 Menit Agenda kerja
pemantauan penerimaan APBD

2. |Melaksanakan pemantauan penerimaan APBD dan v Agenda Kerja 30 menit hasil pemantauan penerimaan
memerintahkan staf untuk membuat daftar rekapan APBD dan agenda kerja
pembayaran kredit kendaraan roda 4 (empat) [

3. [Menerima daftar perhitungan pembayaran kredit . - 'hasil pemantauan penerimaan 10 menit - Daftar rekapitulasi Dikirim ke Bidang
kendaraan roda 4 (empat) untuk PNSD dan Anggota E APBD -Bukti tanda penyetoran di akuntansi dan
DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Bidang s - Daftar perhitungan kredit kendaraan validasi oleh bank pelaporan
Akuntansi dan Pelaporan (Akunlap) roda 4 (empat)

- rekapan daftar potongan kendaraan
-slip bukti tanda penyetoran




Daerah .
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelola Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,

Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya
serta Penerbitan SP2D.

Nomor SOP of Tahun 2024
Tanggal Pembuatan Oktober 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daérah
< Provinsi Nusa Tenggara Timur, \L
< rs. Benhard Menoh, MT
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pembina Tingkat |
BADAN KEUANGAN DAERAH : NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Penerbitan Daftar Gaji
BIDANG PERBENDAHARAAN
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1. ASN
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan | 2. Pendidikan Minimal D3
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 3. Staf: SMA,D3 dan S1
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 58 Tahun 2005 tentang pengelola Keuangan 4. Memilii kewenangan dalam menginput perubahan gaji penerbitan daftar gaji
5. Memiliki kemampuan dalam memverifikasi daftar gaji sesuai SK perubahan gaji

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

2. Penyampaian Surat Pengantar Perubahan gaji tanggal 10 buln berkenan.
3. Batas Waktu Penyampaian Dokumen SPM pukul 7.30 - 15.00 WITA.
4. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses gaji akan terlambat.

1. SOP penanganan surat keluar. 1. Komputer/Laptop 4. ATK
2. SOP penanganan surat masuk. 2. Printer/Scanner 5. Kursi
3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 3. Meja
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
1. Penerbitan daftar gaji paling lambat dilakukan tanggal 20 setip bulan. Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan ; Keterangan
s _uwz.u” ﬁwﬂ&» xwh“__“:mm:w Kepala Bidang | Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menerima dan Mengagendakan surat pengantaran . Surat Pengantar perubahan gaji 10 menit Lembar disposisi surat
perubahan gaji beserta lampirannya ke Kepala Badan - SK Berkala, Naik Pangkat, Surat Pengantar Perubahan
Keuangan Daerah, masuk/tambah/keluar Tunjangan Gaji dan lampirannya
Fungsional, Tunjangan Jabatan,
Tambah Tunjangan suamifistri,
anak, keluar Tunjangan suamifistri,
anak, PNS Pindah
masuk/keluar/meninggall pensiun
2. |Menerima dan melakukan disposisi surat pengantaran \ Lembar disposisi surat 30 menit - Disposisi surat dari Kepala
perubahan gaji beserta lampirannya ke Kepala Bidang. Surat Pengantar Perubahan Gaji Badan Keuangan Daerah
dan lampirannya - Surat Pengantar dan
Lampirannya
3. |Menerima dan meneruskan disposis surat pengantar - Disposisi surat dari Kepala Badan 10 menit - Disposisi surat dari Kepala
perubahan gaji beserta lampirannya kepada Kepala Sub Keuangan Daerah Bidang
Bidang -Surat Pengantar dengan -Surat Pengantar dengan
lampirannya |ampirannya
4, - Disposisi surat dari Kepala Bidang 10 menit - Disposisi surat dari Kepala
Menerima dan meneruskan disposis surat pengantar -Surat Pengantar dengan Bidang
perubahan gajl beserta lampirannya kepada analis lampirannya -Surat Pengantar dengan
perbendaharaan, lampirannya
5 - Disposisi surat dari Kepala Bidang 10 menit Daftar Gaji OPD
3 -Surat Pengantar dengan
Menerima, menindaklanjuti disposisi dari Kasubid, lampirannya
menginput dan mencetak perubahan gaji OPD
berdasarkan pengantar perubahan gaji beserta
lampirannya jika dokumen benar dan lengkap. Jika
dokumen tidak benar maka akan dikembalikan ke OPD.
6. |Menyerahkan dan meregister daftar gaji OPD ke - Daftar Gaji OPD 10 menit Tanda Terima Daftar Gaji

Bendahara OPD




Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya
serta Penerbitan SP2D.,

Nomor SOP 58 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 23 Oktober 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daefah
Provinsi Nusa Tenggara Tiga(r, \L
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
BADAN KEUANGAN DAERAH Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001
BIDANG PERBENDAHARAAN Judul SOP Pemeriksaan Kebenaran Perubahan Gaji OPD
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1. ASN
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan | 2 Pendidikan Minimal D3
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 3. Staf: SMA,D3 dan S1
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 58 Tahun 2005 tentang pengelola Keuangan 4. Memiliki kewenangan dalam menginput perubahan gaji penerbitan daftar gaji
Daerah . 5. Memiliki kemampuan dalam memverifikasi daftar gaji sesuai SK perubahan gaji
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelola Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan surat keluar.
2. SOP penanganan surat masuk.

3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

1. Komputer/Laptop
2. Printer/Scanner
3. Meja
4. ATK
5. Kursi

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

1. Penerbitan daftar gaji paling lambat dilakukan tanggal 20 setip bulan.

2. Penyampaian Surat Pengantar Perubahan gaji tanggal 10 buln berkenan.
3. Batas Waktu Penyampaian Dokumen SPM pukul 7.30 - 15.00 WITA.

4. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses gaji akan terlambat.

Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan : Keterangan
ks, 12_”“ _”_mn__mm_sa zm%mﬂ_wawzc Kuasa BUD Kelengkapan Waktu Output ’
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menerima daftar koreksi gaji, kartu gaji dan - Daftar koreksi gaji 10 Menit - Daftar koreksi gaji
dokumen pendukung lainnya untuk dilakukan - Kartu gaji - Kartu gaji
verifikasi perubahan gaji ke Kasubid. "-Dokumen pendukung (SK Berkala, "-Dokumen pendukung (SK Berkala,
Naik Pangkat, masuk/tambah/keluar Naik Pangkat, masuk/tambah/keluar
tunjangan Fungsional, Tunjangan tunjangan Fungsional, Tunjangan
Jabatan, Tambah Tunjangan Jabatan, Tamhah Tunjangan
Suamifistri, anak, keluar Tunjangan Suamifistri, anak, keluar Tunjangan
Suamifistri, anak, PNS Pindah Suamifistri, anak, PNS Pindah
masuk/keluar/meninggal/pensiun masuk/keluar/meninggal/pensiun
2. |Memeriksa kebenaran dokumen dan - Daftar koreksi gaji 10 Menit Daftar koreksi gaji, kartu gaji dan
memparaf jika setuju diserahkan kepada staf X . Kartu gaji Dokumen Pendukung yang sudah
untuk proses penerbitan SP2D gaji dan jika Tidak \ '-Dokumen pendukung (SK Berkala, diparaf Kasubid.
tidak setuju dikembalikan kepada OPD. Naik Pangkat, masuk/tambah/keluar
Ya tunjangan Fungsional, Tunjangan
Jabatan, Tambah Tunjangan
Suamifistri, anak, keluar Tunjangan
Suamifistri, anak, PNS Pindah
masuk/keluar/meninggal/pensiun
3. |Menerima SPP, SPM dan dokumen lainnya Daftar koreksi gaji, kartu gajidan |10 menit SPP, SPM dan Dokumen lainnya

dari Bendahara OPD untuk proses penerbitan
SP2D LS Gaji

Selesal

Dokumen Pendukung yang sudah
diparaf Kasubid.

untuk proses SP2D LS Gaji.




Nomor SOP 99 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 23 Oktober 2024

E@a Revisi
anggal Efektif

Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
V' Provinsi Nusa Tenggara Timur,
PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR NIP 19720512 199101 1 001
BADAN KEUANGAN DAERAH Judul SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan
Pemeriksaan Kebenaran Daftar Penguji SP2D Belanja Langsung
BIDANG PERBENDAHARAAN Barang dan Jasa

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Kuasa BUD:S1

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. kepala sub bidang: S1
3. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 3. Staf: SMA,D3 dan S1
ﬂm:nm_oummz —chmsmm: Daerah. 4. Memahami tata cara Umum_ammsmm: APBD
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, 5. Mampu mengoperasikan komputer, aplikasi dan mekanismenya
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun diterbitkan
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya
serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah.
|Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP penanganan surat keluar. 1. Komputer/Laptop 4. ATK
2. SOP penanganan surat masuk. 2. Printer/Scanner 5. Aplikasi SIPD RI
3. Jaringan Internet 6. Aplikasi SIPKD

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelaksanaan SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Pemeriksaan

- Dicantumkan dalam buku register SP2D
- Disimpan sebagai data manual

Kebenaran Daftar Penguji SP2D tidak dijalankan akan berakibat terlambatnya pencairan dana




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan : Keterangan
i vmnﬂ _”uwm__mqm xohﬂwzmccu Kuasa BUD Kelengkapan Waktu Output i
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menerima, meregister dan melakukan verifikasi atas SPM - SPP, SPM dan dokumen {1 Jam SPM dan dokumen
dan dokumen kelengkapannya, serta melakukan Kelengkapannya kelengkapannya yang sudah
pengujian pembayaran. Jika semua dokumen lengkap dan - Form checklist SPP dan diverifikasi
benar akan diajukan permohonan penerbitan SP2D ke SPM - Lembar mohon persetujuan
Kuasa BUD melalui Kasubid. penerbitan SP2D
2. |Memeriksa kebenaran permohonan penerbitan SP2D, - SPM dan Dokumen 1 Jam Lembar mohon persetujuan
menadatangani dan mengajukan kepada Kuasa BUD jika b Kelengkapannya yang penerbitan SP2D yang sudah
setuju dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf. Tidak \ / sudah diverifikasi ditandatangani Kasubid
Ya - lembaran mohon
/\ Persetujuan penerbitan
t SP2D
3. |Memeriksa kebenaran permohonan penerbitan SP2D dan v - SPM dan Dokumen 10 menit Lembar mohon persetujuan
menadatangani jika setuju dan jika tidak setuju ) \ Kelengkapannya yang penerbitan SP2D yang sudah
dikembalikan kepada Kasubid. Tidak sudah diverifikasi ditandatangani Kuasa BUD
- lembaran mohon
Persetujuan penerbitan
Ya SP2D yang sudah
ditandatangani Kasubid
4. |Meregister, mencetak, mencatat pada kartu kendali dan - SPM dan Dokumen 30 menit -8P2D
menyerahkan SP2D kepada Kasubid untuk diparaf. \ Kelengkapannya yang - Kartu Kendali SP2D
sudah diverifikasi - Register SP2D
- lembaran mohon
Persetujuan penerbitan
SP2D yang sudah
ditandatangani Kuasa BUD
5. |Memeriksa kebenaran SP2D, memparaf dan mengajukan Tidak -SP2D 10 menit SP2D yang sudah diparaf
kepada Kuasa BUD jika setuju dan jika tidak setuju ~7 - Kartu Kendali SP2D Kasubid
dikembalikan kepada staf. Ya - Register SP2D




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Analis Ke Keterangan
pala Sub
Paiendihars Bidang Kuasa BUD Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. |Menandatangani SP2D yang telah diperiksa - 8P2D yang sudah diparaf | 10 menit - SP2D yang sudah

kebenarannya jika setuju diserahkan kepada staf dan jika Tidak Kasubid ditandatangani Kuasa BUD

tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid. - Kartu kendali SP2D - Register SP2D
7. |Menyerahkan SP2D yang sudah ditandatangani Kuasa e - SP2D yang sudah 30 menit *Tanda terima

BUD kepada Bendahara SKPD/Kasda dan mengarsipkan| (_ Selesai ] ditandatangani Kuasa BUD -Dokumentasi arsip

lembar SP2D, SPM dan dokumen kelengkapan lainnya. i - Register SP2D




Nomor SOP 60 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 23 Oktober 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
isahkan oleh
PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD
BIDANG PERBENDAHARAAN
|Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1. ASN
9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2, Pendidikan Minimal 81
3. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 3. Memahami tata cara pelaksanaan APBD
Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Mampu mengoperasikan komputer, aplikasi dan mekanistmenya
4, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur .
8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
9. Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya
serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penanganan surat keluar. 1. Komputer/Laptop 6. Aplikasi SIPKD
2. SOP penanganan surat masuk. 2. Printer/Scanner
3. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 3. Jaringan Intemet
4. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Pemeriksaan Kebenaran Daftar 4, ATK
Penguji SP2D 5. Aplikasi SIPD RI
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila pelaksanaan SOP Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD tidak dijalankan akan 1. Dicantumkan dalam buku register SPD
berakibat terlambatnya penyediaan dana pada SKPD 2. Disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Analis Kepala Sub
Horbedeharasn Bidang Kuasa BUD BUD Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. [Mengambil data dan memverifikasi sesuai Dokumen Dokumen Anggaran Kas 1 Jam SPD SKPD
Anggaran Kas, Jika semua dokumen lengkap dan benar SKPD
akan dicetak SPD SKPD dan diajukan Kasubid.
2. |Memeriksa kebenaran SPD SKPD. Jika setuju, maka Tidak - SPD SKPD 10 menit  |SPD SKPD yang sudah
memparaf dan mengajukan kepada Kuasa BUD. Jika Ya diparaf Kasubid
Tidak setuju, maka dikembalikan untuk diperbaiki.
3. |Memeriksa kebenaran SPD SKPD. Jika setuju, maka _ \\1/. SPD SKPD yang sudah 10 menit  |SPD SKPD yang sudah
memparaf dan mengajukan kepada BUD. Jika Tidak Tidak oo diparaf Kasubid diparaf Kasubid dan Kuasa
setuju, maka dikemballkan untuk diperbalki ~ BUD
4, |Memeriksa kebenaran SPD SKPD. Jika setuju, maka _ Tidak SPD SKPD yang sudah 30 menit  |SPD SKPD yang sudah
menandatangani SPD SKPD. Jika Tidak setuju, maka diparaf Kasubid dan Kuasa ditandatangani BUD
dikembalikan untuk diperbaiki. Ya BUD
5, |Meregister, menyerahkan SPD SKPD yang sudah ‘ . SPD SKPDyang sudah | 10menit |- Tanda Terima
ditandatangani BUD kepada Bendahara SKPD dan E ditandatangani BUD - Dokumentasi SPD SKPD
mengarsipkan SPD SKPD. - Register SPD




Nomor SOP 61 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 23 Oktober 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

isahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Dagrah
¥ Provinsi Nusa Tenggara Timur,
L
rs. Benhard Menoh, MT
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pembina Tingkat |

BADAN KEUANGAN DAERAH NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
BIDANG PERBENDAHARAAN

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nemor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelclaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS,

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Tirmur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

Ao

10

1. ASN
2. Pendidikan minimal S1

3. Memahami tata cara pelaksanaan APBD

4. Mampu mengoperasikan komputer, aplikasi dan mekanismenya

Keterkaitan :

Peralatani/perlengkapan :

1, SOP penanganan surat keluar.
2. SOP penanganan surat masuk.

1, Komputer/Laptop
2. Printer/Scanner
3, Jaringan Intemet

4,
5.

Printer.
Aplikasi Sim Gaji Taspen

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pelaksanaan SOP Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tidak
dijalankan akan berakibat terlambatnya gaji pensiunan ASN bersangkutan.

1. Dicantumkan dalam buku register SKPP
2. Disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Analis Kepala Sub Keterangan
Perbiafdahiatasn Bidang Kuasa BUD |Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menerima dan memverifikasi - Fotocopy SK Pensiun sebanyak 4
kelengkapan berkas permohonan lembar yang telah dilegalisir oleh
pengajuan penerbitan SKPP. Jika pejabat yang berwenang
semua dokumen lengkap dan benar _ Mulai - Pas Foto bewarna sebanyak 4 lembar
akan dicetak konsep SKPP dan o - Fotocopy Kartu Keluarga , Terkait Aplikasi
L . i 20 menit  [Konsep SKPP =
diajukan ke Kuasa BUD melalui - Surat Keterangan Aktif Kuliah atau SIM Gaji Taspen
Kasubid. Sekolah bagi Anak yang berusia > 21
Tahun dan masih tertunjang

2. |Memeriksa kebenaran konsep SKPP, . X Konsep SKPP
memparaf dan mengajukan kepada HEizLL & /é SKPP yang sudah
Kuasa BUD jika setuju dan jika tidak 5 menit : :

o ) diparaf Kasubid

setuju dikembalikan kepada staf.

3. |Memeriksa kebenaran SKPP dan - \< SKPP yang sudah diparaf Kasubid
menandatangani jika setuju dan jika = ~ |SKPPyang sudah
tidak setuju dikembalikan kepada 5menit |ditandatangani kuasa
Kasubid. b BUD

4. |Meregister, menyerahkan SKPP yang - Buku Register SKPP - Tanda terima
sudah ditandatangani Kuasa BUD - SKPP yang sudah ditandatangani - Dokumentasi SKPP
kepada ASN yang bersangkutan atau kuasa BUD -

menit

Bendahara SKPD serta mengarsipkan
lembar SKPP dan dokumen
kelengkapan lainnya.




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan dan Sub Bidang Akuntasi Belanja, Aset,
Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan

Nomar SOP 62 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif =
isahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Da

rovinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 18720512 199101 1 001

Judul SOP Usulan Ganti Uang Persediaan (GUP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-tndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-tndang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Bendahara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah.

10.

1.
12.

1. Pendidikan minimal S1.
Memahami mekanisme pertanggungjawaban APBD
Memahami teknis prosedural tambahan uang persediaan

2
3
4. Memahami pengakuntansian belanja rutin

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan surat keluar.
2. SOP penanganan surat masuk.

4,
5.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Aplikasi SIPKD
Berita Acara Rekonsiliasi

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Batasan permintaan Ganti Uang Persediaan oleh masing - masing SKPD adalah 3 (tiga) kali dalam satu bulan

1. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi
2. Dokumen SPJ
3. Kertas Kerja




Pelaksana Mutu Baku
Para Kasubid di :
: Pelaksana i Kepala Bidang
4. Thap Kagletan Fungsional Ak m__%:.n d SKPD Kepala Biang >=”=.mam_ dan Kelengkapan Waktu Output i ol
Umum/Tim Kerja m_.._z ansi dan Perbendaharaan Pelaporan
elaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. |Melakukan rekonsiliasi dengan bendahara pengeluaran SPJ Fungsional, LPJ, BKU, Buku 1-2Jam  |Konsep Berita Acara Rekonsiliasi
SKPD sekaligus verifikasi dan klarifikasi terhadap Pajak, Surat Pernyataan PPK dan SPJ, BKU, LPJ, Pajak dan RC
pertanggungjawaban pemanfaatan uang persediaan oleh Rekening Koran (Bukti setoran Bank antara Badan Keuangan
SKPD dimaksud, dalam rangka permintaan ganjil uang apabila diperlukan) Daerah dengan SKPD terkait
persediaan.

2. |Mengesahkan hasil rekonsiliasi SPJ, BKU, LPJ, Pajak dan SPJ Fungsional, LPJ, BKU, Buku 10 menit  |Berita Acara Rekonsiliasi SPJ,
RC Bank antara Tim Kerja dengan SKPD terkait, sebagai ,Pl_ Pajak, Surat Pernyataan PPK dan BKU, LPJ, Pajak dan RC Bank
salah satu kelengkapan administrasi dalam rangka _ s Rekening Koran (Bukti setoran antara Badan Keuangan Daerah
permintaan ganti uang persediaan oleh SKPD terkait. ) apabila diperlukan) dengan SKPD terkait

3. [Mengusulkan permintaan pengantian uang persediaan Usulan permintaan ganti uang Berta 20 Menit  |Surat Permintaan Pembayaran
kepada Bidang Perbendahaaran untuk diproses lebih W SPJ Fungsional, LPJ, BKU, Buku (SPP) dan Surat Perintah
lanjut ﬂ.IJ Pajak, Surat Pernyataan PPK dan Membayar (SPM) Ganti uang

al._ Rekening Koran (Bukti setoran beserta dokumen kelengkapan
apabila diperlukan) lainnya

4. |Memeriksa SPP dan SPM. Apabila setuju, memberikan \ Surat Permintaan Pembayaran (SPP) | 30 s/d 50 Menit [Surat Permintaan Pembayaran
penomoran dan penaggalan sekaligus memverifikasi ._ﬁuerf dan Surat Perintah Membayar (SPM) (SPP) dan Surat Perintah
dokumen usulan permintaan ganti uang persediaan yang vl Ya Ganti uang beserta dokumen Membayar (SPM) Ganti uang
diajukan oleh SKPD terkait. Apabila tidak setuju, » kelengkapan lainnya beserta dokumen kelengkapan
dikembalikan untuk diperbaiki, lainnya yang telah terverifikasi

5. |Memeriksa SPP dan SPM. Apabila setuju, memberikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 10 Menit  |Surat Permintaan Pembayaran
persetujuan terhadap SPP dan SPM ganti uang beserta v dan Surat Perintah Membayar (SPM) (SPP) dan Surat Perintah
dokumen kelengkapan lainnya yang telah terverifikasi Tidak P Ganti uang beserta dokumen Membayar (SPM) Ganti uang
untuk diproses lebih lanjut. Apabila tidak setuju kelengkapan lainnya yang telah beserta dokumen kelengkapan
dikembalikan untuk diperbaiki. terverifikasi lainnya yang telah terverifikasi

Ya dan disetujui untuk diproses lebih
| lanjut.

6. |Menerima kembali Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 30 Menit  |Surat Perintah Pencairan Dana
dan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang beserta dan Surat Perintah Membayar (SPM) (SP2D) sebagai ganti uang
dokumen kelengkapan lainnya yang telah terverifikasi dan Ganti uang beserta dokumen persediaan SKPD
disetujuiuntuk diproses lebih lanjut kelengkapan lainnya yang telah

terverifikasi dan disetujui untuk
diproses lebih lanjut.

7. |Menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana 30 Menit s/d 60 |Penggantian Uang Persediaan
sebagai ganti uang persediaan SKPD untuk diproses lebih (SP2D) sebagai ganti uang Menit SKPD

lanjut.

persediaan SKPD




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG AKUNTANS| DAN PELAPORAN

Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan dan Sub Bidang Akuntasi Belanja, Aset, Hutang dan
Pengeluaran Pembiayaan

Nomor SOP 63 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Da

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP sulan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Pelaporan Keuangan;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;

9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

10. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebiiakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistam Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

o

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan | 1. Pendidikan minimal $1.
Daerah; 2. Memahami mekanisme pertanggungjawaban APBD
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Memahami teknis prosedural tambahan uang persediaan
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Memahami pengakuntansian belanja rutin
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan surat keluar. 1. ATK.
2. SOP penanganan surat masuk, 2. Komputer,

3. Printer.

4, Aplikasi SIPKD

5, Surat persetujuan TUP
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Permintaan Tambahan Uang Persediaan dikhususkan untuk belanja kegiatan yang bersifat mendesak,namun uang persediaan yang ada
tidak cukup untuk membiayai kegiatan dimaksud.

1. Surat persetujuan TUP
2. Dokumen SPJ
3. Kertas Kerja




Pelaksana Mutu Baku
Tim Kerja
No. Tahap Kegiatan SKPD Bélaksani vnmmnwﬂ“_“hwa Kepala Bidang b o Wekiu Output Keterangan
Fungsional Abiisitanst Dées Akuntansi Dan Pambandatisraan Kepala Badan
Umum/Tim kerja Pelaporan s
pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. |Mengajukan permohonan tambahan Uang Surat permohonan dari pimpinan SKPD dilampiri | 30 Menit  [permohonan pengajuan Tambahan Uang
persediaan (TUP) kepada Kepala Badan E dengan TOR kegiatan mendesak yang akan Persediaan dari SKPD kepada Kepala Badan
Keuangan Daerah dilaksanakan serta rincian besaran tambahan Keuangan Daerah

uang yang dibutuhkan

2. |Membaca dan mencermati sekaligus memberikan Surat permohonan dari pimpinan SKPD dilampiri | 30 Menit |Arahan tertulis Kepala Badan Keuangan Daerah
arahan tertulis/disposisi terhadap surat ;lbx dengan TOR kegiatan mendesak yang akan terhadap permohenan pengajuan Tambahan
permehonan pengajuan tambahan uang R _ dilaksanakan serta rincian besaran tambahan Uang Persediaan
persediaan dari SKPD uang yang dibutuhkan

3. |Membaca dan mencermati sekaligus memberikan —....L\ Surat permohonan dari pimpinan SKPD dilampiri | 10 Menit |Arahan tertulis Kepala Bidang Akuntansi dan
arahan tertulis/disposisi terhadap surat 1 _ dengan TOR kegiatan mendesak yang akan Pelaporan terhadap permchonan pengajuan
permohonan pengajuan tambahan uang i dilaksanakan serta rincian besaran tambahan tambahan Uang Persediaan(TUP) dari SKPD
persediaan dari SKPD sesuai dengan arahan uang yeng dibutuhkan berdasarkan arahan tertulis disposisi Kepala
tertulis disposisi dari Kepala Badan Badan Keuangan Daerah

4. |Membaca dan mencermati sekaligus memberikan Surat parmohenan dari pimpinan SKPD dilampiri | 10 Menit |Petunjuk teknis Kepala Sub Bidang dalam
petunjuk teknis menindaklanjuti surat _.ch dengan TOR kegiatan mendesak yang akan menindaklanjuti permohonan pengajuan
permohanan pengajuan tambahan uang 1 _ dilaksanakan serta rincian besaran tambahan tambahan uang persediaan (TUP) dari SKPD
persediaan dari SKPD sesuai dengan arahan uang yang dibutuhkan berdasarkan arahan fertulis disposisi Kepala
tertulis disposisi dari Kepala Badan Badan Keuangan Daerah

5. [Menindaklanjuti surat permohonan pengajuan W Surat permohonan dari pimpinan SKPD dilampiri | 30 Menit |Draf surat Kepala Badan Keuangan Daerah
tambahan uang persediaan dari SKPD sesuai | dengan TOR kegiatan mendesak yang akan Kepada Pimpinan SKPD berkaitan dengan
dengan patunjuk teknis dari Kepala Sub Bidang g ﬂl._ dilaksanakan serta rincian besaran tambahan permohonan pengajuan Tambahan Uang

uang yang dibutuhkan Persediaan

6. |Mencermati dan mengoreksi.Apabila setuju Surat permohonan dari pimpinan SKPD dilampiri | 10 Menit |Draf surat Kepala Badan Keuangan Daerah
memaraf draft surat Kepala Badan Keuangan dengan TOR kegiatan mendesak yang akan Kepada Pimpinan SKPD berkaitan dengan
Daerah kepada pimpinan SKPD berkaitan dengan Tidak \\,f dilaksanakan serta rincian besaran tambahan permohonan pengajuan Tambahan Uang
permohonan tambahan Uang Pergediaan (TUP) < uang yang telah terverifikasi oleh tim kerja Persediaan
dari SKPD yang diajukan.Apabila tidak setuju ._\ Ya
dikembalikan untuk diperbaiki

7. |Mencermati dan mengoereksi.Apabila setuju Tidak Surat permohonan dari pimpinan SKPD dilampiri | 10 Menit |Draf surat Kepala Badan Keuangan Daerah

a

memaraf draft surat Kepala Badan Keuangan
Daerah Kepada Pimpinan SKPD berkaitan
dengan permohonan tambahan Uang Persediaan
(TUP) dari SKPD yang diajukan.Apabila tidak
setuju dikembalikan untuk diperbaik

Ya

dengan TOR kegiatan mendesak yang akan
dilaksanakan serta rincian besaran tambahan
uang yang telah terverifikasi oleh tim kerja

Kepada Pimpinan SKPD berkaitan dengan
permohonan pengajuan Tambahan Uang
Persediaan




Pelaksana Mutu Baku
Tim Kerja
; Kegiat Para Kasubid
No Tahap Kegiatan SKPD Pelaksana dibidang KepalaBidang | (1o pidane Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Fungsianal Akuritaivst Dan Akuntansi Dan Penibenddharaan Kepala Badan
Umumi/Tim kerja Pelaporan
pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8. |Mencermati dan mengereksi. Apabila setuju, 1) Surat parmohonan dari pimpinan SKPD dilampiri | 10 Menit |surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kepada

menandatangani surat Kepala Badan Keuangan dengan TOR kegiatan mendesak yang akan Pimpinan SKPD berkaitan dengan permohonan

Daerah Kepada Pimpinan SKPD, berkaitan Tidak dilaksanakan serta rincian besaran tambahan pengajuan Tambahan Uang Persediaan

dengan permohonan Tambahan Uang Persediaan uang yang dibutuhkan

(TUP) yang diajukan. Apabila tidak setuju

dikembalikan untuk diperb "

a

9. |menerima surat Kepala Badan Ketlangan Daerah SPP,SPM serta TOR dan surat persetujuan 30 Menit  [SPP dan SPM TUP serta dokumen

dan menindaklanjutinya y kepalabadan keuangan daerah berkaitan kelengkapannya

- dengan tambahan uang yang dibutuhkan

10. |Menerima dan memeriksa. Apabila setuju \ SPP dan SPM TUP serta dokumen 30 Menit  {menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

memverifikasi kelengkapan dokumen permintaan Tidak P kelengkapannya (SP2D) Tambahan Uang Persediaan

TUP oleh SKPD apabila tidak setuju,dikembalikan

untuk diperbaikan N
11. |Menerima SP2D TUP untuk dicairkan SP2D TUP yang siap untuk dicairkan menjadi 30 Menit |cek dan uang

[ selesai ] uang TUP




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Nomor SOP 64 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan cleh

PIt. Kepala Badan Keuangan Dae
Provinsi Nusa Tenggara Fitur,

Drs. Benhard Mench, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Judul SOP

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 fentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Bendahara;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanazn Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

O IE IR X

e o

-

. Pendidikan minimal $1.

2. Memahanmi sistematika laporan realisasi.

3. Memahami Teknis penyusunan Laporan Realisasi.
4, Memahami mekanisme pertanggungjawaban APBD.

3 SOP Ganti Uang Persediaan (GUP)
4 S0P Tambah Uang Persediaan (TUP)

4 Aplikasi SIPKD

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
11, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah,
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP penanganan surat keluar, 1 ATK
2 SOP penanganan surat masuk. 2 Komputer
3 Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila standar operasional prosedur penyusunan laporan keuangan pemda tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
ketidaktepatan wakiu penyampaian laporan keuangan pemda dan kualitas laporan keuangan pemda

1 Dckumen SPJ

2 Kertas kerja




Pelaksana Mutu Baku
Tim Kerja
- Pelaksana
i Tahap Kegiatan :
No ap.neg fungsional Para Kasubid di | KepalaBidang Kelengkapan Waktu Output
; bidang akuntansi | AkuntansiDan | Kepala Badan Asisten Il Sekretaris Daerah Gubernur
umumftim kerja
dan pelaporan Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. [Mengumpulkan,menganalisis menyusun dan menyampaikan laporan Laporan realisasi anggaran bulanan 30 Menit  |Laporan realisasi pendapatan dan
realisasi pendapatan dan belanja perangkat daerah sefiap bulan triwulan E triwulandan semester serta surat pengantar belanja perangkat daerah dan
dan semester g i pembiayaan untuk periode bulanan
triwulan dan semester serta surat
2. |Melakukan rekonsiliasi dan koordinasi laporan realisasi pendapatan dan ,r_ Laporan realisasi pendapatan dan belanja 30 Menit  |Konsep laporan realisasi
belanja dari masing-masing perangkat daerah menjadi konsep laporan ﬂ perangkat daerah dan pembiayaan untuk pendapatan,belanja danpembiayaan
realisasi belanja dan pendapatan pemerintah provinsi NTT n._L petiode bulanan triwulan dan semester APBN Periode Bulanan, tiwulan dan
serta surat pengantar semester serta surat pengantarnya
3. |Memeriksa konsep laporan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Tidak ,f Konsep laporan realisasi 30 Menit  |Konsep laporan realisasi
provinsi NTT. jika realisasi tidak mencapai target atau terjadi deviasi maka & - pendapatan,belanja dan pembiayaan pendapatan beianja danpembiayaan
dikembalikan kepada kepala badan untuk diperbaiki disertai arahan J/\\ a APBN Periode Bulanan, friwulan dan APBN Periode Bulanan, fiwulan dan
perbaikan. jika setuju memaraf dan menyampaikan kepada kepala badan semester serta surat pengantarnya semester serta surat pengantarnya
4. |Memeriksa konsep laporan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah v Konsep laporan realisasi 10Menit  |Konsep laporan realisasi
provinsi NTT jika setuju memaraf dan meneruskan kepada asisten |l jika Tidak N pendapatan belanja dan pembiayaan pendapatan,belanja danpembiayaan
tidak setuju mengembalikan kepada kepala bidang akuntansi dan pelaporan / \ va APBN Periode Bulanan,triwulan dan APBN Periode Bulanan ¥iwulan dan
untuk di perbaiki semester serta surat pengantarnya semester serta surat pergantarnya
5. |Memeriksa konsep laporan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Konsep laporan realisasi 10 Menit  |Laporan realisasi pendapatan
provinsi NTT jika sefuju memaraf dan meneruskan kepada Sekertaris Tidak ,ﬁ pendapatan,belanja dan pembiayaan belanjadan pembayaran APBN periode
daerah jika tidak setuju mengembalikan kepada kepala badan untuk di P APBN Periode Bulanan, friwulan dan Bulanantriwulan dan semester
perbaiki N | va semester serta surat pengantarnya
6. |Memeriksa konsep laporan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah N Laporan realisasi pendapatan belanjadan 10 Menit  |Laporan realisasi pendapatan
provinsi NTT jika setuju memaraf dan meneruskan kepada gubernur jika Tidak \ P./ Ya pembayaran APBN periode belanjadan pembayaranAPBN periode
tidak setuju mengembalikan kepada asisten Il untuk diperbaiki J \ Bulanan,triwulan dan semester Bulanan,triwulan dan semester
7. [Memeriksa konsep laporan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Tidak b Laporan realisasi pendapatan belanjadan 30 Menit  [Laporan realisasi pendapatan
provinsi NTT jika setuju memaraf dan memberikan arahan tindak lanjut P pembayaran APBN periode belanjadan pembayaran APBN periode
kepada sekertaris daerah jika tidak setuju mengembalikan sekertaris daerah Bulanan,friwulan dan semester Bulananfriwulan dan semester
untuk di perbaiki Ya
8. |Membaca laporan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi | Laporan realisasi pendapatan belanjadan 10 Menit  |Laporan realisasi pendapatan
NTT serta memberikan petunjuk Asisten |_ _ pembayaran APBN periode belanjadan pembayaran APBN periode
% Bulanan,friwulan dan semester Bulanan, friwulan dan semester




Pelaksana Mutu Baku
Tim Ketja
f Pelaksana
el T Bachian fungsional ParaKasubid di | Kepala Bidang Kelengkapan Waktu Output
umumitim kerja | bidang akuntansi | AkuntansiDan | Kepala Badan Asistenll  |Sekretaris Daerah|  Gubernur
dan pelaporan Pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9. |Membaca laporan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi Laporan realisasi pendapatan belanjadan 10 Menit  |Laporan realisasi pendapatan
NTT serta memberikan petunjuk Kepala Badan pembayaran APBN periode belanjadan pembayaran APBN periode
Bulanan friwulan dan semester Bulanan,friwulan dan semester
10. |Membaca laporan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi v Laporan realisasi pendapatan belanjadan 10 menit | Laporan realisasi pendepatan
NTT serta memberikan petunjuk Kepala bidang akuntansi dan Pelaporan 1 _ pembayaran APBN periode belanjadan pembayaran APBN periode
) Bulanan,triwulan dan semester Bulanan,triwulan dan semester
11. |Membaca laporan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi , Laporan realisasi pendapatan belanjadan 10 Menit  |Laporan realisasi pendapatan
NTT serta memberikan petunjuk Kasubdib pembayaran APBN periode belanjadan pembayaran APBN periode
Bulanan,triwulan dan semester Bulanan,triwulan dan semester
—
12, |Membaca laporan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi Laporan realisasi pendapatan belanjadan 10 Menit  |Laporan realisasi pendapatan
NTT serta memberikan petunjuk kepada pelaksana fungsional umum tim pembayaran APBN periode belanjadan pembayaran APBN periode
kerja Bulanan,triwulan dan semester Bulanan,triwulan dan semester
13. |Mendistribusikan dan mendokumentaskan laporan realisasi anggaran Laporan realisasi pendapatan belanjadan Laporan realisasi pendapatan
pendapatan dan belanja pemerintah provinsi NTT Y, pembayaran APBN periode 1:2 horl kerfa belanjadan pembayaranAPBN periode

Bulanan, friwulan dan semester

Bulanan, friwulan dan semester




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH

BIDANG PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

Nomor S0P B5 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
anggal Revisi 23 Oktober 2024

d%.lc%wd Efektit
isahkan oleh

Kosmas D. Lana, SH.,M.Si
Pembina Utama (I\V/e)
' Nip. 19650927 199011 1004

SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUAS! WILAYAH | DAN SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH II

Judul SOP

Penyusunan Keputusan Gubernur Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APED
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran APBD

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Pendidikan minimal S1;

3. SOP Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota
Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.

4, Printer.

2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Menguasai Ketentuan terkait Ranperda/Ranperkada APBD;
3 Peraturan Pemerintah {PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah 3. Menguasai Tata Kelola Keuangan Daerah;
Pusat 4. Menguasai penggunaan Komputer;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Memiliki kemampuan analikal yang balk;
5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 6. Memiliki kemampuan verbal yang memada.
6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.
7 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8 Parmendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggatan Pendapatan dan Belanja Dasrah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
10 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur]
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1, SOP Penanganan Surat Masuk 1, ATK.
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer.

3. Berita acara kelengkapan dokumen

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

|Batas waktu evaluasi oleh Psmerintah Provinsi NTT adalah selambat lambatnya 15 hari kerja sejak dokumen evaluasi dinyatakan lengkap
dan Sah.

3 kertas kerja

1 Berita acara kelengkapan dokumen
2 Checklist kelengkapan dokumen




Pelaksana Mutu Baku
3 Seluruh Kasubid :
; Tahap Keglat:
he s i KepalaBadan | KabidPKKK | Pembinaandan | TimEvaluasi | Asistenll mmﬁ”nm Wakil Gubernur | Gubernur Kelengkapan Waktu Output Kétsesagian
Evaluasi

1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13

1 |Memerintahkan Kabid PKKK untuk menyusun Dokumen Hasil Evaluasi 5 Menit |Dokumen Hasil Evaluasi
konsep keputusdan Gubemur tentang hasil ‘
evaluasi

2 |Menugaskan Para Kasubid Pembinaan dan \ Dokumen Hasil Evaluasi 5Menit |Dokumen Hasil Evaluasi
Evaluasi untuk menyusun konsep keputusan _ 5
Gubernur tentang hasil evaluasi

3 |Menugaskan Tim Evaluasi untuk menyusun \ Dokumen Hasil Evaluasi 5Menit |Dokumen Hasil Evaluasi
konsep keputusan Gubernur tentang hasil _ !
evaluasi

4 [Menyusun konsep keputusan Gubernur tentang HL Dokumen Hasil Evaluasi 2Hari  |Konsep Keputusan
hasil evaluasi dan menyampaikan kepada _Ig Gubernur
Kasubid wilayah terkait 5

5 |Memeriksa draft keputusan Gubernur. Jika A -Konsep Keputusan 1Hari  |Draft Keputusan
setuju, menyampaikan kepada Kabid PKKK. Jika PN Tidak Gubernur Gubernur
tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. Ya -Dokumen Evaluasi

-BAPD
6 [Memeriksa draft keputusan Gubernur. Jika Draft Keputusan Gubernur | 1 Hari  |Draft Keputusan
. Tidak

setuju, meneruskan kepada Kepala Badan. Jika Ya S Gubernur
tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. n

7 |Memeriksa draft keputusan Gubernur. Jika ,f Tidak Draft Keputusan Gubernur | 3 Jam  |Rancangan Keputusan
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Gubernur
Asisten 1ll. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk Ya
diperbaiki.

8 |Memeriksa rancangan keputusan Gubernur. Jika Rancangan Keputusan 1Hari |Rancangan Keputusan
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada X Gubernur Gubernur
Sekretaris  Daersh. Jika ftidak  setuju, Ll Av =
dikembalikan untuk diperbaiki. il

9 |Memeriksa rancangan Keputusan Gubernur. Jika Vv Rancangan Keputusan 1Jam |Rancangan Keputusan
setujy, memaraf dan menyampaiken kepada Tidak AN Gubernur Gubernur
Wakil Gubernur. Jika tidak setuju, dikembalikan v Ys

3 o 3

untuk diperbaiki.

10 |Memeriksa rancangan Keputusan Gubernur. Jika \ Rancangan Keputusan 1Jam |Rancangan Keputusan
setuju, memaraf dan selanjutnya disampaikan Tidak \f Gubernur Gubernur
kepada Gubernur. Jika tidak setuju, dikembalikan Ya

untuk diperbaiki.




Pelaksana

Mutu Baku

; Seluruh Kasubid
: hap Kegiat i
i taep fwluian Kepala Badan Kabid PKKK Pembinaan dan Tim Evaluasi Asisten |l mw_wq””_”a Wakil Gubernur Gubernur Kelengkapan Waktu Qutput Kterau
Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 |Memeriksa rancangan Keputusan Gubernur, Jika Rancangan Keputusan 1Jam | Keputusan Gubernur
setuju, menetapkan keputusan Gubemnur. Jika Tidak Gubernur
tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. 1
12 |Mendistribusikan Keputusan Gubernur kepada = 1 Keputusan Gubernur 1Jam  |Keputusan Gubernur

TAPD Kab/Kota dan mendokumentasikan.

tersampaikan dan bukti
dokumentasi




Nomor SOP
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Tanggal Pembuatan

14 Agustus 2020

Tanggal Revisi
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Tanggal Efektif
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Judul SOP

Penyusunan Keputusan Gubernur Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubermur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat

4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

& Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

7 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

8 Permendagri Nemor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

9 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

10 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pefunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

ook W

1. Pendidikan minimal §1;

Menguasai Ketentuan terkait Ranperda/Ranperkada APBD;
Menguasai Tata Kelola Keuangan Daerah;

Menguasai penggunaan Komputer;

Memiliki kemampuan analikal yang baik;

Memiliki kemampuan verbal yang memadai.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk

1, ATK.

2. SOP Penanganan Surat Keluar m“ Komputer.
3. SOP Pembzhasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ppertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3. Berita acara kelengkapan dokumen
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan BupatiiWalikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawbaan Pelaksanaan| 4., Printer.
APBD.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

|Batas wakiu evaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTT adalah selambat lambatnya 15 hari kerja sejak dokumen evaluasi
dinyatakan lengkap dan Sah.

3 kertas kerja

1 Berita acara kelengkapan dokumen
2 Checklist kelengkapan dokumen




Pelaksana Mutu Baku
Seluruh Kasubid
e 1aba Kedinian KepalaBadan | Kabid PKKK | Pembinaandan | TimEvaluasi | Asisten il mm_muﬂm Wakil Gubernur | Gubernur Kelengkapan Waktu Output REE
Evaluasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 |Memerintahkan Kabid PKKK untuk menyusun Dokumen Hasil Evaluasi 5Menit  |Dokumen Hasil Evaluasi
konsep keputusdan Gubernur tentang hasil i
evaluasi
2 |Menugaskan Para Kasubid Pembinaan dan ,PI._ Dokumen Hasil Evaluasi 5 Menit  [Dokumen Hasil Evaluasi
Evaluasi untuk menyusun konsep keputusan _ I
Gubernur tentang hasil evaluasi
3 |Menugaskan Tim Evaluasi untuk menyusun r_ Dokumen Hasil Evaluasi 5 Menit  |Dokumen Hasil Evaluasi
konsep keputusan Gubernur tentang hasi _
evaluasi
4 |Menyusun konsep keputusan Gubernur tentang _I, Dokumen Hasil Evaluasi 2 Hari  |Konsep Keputusan
hasil evaluasi dan menyampaikan kepada I Gubernur
Kasubid wilayah terkait
5 |Memeriksa draft keputusan Gubernur. Jika \ -Konsep Keputusan 1Hari  |Draft Keputusan
setuju, menyampaikan kepada Kabid PKKK. Jika \f Tidak Gubernur Gubernur
tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. Ya -Dokumen Evaluasi
-BAPD
6 [Memeriksa draft keputusan Gubernur. Jika e ._._._.hu_ Draft Keputusan Gubernur | 1 Hari | Draft Keputusan
setuju, meneruskan kepada Kepala Badan. Jika Ya < \ Gubernur
tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. )
7 |Memeriksa draft keputusan Gubernur. Jika ,f Tidak Draft Keputusan Gubernur | 3 Jam  |Rancangan Keputusan
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Gubernur
Asisten 1ll. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk Ya
diperbaiki.
8 |Memeriksa rancangan keputusan Gubernur. Jika Rancangan Keputusan 1Hari  |Rancangan Keputusan
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Y Gubernur Gubernur
Sekretaris  Daerah. Jika fidak  sefuju, il >
dikembalikan untuk diperbaiki. N
9 |Memeriksa rancangan Keputusan Gubernur. Jika W Rancangan Keputusan 1Jam |Rancangan Keputusan
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Tidak P Gubernur Gubernur
Wakil Gubemur. Jika tidak setuju, dikembalikan - Ya
untuk diperbaiki. i
10 |Memeriksa rancangan Keputusan Gubernur. Jika v Rancangan Keputusan 1Jam [Rancangan Keputusan
sefuju, memaraf dan selanjutnya disampaikan Tidak SN ) Gubernur Gubemnur
kepada Gubernur. Jika tidak setuju, dikembalikan Ya
untuk diperbaiki.




Pelaksana Mutu Baku
: Seluruh Kasubid
No. Tahap Kegiatan i
it i Kepala Badan Kabid PKKK Pembinaan dan Tim Evaluasi Asisten Ill mmﬁ”_”_ e Wakil Gubernur Gubernur Kelengkapan Waktu Output Ketarangun
Evaluasi
1 2 3 4 § 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 |Memeriksa rancangan Keputusan Gubernur. Jika Rancangan Keputusan 1Jam | Keputusan Gubernur
setuju, menetapkan keputusan Gubernur. Jika Tidak Gubernur
tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.
12 |Mendistribusikan Keputusan Gubernur kepada ] Keputusan Gubernur 1Jam  |Keputusan Gubernur
TAPD Kab/Kota dan mendokumentasikan. i tersampaikan dan bukti
dokumentasi




Nomor SOP b/ Tahun 2024
Em_ Pembuatan 14 Agustus 2020
4@%& Revisi 23 Oktober 2024
anggal Etekiif 7
isahkan oleh ﬁ‘ SEK| ;_ﬁ DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Apa—
&
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR /—\
BADAN KEUANGAN DAERAH Kosmas D. Lana, SH.,M.Si
Pembina Utama (IV/e)
BIDANG PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Nip. 19650927 199011 1 004
Penyusunan Keputusan Gubernur Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan
SUB BIDANG FEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH | c_.ﬂ»z SUBDANG FEMBINAAN AN ENALUASIWILAYAR Judul SOP APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Pendidikan minimal 81
2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 2. Menguasai Ketentuan terkait Ranperda/Ranperkada APBD;
Pemerintahan Daerah 3. Menguasai Tata Kelola Keuangan Daerah;
3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai 4. Menguasai penggunaan Komputer;
Wakil Pemerintah Pusat 5. Memiliki kemampuan analikal yang baik;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Memiliki kemampuan verbal yang memadai.
5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
& Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7 Parmendagr Nomer 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8 Permendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
9 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
10 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer.
3. SOP Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan 3. Berita acara kelengkapan dokumen
Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD. 4, Printer.
|Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Batas waktu evaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTT adalah selambat lambatnya 15 hari kerja sejak dokumen evaluasi| 1 Berita acara kelengkapan dokumen
dinyatakan lengkap. 2 Checklist kelengkapan dokumen
3 kertas kerja




Pelaksana Mutu Baku
Seluruh Kasubid .
: iat:
N TR agistan Kepala Badan Kabid PKKK Pembinaan dan Tim Evaluasi Asisten lll mmrhnu_”_m Wakil Gubernur Gubernur Kelengkapan Waktu Output Hetarargan
Evaluasi

1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14

1 |Memerintahkan Kabid PKKK untuk menyusun Dokumen Hasil Evaluasi 5 Menit |Dokumen Hasil Evaluasi
konsep keputusdan Gubernur tentang hasil ﬂ
evaluasi

2 |Menugaskan Para Kasubid Pernbinaan dan ,r_ Dokumen Hasil Evaluasi 5Menit  |Dokumen Hasil Evaluasi
Evaluasi untuk menyusun konsep keputusan _ |
Gubernur tentang hasil evaluasi

3 |Menugaskan Tim Evaluasi untuk menyusun ,PJ Dokumen Hasil Evaluasi 5 Menit  |Dokumen Hasil Evaluasi
konsep keputusan Gubernur tentang hasil _ : |
evaluasi

4 |Menyusun konsep keputusan Gubernur tentang qll.. Dokumen Hasil Evaluasi 2Hari  |Konsep Keputusan
hasil evaluasi dan menyampaikan kepada B Gubemur
Kasubid wilayah terkait 7

5 |Memeriksa draft keputusan Gubernur. Jika \ -Konsep Keputusan Gubernur 1Hari  |Draft Keputusan
setuju, menyampaikan kepada Kabid PKKK. Jika \\f Tidak -Dokumen Evaluasi Gubemur
tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. Ya < -BAPD

6 |Memeriksa draft keputusan Gubernur. Jika S Tidak Draft Keputusan Gubernur 1Hari |Draft Keputusan
setuju, meneruskan kepada Kepala Badan. Jika Ya N \ Gubernur
tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. y

7 |Memeriksa draft keputusan Gubernur. Jika ,f Tidak Draft Keputusan Gubernur 3Jam |Rancangan Keputusan
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Gubemur
Asisten [Il. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk Ya
diperbaiki.

8 |Memeriksa rancangan keputusan Gubernur. Jika Rancangan Keputusan Gubernur | 1 Hari  |Rancangan Keputusan
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada X Gubemur
Sekretaris Daerah. Jika fidak  setujy, Tidak Av -
dikembalikan untuk diperbaiki. ) o :

9 [Memeriksa rancangan Keputusan Gubernur. Jika Tidak NG Rancangan Keputusan Gubernur | 1Jam  |Rancangan Keputusan
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Gubermnur
Wakil Gubernur. Jika tidak setuju, dikembalikan Ya
untuk diperbaiki.




Pelaksana Mutu Baku
Seluruh Kasubid
; Tahap Kegi i
i AN thulatan Kepala Badan Kabid PKKK Pembinaan dan Tim Evaluasi Asisten Il muc_u.aoq"“ﬁ__m Wakil Gubernur Gubernur Kelengkapan Waktu Output Adlscangn
Evaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 |Memeriksa rancangan Keputusan Gubernur. Jika Rancangan Keputusan Gubernur | 1 Jam  |Rancangan Keputusan

setuju, memaraf dan selanjutnya disampaikan Tidak Gubernur

kepada Gubernur. Jika tidak setuju, dikembalikan Ya

untuk diperbaiki. ~

y §

11 [Memeriksa rancangan Keputusan Gubernur. Jika Rancangan Keputusan Gubernur | 1 Jam | Keputusan Gubernur

setuju, menetapkan keputusan Gubernur. Jika Tidak \,

tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. j
12 |Mendistribusikan Keputusan Gubernur kepada Ya Keputusan Gubernur 1Jam  |Keputusan Gubernur

TAPD Kab/Kota dan mendokumentasikan. % tersampaikan dan bukti

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH | DAN SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH Il

Nomor SOP 68 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Plt. Kepala Badan Keuangan Dum..n:\%\

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |

NIP 19720512 199101 1 001

Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota
dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran APBD
Kabupaten/Kota

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyslenggaraan
Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

o

10

1 Pendidikan minimal S1

Menguasai Ketentuan terkait Ranperda/Ranperkada APBD
Menguasai Tata Kelola Keuangan Daerah

Menguasai penggunaan Kemputer

Memiliki kemampuan analikal yang baik

Memiliki kemampuan verbal yang memadai

Oy O B WM

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK.

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer.

3. SOPTim Kerja 3. Berita acara kelengkapan dokumen
4. Printer,

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Batas waktu evaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTT adalah selambat lambatnya 15 hari kerja sejak dokumen evaluasi
dinyatakan lengkap dan Sah.

1 Berita acara kelenakapan dokumen
2 Checklist kelengkapan dokumen
3 kertas kerja




Pelaksana

Mutu Baku

Kasubid Pembinaan

Ho; Yo taginin Kepala Badan Kabid PKKK dan Evaluasi Tim Evaluasi vozn.ﬂ_a_z_u_qno_ Kelengkapan Waktu Output Hatgtangan
mum
Wilayah | dan Il
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 [Memerintahkan Kabid PKKK untuk memulai - Berita acara penerimaan dokumen 10 Menit | Disposisi
proses Evaluasi rancangan Perda/Perkada - Dokumen evaluasi lengkap sesuai
tentang APBD Kab/Kota, edaran Gubernur
2 |Menugaskan Para Kasubid Pembinaan dan Disposisl 10 Menit |Disposisi
Evaluasi untuk  melakukan  pemeriksaan
kelengkapan dokumen evaluasi.
3 [Memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi. Jika - Disposisi 4 Jam |- Kertas Kerja
lengkap melanjutkan proses evaluasi, Jika tidak - Dokumen evaluasi lengkap Kelengkapan
lengkap dikembalikan kepada TAPD Kab/Kota Vv Dokumen Evaluasi
untuk dilengkapi dan kembali ke tahap awal. N - Draft Berita Acara
- kelengkapan dokumen
evaluasi
4 |Mengembalikan ke TAPD Kab/Kota untuk Dokumentasi evaluasi lengkap 10 Menit [Kertas Kerja
dilengkapi. \ Kelengkapan
E Dokumen Evaluasi
5 |Menyampaikan draft berita acara kelengkapan \ Draft Berita Acara kelengkapan 10 Menit |Draft Berita Acara
dokumen kepada Kabid PKKK. & dokumen evaluasi kelengkapan dokumen
_J, evaluasi
6 [Memeriksa draft berita acara kelengkapan \ Draft Berita Acara kelengkapan 1Jam |Berita Acara
dokumen evaluasi. Jika setuju menugaskan para f Tidak dokumen evaluasi kelengkapan dokumen
Kasubid Pembinaan dan Evaluasi untuk - evaluasi
melakukan  evaluasi. Jika tidak  setuju
dikembalikan untuk diperbaiki.
7 |Memerintahkan Tim Evaluasi untuk melakukan Ya > - Disposisi 15 Menit |- Disposisi
evaluasi - Dokumen evaluasi lengkap - Dokumen evaluasi

lengkap




Pelaksana

Mutu Baku

Kasubid Pembinaan

e Tabop Kagluian Kepala Badan Kabid PKKK dan Evaluasi Tim Evaluasi PaBgRIStresl Kelengkapan Waktu Output Katsrangan
Umum
Wilayah | dan Il

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 [Mengevaluasi aspek administrasi, legalitas, ﬂu Dokumentasi evaluasi lengkap 2 Hari  |Kertas Kerja
kebijakan dan struktur rancangan pemeriksaan aspek
Perda/Perkada tentang APBD. kepatuhan administrasi

dan legalitas

9 |Menyelenggarakan rapat teknis bersama TAPD -Kertas Kerja pemeriksaan aspek {hari |Catatan tambahan
Kab/Kota untuk mengumpulkan  informasi _ _A» _ i _A : _ kepatuhan administrasi dan legalitas
tambahan, > L -Notulen rapat

-Catatan/Bahasan Evaluasi

10 [Menyusun konsep pemaparan hasil evaluasi -Kertas kerja kelengkapan dokumen 2Hari |Konsep pemaparan
dan menyerahkan kepada para Kasubid evaluasi hasil evaluasi
Pembinaan dan Evaluasi. Kertas Kerja pemeriksaan aspek

kepatuhan administrasi dan legalitas
\ -Kertas kerja pemeriksaan aspek
e kebijakan dan struktur Ranperda dan
_|.> Ranperkada APBD
-Catatan tambahan

11 |[Memerksa konsep hasil evaluasi. Jka setuju, Konsep pemaparan hasil evaluasi 1 Hari  |Draft Pemaparan Hasil
memaraf dan meneruskan kepada Kabid PKKK. b 4 Evaluasi
Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki, Ya O |ridak |

\

12 |Memeriksa konsep hasil evaluasi. Jika setuju, \ Draft Keputusan Gubernur tentang 1 Hari |Draft Keputusan
memaraf dan meneruskan kepada Kepala X Pemaparan Hasil Evaluasi Gubernur tentang
Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk 2 < [ kL Pemaparan Hasil
diperbalki, J,\ Evaluasi oleh Kabid

13 [Memeriksa konsep hasil evaluasi. Jika setuju, Draft Keputusan Gubernur tentang 3Jam [Dokumen Pemaparan
menandatangani. Jika tidak setuju, dikembalikan ,f i Pemaparan Hasil Evaluasi oleh Kabid Hasil Evaluasi
untuk diperbaiki. Tidak terverifikasi oleh

Kepala Badan
14 {Hasil Evaluasi tentang APBD Kabupaten/Kota, Dokumen Hasil Evaluasi 1 hari |Dokumen Pemaparan
Hasil Evaluasi

terverifikasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH | DAN SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH I

Nomor SOP 69 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020
anggal Revisi 23 Oktober 2024
m:mmm_ Efektif §
isahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah \W.

Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001

Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Judul SOP Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat

4 Peraturan Pamerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

7 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

8 Permendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dagrah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dasrah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10 Peraturan Gubsmur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal $1

Menguasai Ketentuan terkait Ranperda/Ranperkada APBD
Menguasai Tata Kelola Keuangan Daerah

Menguasai penggunaan Komputer

Memiliki kemampuan analikal yang baik

Memiliki kemampuan verbal yang memadai

D GV B WM

|Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar
3. SOP Tim Kerja

1. ATK.
2. Komputer.

3. Berita acara kelengkapan dokumen
4 Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Batas waktu evaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTT adalah selambat lambatnya 15 hari kerja sejak dokumen evaluasi
dinyatakan lengkap dan Sah.

{1  Berita acara kelengkapan dokumen
2 Checklist kelengkapan dokumen
3 kertas kerja




Pelaksana Mutu Baku
Kasubid Pembinaan :
No. Tahap Kegiatan i Kete
? ARE Sminn Kepala Badan Kabid PKKK dan Evaluasi Tim Evaluasi vmzuﬂ__“gz_”ﬁuﬁo_ Kelengkapan Waktu Output A
Wilayah | dan Il
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 [Memerintahkan Kabid PKKK untuk memulai - Berita acara penerimaan 10 Menit |Disposisi
proses Evaluasi rancangan Perda/Perkada dokumen
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan - Dokumen evaluasi lengkap
APBD Kab/Kota. — sesuai edaran Gubernur
2 |Menugaskan Para Kasubid Pembinaan dan Disposisi 10 Menit | Disposisi
Evaluasi  untuk  melakukan  pemerksaan
kelengkapan dokumen evaluasi
3 |Memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi. Jika - Disposisi 4 Jam |- Kertas Kerja
lengkap melanjutkan proses evaluasi. Jika tidak ,f - Dokumen evaluasi lengkap Kelengkapan Dokumen| *®
lengkap dikembalikan kepada TAPD Kab/Kota 7 Evaluasi
untuk dilengkapi dan kembali ke tahap awal, - Draft Berita Acara
kelengkapan dokumen
evaluasi
4 |Mengembalikan ke TAPD Kab/Kota untuk Dokumentasi evaluasi lengkap 10 Menit |Kertas Kerja
dilengkapi. s Kelengkapan Dokumen
Evaluasi
5 [Menyampaikan draft berita acara kelengkapan \ Draft Berita Acara kelengkapan 10 Menit |Draft Berita Acara
dokumen kepada Kabid PKKK. m dokumen evaluasi kelengkapan dokumen
evaluasi
6 |Memerksa draft berita acara kelengkapan Draft Berita Acara kelengkapan 1Jam |Berita Acara
dokumen evaluasi. Jika setuju menugaskan para ,f dokumen evaluasi kelengkapan dokumen
Kasubid Pembinaan dan Evaluasi untuk v Tidak evaluasi
melakukan  evaluasi, Jika tidak setuju
dikembalikan untuk di perbaiki.
7 |Memerintahkan Tim Evaluasi untuk melakukan - Disposisi 15 Menit |- Disposisi

evaluasi

Ya

- Dokumen evaluasi lengkap

- Dokumen evaluasi
lengkap




Pelaksana

Mutu Baku

Kasubid Pembinaan

ho. Taes Syt Kepala Badan Kabid PKKK dan Evaluasi Tim Evaluasi _uo__aﬂua_:_uﬁu_ Kelengkapan Waktu Output Hetatangan
Wilayah | dan I o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 |Mengevaluasi kesesualan Ranperda dengan Dokumentasi evaluasi lengkap 2Hari |Kertas Kerja
Perda APBD/perubahan APBD, Ranperkada pemeriksaan aspek
dengan Perkada Penjabaran APBD/penjabaran kepatuhan administrasi
Perubahan APBD dan Ranperda dan v_..ru_ _ dan legalitas
Ranperkada dengan temuan Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK.
9 [Menyelenggarakan rapat teknis bersama TAPD Kertas Kerja pemeriksaan aspek 1hari |Catatan tambahan
Kab/Kota untuk mengumpulkan  informasi _ _A _ _A r_ . \_ kepatuhan administrasi dan
tambahan. > N legalitas
-Catatan / Bahan Evaluasi
10 [Menyusun konsep pemaparan hasi evaluasi dan -Kertas kerja kelengkapan 2 Hari  |Konsep pemaparan
menyerahkan kepada para Kasubid Pembinaan dokumen evaluasi hasil evaluasi
dan Evaluasi. -Kertas Kerja pemeriksaan aspek
kepatuhan administrasi dan
i legalitas
_ = Kertas kerja pemeriksaan aspek
e kebijakan dan struktur Ranperda
dan Ranperkada
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
-Catatan tambahan
11 [Memeriksa konsep hasil evaluasi. Jika setuju, Konsep pemaparan hasil evaluasi {Hari |Draft Pemaparan Hasil
memaraf dan meneruskan kepada Kabid PKKK. ,f Evaluasi
Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki Ya & > Tidak
M h
12 [Memeriksa konsep hasil evaluasi. Jika setuju, .- Draf Keputusan Gubemur tentang | 1 Hari | Draf Keputusan
memaraf dan meneruskan kepada Kepala Y ik Hasil Evaluasi Gubernur tentang Hasil

Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk
diperbaiki.

Evaluasi terverifikasi
Kabid




Pelaksana Mutu Baku
: Kasubid Pembinaan
No. Tahap K n i K
- Alap oy Kepala Badan Kabid PKKK dan Evaluasi Tim Evaluasi vozom—“&h__”ﬂu:muw Kelengkapan Waktu Output srgan
Wilayah | dan |l
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
13 |Memeriksa konsep hasil evaluasi. Jika setuju, Draf Keputusan Gubernur tentang 3Jam |Dokumen Pemaparan
menandatangani. Jika tidak setuju, dikembalikan ) Hasil Evaluasi terverifikasi Kabid Hasil Evaluasi
untuk diperbaiki, Tidak terverifikasi oleh
Kepala Badan
14 |Hasil Evaluasi tentang Pertanggungjawaban Dokumen Hasil Evaluasi 1 hari  |Dokumen Pemaparan
Pelaksanaan APBD Kab/Kota. Hasil Evaluasi
terverifikasi




Nomor SOP 70 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif e p

Disahkan oleh Pit. Kepala Badan Keuangan Daefah \*

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH Drs. Benhard Menoh, MT
BIDANG PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA Pembina Tingkat |
NIP 19720512 199101 1 001
embahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan
SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI E_._\.:J_‘._\hﬁ_b__._u_wz SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI Judul SOP _ﬁuznm_._nmz Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-undang (JU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014

1 Pendidikan minimal S1

tentang Pemerintahan Daerah 2 Menguasai Ketentuan terkait Ranperda/Ranperkada APBD
2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 3 Menguasai Tata Kelola Keuangan Daerah
Pemerintahan Daerah 4 Menguasai penggunaan Komputer
3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 5 Memiliki kemampuan analikal yang baik
Wakil Pemerintah Pusat 6  Memiliki kemampuan verbal yang memadai
4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8 Permendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Paraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dagrah.
9 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10 Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK.
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer.
3. SOP Tim Kerja 3. Berita acara kelengkapan dokumen
4, Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Batas waktu evaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTT adalah selambat lambatnya 15 hari kerja sejak dokumen
evaluasi dinyatakan lengkap dan Sah.

1 Berita acara kelengkapan dokumen
2 Checklist kelengkapan dokumen

3 kertas kerja




Pelaksana Mutu Baku
. ata : st ;
i Tabapiiagann Kepala Badan Kabid PKKK salunl (Castiii Tim Evaluasi Rerpadrinisires Kelengkapan Waktu Output Ketmeangan
Pembinaan dan Evaluasi Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Memerintahkan Kabid PKKK untuk memulal - Berita acara penerimaan 10 Menit |Disposisi
proses Evaluasi rancangan Perda/Perkada tentang dokumen -
Perubahan APBD Kab/Kota. Dokumen evaluasi lengkap sesuai
edaran Gubernur
2 |Menugaskan Para Kasubid Pembinaan dan ,PI_ Disposisi 10 Menit |Disposisi
Evaluasi  untuk  melakukan  pemeriksaan _
kelengkapan dokumen evaluasi,
3 |Memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi. Jika - Disposisi 4 Jam |- Kertas Kerja
lengkap melanjutkan proses evaluasi. Jika lidak - Dokumen evaluasi lengkap Kelengkapan Dokumen
lengkap dikembalikan kepada TAPD Kab/Kota Vv Evaluasi
untuk dilengkapi dan kembali ke tahap awal. N - Draft Berita Acara
7 kelengkapan dokumen
evaluas|
4 |Mengembalikan ke TAPD Kab/Kota untuk Dokumentasi evaluasi lengkap 10 Menit |Kertas Kerja
dilengkapi. Kelengkapan Dokumen
Evaluasi
5 [Menyampaikan draft berita acara kelengkapan \ Draft Berita Acara kelengkapan 10 Menit |Draft Berita Acara
dokumen kepada Kabid PKKK. | B dokumen evaluasi kelengkapan dokumen
_||> evaluasi
6 |Memeriksa draft berta acara kelengkapan \ Draft Berita Acara kelengkapan {1 Jam |Berita Acara kelengkapan
dokumen evaluasi. Jika setuju menugaskan para f Tidak dokumen evaluasi dokumen evaluasi
Kasubid Pembinaan dan Evaluasi untuk
melakukan evaluasi. Jika tidak setuju dikembalikan Vi
untuk diperbaiki. 1
7 |Memerintankan Tim Evaluasi untuk melakukan - Disposisi 15 Menit |- Disposisi

evaluasi

- Dokumen evaluasi lengkap

- Dokumen evaluasi
lengkap




Pelaksana Mutu Baku
e Tatiap eglan Kepala Badan Kabid PKKK mw_zz_: sty .| Tim Evaluasi Fengedminlsizst Kelengkapan Waktu Qutput Hetarangan
Pembinaan dan Evaluasi Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 |Mengevaluasi kesesuaian Ranperda dengan Dokumentasi evaluasi lengkap 2 Hari  |Kertas Kerja pemeriksaan
Perda APBD/perubahan APBD, Ranperkada aspek kepatuhan
dengan Perkada Penjabaran APBD/penjabaran administrasi dan legalitas
Perubahan APBD dan mmsuwam am:. Ranperkada L v_||_ _
dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
9 |Menyelenggarakan rapat teknis bersama TAPD -Kertas Kerja pemeriksaan aspek 1hari |Catatan tambahan
Kab/Kota  untuk  mengumpulkan  informasi — _A _ _A vﬁ o _ kepatuhan administrasi dan
tambahan. > N legalitas
-Notulen rapat
-Catatan/Bahasan Evaluasi
10 |Menyusun konsep pemaparan hasil evaluasi dan -Kertas kerja kelengkapan 2Hari  |Konsep pemaparan hasil
menyerahkan kepada para Kasubid Pembinaan dokumen evaluasi evaluasi
dan Evaluasi. Kertas Kerja pemeriksaan aspek
kepatuhan administrasi dan
A\ legalitas
[ Kertas kerja pemeriksaan aspek
_..|> kebijakan dan struktur Ranperda
dan Ranperkada Perubahan
APBD
-Catatan tambahan
11 |Memeriksa konsep hasil evaluasi. Jika setujy, Konsep pemaparan hasil evaluasi 1 Hari |Draft Pemaparan Hasil
memaraf dan meneruskan kepada Kabid PKKK. ,F r Evaluasi
Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. Ya & Tifak
b il
12 |Memeriksa konsep hasil evaluasi. Jika setuju, \ Draft Keputusan Gubemurtentang| 1 Hari  |Draft Keputusan
memaraf dan meneruskan kepada Kepala Badan. |\\f Tidak Hasil Evaluasi Gubernur tentang Hasil
Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. Ya Evaluasi terverifikasi oleh

Kabid




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap fogiktan Kepala Badan Kabid PKKK m..w___z__._ Kacubid .| Tim Evaluasi Pengadministrasi Kelengkapan Waktu Output Ketecangan
Pembinaan dan Evaluasi Umum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 |Memeriksa konsep hasil evaluasi. Jika setuju, @ 73] Draft Keputusan Gubernur tentang| 3 Jam  |Dokumen Pemaparan

menandatangani. Jika tidak setuju, dikembalikan \_, Hasil Evaluasi terverifikasi oleh Hasil Evaluasi terverifikasi

untuk diperbaiki. Al Kabid oleh Kepala Badan
14 |Hasil evaluasi tentang perubahan APBD Dokumen Hasil Evaluasi 1hari |Dokumen Pemaparan

Kabupaten/Kota. Hasil Evaluasi terverifikasi

PJ.GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
ANDRIKO NOTO SUSANTO
PARAF HIERARKI
SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA

Plt. KEPALA BIRO HUKUM




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH

BIDANG ANGGARAN
SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUB BIDANG
PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor SOP 71 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 23 Oktober 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR(We—
Disahkan Oleh n

Kosmas D. Lana, SH.,,M.Si

Pembina Utama (IV/e)

Nip. 19650927 199011 1 004
Judul SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. ASN Badan Keuangan Daerah khususnya Bidang Anggaran;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah (Bidang Anggaran);
Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun. 3. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja | 4. Menguasai Peraturan Perudang-undangan yang berkaitan dengan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Daerah yang diterbitkan setiap tahun. Anggaran
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara TimurTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang diterbitkan setiap tahun.
Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Buku Agenda Dokumen Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer/Laptop dan Printer/ Proyektor (LCD)
3. SOP Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3. Alat Tulis Kantor
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
. 1. Mengagendakan kelengkapan berkas pengusulan RKA SKPD
Apabila SOP ini ﬁ.amw %m_amsm_.nm:. maka akan Emg_ keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan di 2. Mengagendakan proses penelaahaan usulan RKA SKPD
OPD dan Target Indikator Kinerja fidak mencapal target 3. Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran
4. Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang Pricritas Plafon Anggaran

Sementara




Pelaksana Mutu Baku
NO URAIAN KABID ASISTEN Ket.
KASUBID TAPD SKPD ANGGARAN KABAN ADMINISTRASI SEKDA PPKD Kelengkapan Waktu Output
1 |Menerima usulan DPA SKPD Mulai RKA SKPD 1 Hari Surat Edaran
dari Perangkat
2 |TAPD melakukan Verifikasi Rancangan DPA 1 Minggu Rancangan
rancangan DPA SKPD SKPD dan DPA SKPD
bersama dengan kepala Anggaran Kas dan Anggaran
SKPD yang bersangkutan Kas
3 |Menerima Hasil perbaikan Rancangan DPA 1 Minggu Rancangan
Rancangan DPA SKPD Ve ¥ SKPD dan DPA SKPD
sesuai hasil Verifikasi % i Anggaran Kas dan Anggaran
bersama TAPD untuk proses Kas
pengesahan
4 |Persetujuan SEKDA Rancangan DPA 3 hari Rancangan
SKPD dan DPA SKPD
Anggaran Kas dan Anggaran
Kas
5 |PPKD mengesahkan DPA SKPD 1 Hari DPA SKPD
rancangan DPA SKPD » S
setelah mendapatkan
persetujuan SEKDA
6 |Pemberian Nomor dan v DPA SKPD 1 Hari DPA SKPD
Tanggal DPA SKPD 1
7 |Percetakan DPA SKPD T DPA SKPD 1 Minggu DPA SKPD
|
8 [Mengagendakan, DPA SKPD 3 Hari DPA SKPD
mendistribusikan dan (selesai )
mengarsipkan DPA SKPD




Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Nomor SOP 72 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 23 Okiober 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
LTI N«mmx TARIS|DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR, /8=
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR \
BADAN KEUANGAN DAERAH Kosmas D, Lana, SH.,M.Si
Pembina Utama (1V/e)
BIDANG ANGGARAN Nip. 19650927 198011 1 004
Sk Blidang Fanyuminan-Anggen Mn””wuﬂﬂ_.“”ﬂ””_wﬂmﬂ.ﬂw _..w”_uzm Sanyuauinan:Anggeren Bldang Judul SOP Penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) SKPD
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 1 Pendidikan minimal §1
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 2 Menguasal Ketentuan terkait Penyusunan APBD
2 Peraluran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 3 Menguasai pengaunaan Komputer
Pemerintahan Daerah. 4 Memiliki kemampuan analikal yang baik
3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemnur Sebagai 5 Memiliki kemampuan verbal yang memadai
Wakil Pemerintah Pusat
4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,
6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 fentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diterbitkan setiap tahun.
10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 lentang Tata Naskah Dinas ¢i Lingkungan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Buku agenda dokumen masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. SOP Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3. Komputer/Laptop
4. SOP Verifikasi RKA 4, Printer
5. SOP Verifikasi Perubahan RKA 5. LCD Proyektor
6. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
|Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} SKPD tidak disusun maka akan ferjadi
keterlambatan dalam peleksanaan kegiatan di SKPD dan target indikator kinerja tidak mencapai target

1. Mengagendakan kelengkapan berkas pengusulan RKA SKPD
2. Mengagendakan proses penelahaan usulan RKA SKPD
3. Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran

4. Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara




Pelaksana Mutu Baku
: : seluruh Kasubid Asisten : o :
No, TAhsy: Ko Kepala Badan >_”Q_"““5 Penyusunan Administrasi mmc_w“n_m_nu PPKD el uﬂ_hhq_.__“ﬂ_mu_ Kelengkapan Waktu Output HithrGeD
99 Anggaran Umum
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1 |Memerintahkan Kepala Bidang Anggaran Agenda Kerja
untuk menyusunPerubahan Dokumen E Terkait dengan SOP
Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) SKPD 10 Menit |Agenda Kerja Penanganan Surat
dengan bersurat ke Perangkat Daerah Keluar
2 |Menugaskan Kasubid Penyusunan <||_ Agenda Kerja
Anggaran untuk menyusun Perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-
DPA) SKPD dengan bersurat ke 10 Menit [Surat Edaran
Perangkat Daerah penyusunan P-DPA
3 |Menerima usulanP-DPA SKPD dari \ Perubahan RKASKPD [ 1 Hari |Surat Edaran
Perangkat Daerah
4 |TAPD melakukan verifikasi rancangan P- Rancangan P-DPA 1 Minggu |Rancangan P-DPA
DPA SKPD bersama Kepala SKPD yang SKPD dan Anggaran SKPD dan Anggaran
bersangkutan Kas Kas
5 |Menerima hasil perbaikan rancangan P- N Rancangan P-DPA 1 Minggu |Rancangan P-DPA
DPA SKPD sesuai hasil verifikasi SKPD dan Anggaran SKPD dan Anggaran
bersama TAPD untuk proses pengesahan D‘lv_Ul»lvD Kas Kas
6 |Persetujuan Sekretaris Daerah B Rancangan P-DPA 3Hari |Rancangan P-DPA
SKPD dan Anggaran SKPD dan Anggaran
Kas Kas
7 |PPKD mengesahkan rancangan P-DPA 1 P-DPA SKPD 1Hari | P-DPA SKPD
SKPD setelah mendapatkan persetujuan _|_
Sekretaris Daerah
8 |Pemberian nomor dan tanggal P-DPA _H P-DPA SKPD {Hari | P-DPA SKPD
9 |Percetakan P-DPA SKPD e P-DPA SKPD 1 Minggu | P-DPA SKPD
_HIL. ™
10 |Menggandakan, mendokumentasikan dan P-DPA SKPD 3Hari | P-DPA SKPD

mendistribuskan P-DPA SKPD

V" Selesai _




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH

BIDANG ANGGARAN

SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor SOP 73 Tahun 2024

Tanggal Pembualan . 23 Oktober 2024

Tanggal Revisi ;

Tanggal Pengesahan ,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Aga—
Disahkan Oleh

Kosmas D. Lana, SH.,M.Si

Pembina Utama (IV/e)

Nip. 19650927 199011 1 004
Judul SOP Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi 2010 - 2025
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 fentang Pedoman

Standar Pelayanan
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. ASN Badan Keuangan Daerah khususnya Bidang Anggaran,

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah (Bidang Anggaran);

3. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

4, Menguasai Peraturan Perudang-undangan yang berkaitan dengan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Keterkaitan

Peralatan/ Perlengkapan

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar
3. SOP Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD

1. Buku Agenda Dokumen Masuk
2. Komputer/Laptop dan Printer/ Proyektor (LCD)
Alat Tulis Kantor
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP tidak dibuat maka Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah akan terbengkalai dan akhirnya proses
perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah tidak terdata secara baik

VIENgAgenaKan KeengRapan DeTRas PangusTan RKA SKPD

Mengagendakan proses penelaahaan usulan RKA SKPD

3.
4.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah
1.
2;
3. Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran

4. Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara




SOP PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PELAKSANA Mutu Baku
Kasubid Kaban Sekretaris i
No: Kaghatan Penyusunan | SKPD | TAPD | Kabid Anggaran | KeudalSekretaris |  Asisten Daerah! Gubermur | Fimpinan | FraksiFraksi | Badan Anggaran | oo | TimEvaluast | oL popp | Biro Hukum Persyaratan/ Kelengkapan Wakta  |Output
Anggaran TAPD Ketua TAPD DPRD DPRD DPRD Kemendagri Kemendagri
1 [Menerima usulan RKA SKPD dari - KUAPPAS, 1minggu  |RKA SKPD
Parangkat Daerah berdasarkan KUA Mukl b - RKBMD,
PPAS dan disampaikan kepada PPKD - Standar Harga Barang Jasa,
selaku Sekretariat TAPD - Standar Blaya Masukan dan ASB
2 |Memfasilitasi dan mendampingi SKPD RKA SKPD 1 minggu RKA SKPD
untuk menginput RKA SKPD dalam
aplikasi
3 |Menerima usulan RKA SKPD dari 4 - RKA SKPD yang ditandatangani oleh 2 hari RKA SKPD
Kepala SKPD sesuai hasil Kepala SKPD, TOR, jadwal pelaksanaan
penginputan aplikasi kegiatan, RKBMD
4 |Menyampaikan usulan RKA SKPD RKA SKPD 2 hari Surat Undangan Pembahasan
yan telah diinput dalem aplikasi RKA
kepada TAPD untuk dibahes
5 |Melakukan pembahasan/ panelashan _H._r - RKA SKPD yang ditandatangani oleh 2 minggu RKA SKPD
el il Iy g s DR
Harga Barang Jasa, - Standar Biaya
Masukan dan ASB
6 |Melakukan verifikasi/koreksi ferhadap RKA SKPD 3 hari RKA SKPD
RKA SKPD yang telah dibahas
bersama
7 | Melakukan penyempurnaan dan RKA SKPD 3 hari RANPERDA
penyesuaian RKA SKPD dalam
aplikasi dan disusun menjadi
RANPERDA tentang APBD
8 |Melakukan penyusunan Pengantar RANPERDA tentang APBD 3 hari Penganlar Nota Keuangan dan
Nota Keuangan dan Nota Keuangan mu Nota Keuangan
atas RANPERDA tentang APBD
9 |Melakukan koreksi Pengantar Nota
Keuangan dan Nota Keuangan atas “ _.|lw_ TL
RANPERDA tentang APBD
ﬁ
10 |Menyampaikan Pengantar Nota s Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan |1 hari Pengantar Nota Keuangan, Nota
Keuangan, Nota Keuangan dan dan RANPERDA tentang APBD Keuangan dan RANPERDA
RANPERDA tentang APBD kepada tentang APBD
Kepala Daerah untuk ditanda tangani




PELAKSANA Mutu Baku
Kasubid Kaban Sekretaris
Ko Kegiatan Penyusunan | SKPD | TAPD | Kabid Anggaran | Keuda/Sekretaris |  Asisten Daerahl Gubemur | Fimoinan | FraksiPraksl | Bada S00UITAN | panciagri Tom EVa3S! | pirpinan DPRD o Persyaratan Kelengkapan Wakta | Output Kot
Anggaran TAPD Ketua TAPD 9 9
11 |Menyampaikan Pengantar Nota Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan (1 hari Pengantar Nota Keuangan, Nota
Keuangan, Nota Keuangan dan dan RANPERDA tentang APBD Keuangan dan RANPERDA
RANPERDA tentang APBD kepada tentang APBD
DPRD
12 |Menyampaikan Pemandangan Umum Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan |3 hari Pemandangan Umum Fraks|
Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan RANPERDA tentang APBD lerhadap Nota Keuangan
atas RANPERDA APBD kepada
Pemarintah
13 [Menyampatkan tanggapan terhadap b Pemandangan umum fraks! terhadap nota |3 hari Tanggapan Pemerintah terhadap
Pemandangan Umum Fraksl DPRD _ keuangan Pemandangan Umum Frakei atas
lerhadap Nota Keuangan atas Nota Keuangan
RANPERDA APBD kepada DPRD
14 |Melakukan Pembahasan RANPERDA = RANPERDA tentang APBD 1minggu  |RANPERDA fentang APBD
tentang APBD anfara Pemeriniah
(TAPD) dengan DPRD (Badan
Anggaran)
15 |Menyampaikan pendapat akhir Fraksi- RANPERDA tentang APBD 2 hari Pemandangan akhir fraks!
Fraksi DPRD ates RANPERDA L
lentang APBD kepada Pemerintah
16 |Melakukan penyempurnaan RANPERDA tentang APBD 2harl RANPERDA tentang APBD
RANPERDA tentang APBD sesuai
rekomendasl DPRD
|
17 |Menandalangani persetujuan bersama RANPERDA tentang APBD 1 hari Nola Kesepakatan atas
antara DPRD dan Kepala Daerah atas RANPERDA tentang APBD
|RANPERDA tentang APBD
18 |Menyampaikan RANPERDA tentang RANPERDA tentang APBD, RANPERGUB |5 hari Hasil Evaluasi Mendagri tetadap
APBD dan RANPERGUB fentang Tl tentang penjabaran APBD, sinkronisasi RANPERDA tentang APBL dan
penjabaran APBD kepada Menteri kebijjakan pembangunan pemerintah pusat RANPERGUB fentang penjabaran
Dalam Negeri unluk dievaluasi dan pemerintah daerah, belanja fungsi APBD
pendidikan, fungsi kesehatan dan belanja
Infrastruktur
19 |Melakukan evaluasifkoreksi atas u
RANPERDA tenlang APBD oleh Tim
Evaluasi Kemenlrian Dalam Negeri




PELAKSANA

Mutu Baku

Kasubid Sekretaris
Ha Keglatan Penyusunan Daerah/ Gubernur ma_w_“..hw- kol m-___-_.__uwmmﬁ_.-: Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
Anggaran Ketua TAPD

20 |Menyampaikan hasil evaluasi Hasil Evaluasi Mendagri terhadap 14 hari SK Hasil Evaluasi Mendagn
RANPERDA tentang APBL kepada RANPERDA tenfang APBD dan terhadap RANPERDA tentang
Kepala Daerah oleh Menteri Dalam RANPERGUB tentang penjabaran APBD APBD dan RANPERGUB tentang
Negeri penjabaran APBD

21 |Melakukan penyempurnaan rl_ Hasll Evaluasi Mendagri terhadap RAPBD Penyempumaan
RANPERDA tentang APBD sesual RANPERDA tentang APBD dan
hasil evaluasi yang ditetapkan dengan RANPERGUB tentang penjabaran APBD
keputusan pimpinan DPRD

22 |Menyampaikan penjelasan terhadap Hasll Evaluasi Mendagri terhadap Penjelasan terhadap hasil
hasil evaluasi atas rancangan RANPERDA tentang APBD dan evaluas! atas rancangen
RANPERDA tentang APBD kepada RANPERGUB tentang penjabaran APBD dan RANPERDA tentang APBD dan
Menteri Dalam Negeri RAPBD Penyempurmaan RANPERGUB fentang penjabaran

APBD

23 [Menyampaikan keputusan Pimpinan Hasil Evaluasi Mendagri terhadap Keputusan Pimpinan DPRD
DPRD tentang penyempurnaan RANPERDA tentang APBD dan tentang penyempumaan
RANPERDA tentang APBD kepada RANPERGUB tentang penjabaran APBD dan RANPERDA tentang APBD
Menteri Dalam Negeri RAPBD Penyempurmaan kepada MENDAGRI

24 |Manyampaikan hasil penyempurnaan Hasil Evaluasi Mendagri terhadap Hasil panyempurnaan
RANPERDA tentang APBD kepada RANPERDA tentang APBD dan RANPERDA tentang APBD
Biro Hukum Kemendagri untuk RANPERGUB lentang penjabaran APBD dan kepada Biro Hukum
memperoleh nomor register RAPBD Penyempurnaan KEMENDAGRI unfuk memperoleh

nomor register

25 |Menetapkan PERDA tentang APBD RAPBD Penyempumaan APBD
dan PERGUB lenlang penjabaran
APBD sesuai hasil evaluasi

26 |Menyampaiken PERDA fentang APBD APBD APBD
dan PERGUB fentang penjabaran

APBD kepada Menteri Dalam Negeri




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG ANGGARAN

SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.

Nomor SOP 74 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 23 Oktober 2024
anggal Revisi
Tanggal Efektif
isahkan oleh
SEKRETARI§ DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, /s
Kosmas D. Lana, SH.,M.Si
Pembina Utama (IV/e)
Nip. 19650927 199011 1 004
Judul SOP Penyusunan Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1~ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

1

Pendidikan minimal $1

7. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 2 Menguasai Ketentuan terkait Penyusunan APBD
2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 3 Menguasai penggunaan Kemputer
Pemerintahan Daerah. 4  Memiliki kemampuan analikal yang baik
3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubermur Sebagai 5  Memiliki kemampuan verbal yang memadai
Wakil Pemerintah Pusat 6 Menguasai aplikasi SIPD
4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diterbitkan setiap tahun.
10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1.  Buku agenda dokumen masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK
3. SOP Penyusunan KUA - PPAS 3. Komputer/Laptop
4, SOP Penyusunan KUA - PPAS Perubahan 4. Printer
5. SOP Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 5. LCD Provektor
8. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 6. Aplikasi SIPD

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Penyusunan dan penetapan APBD harus sesuai dengan tahapan, jadwal dan regulasi dalam proses penyusunan APBD
sehingga penetapan APBD tidak mengalami keterlambatan dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang
berlaku

Dicantumkan dalam rancangan APED




2 Pelaksana Mutu Baku
i Tahap Kegiata ] :
o ey Soginin xﬁwwﬂ% Kabid Anggaren | oot | TAPD psistentll | (SOKEEE | Gubemur DPRD | Mendagi Kelengkapan Waktu Ouput Kelbrang
1 2 3 4 5 [ z 8 9 10 11 12 13 14 i5
1 |Menerima usulan Perubahan RKA SKPD dari Perangkat Daerah Perubahan KUA-PPAS , RKBMD, Standar Harga | 1 Minggu |Perubahan RKA SKPD
berdasarkan KUA PPAS Perubahan dan menugaskan Kabid E Barang Jasa, Standar Biaya Masukan dan ASB
Anggaran untuk memulal proses penyusunan APBD Perubahan
2 |Memerintahkan seluruh Kasub Penyusunan Anggaran untuk ,_.ul_ Perubahan RKA SKPD 10 Menit |Perubahan RKA SKPD
memfasilitasi dan mendampingi SKPD untuk menginput Perubahan _
RKA SKPD dalam aplikasi
3 |Memfasilitas dan mendampingi SKPD untuk menginput Perubahan Perubahan RKA SKPD 2 Minggu  [Perubahan RKA SKPD
RKA SKPD dalam aplikasi
4 |Menerima usulan Perubahan RKA SKPD dari Kepala SKPD sesuai Perubahan RKA SKPD yang ditandatangani oleh 2Hari  |Surat undang pembahasan
hasil penginputan aplikasi dan menyampaikan usulan Perubahan Kepala SKPD, TOR, Jadwal Pelaksanaan Perubahan RKA
RKA SKPD yang telah diinput dalam aplikasi kepada TAPD unfuk Kegiatan, RKBMD
dibahas
5 |Melakukan pembahasan/penelaahan Perubahan RKA SKPD sesuai Perubahan RKA SKPD yang ditandatangani oleh | 2 Minggu  [Perubahan RKA SKPD
jadwal yang telah ditentukan antara TAPD dan SKPD Kepala SKPD, TOR, Jadwal Pelaksanaan
3 Keglatan, RKBMD, KUA-PPAS, Standar Harga
—lnl_f..lﬁlll_ TIL.‘l_ U _n 1 | Barang Jasa, Standar Biaya Masukan dan ASB
6 |Melakukan verifikasVkoreksi terhadap Perubahan RKA SKPD yang FErle Perubahan RKA SKPD 3Hari  |Perubahan RKA SKPD
telah dibahas bersama S
7 |Melakukan penyempumaan dan penyesuaian Perubahan RKA Perubahan RKA SKPD JHari |[RANPERDA tentang Perubahan
SKPD dalam aplikasi dan disusun menjadi RANPERDA tentang APBD
Perubahan APBD
8 [Melakukan penyusunan Pengantar Nota Keuangan dan Nota PJ RANPERDA lentang Perubahan APBD 3Hari  [Pengantar Nota Keuangan dan
Keuangan atas RANPERDA fentang Perubahan APBD unniuk _ Nota Keuangan
disampaikan kepada Ketua TAPD
9 [Menyampaikan Pengentar Nota Keuangan dan Nota Keuangan : Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan 1Hari  [Pengantar Nota Keuangan dan
atas RANPERDA fentang Perubahan APBD kepada Kepala _“.L stas Ranperda tentang Perubahan APBD Nota Keuangan tentang
Daerah untuk ditandatangani Perubahan APBD
10 |Menandatangani Pengantar Nota Keuangan dan Mota Keuangan Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan 1Hari |Pengantar Nota Keuangan dan
atas RANPERDA tentang Perubahan APBD atas Ranperda tentang Perubahan APBD Nota Keuangan tentang
Perubahan APBD
11 |Menyampaikan Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan 1Hari  |Pengantar Nota Kevangandan | Terkait SOP Penanganan
RANPERDA tentang Perubahan APBD kepada DPRD dan RANPERDA tentang Perubahan APBD Nota Keuangan dan RANPERDA |Surat Keluar
tentang Perubahan APBD
12 |Menyampaikan pandangan umum freksi DPRD terhadap Nola Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan Pemandangan Umum Fraksi
Keuangan atas RANPERDA tentang Perubahan APED atas RANPERDA tentang Perubahan APBD terhadap Nota Keuangan
13 |Menyampaikan tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi h Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota 3Hari  [Tanggapan Pemerintah lerhadap |Dilakukan setelah mendapat
DPRD terhadap Nota Keuangan atas RANPERDA tentang Keuangan atas Ranperda tentang Perubahan Pemandangan Umum Fraksi atas |Pemandangan Umum Fraksi
Perubahan APBD kepada DPRD APBD Nota Keuangan terhadap Nota Keuangan dari
DPRD




Pelaksana Mutu Baku
o TapKegkihm xﬂowc_wmﬂw: Kabid Anggaran Mﬂﬂ_ﬂ TAPD Asisten I uwuhmmwmcm Gubenur DPRD Mendagi Kelengkapan Wakty Output Relgeaegm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 |Melakukan penyempurnaan RANPERDA tenlang Perubahan APBD H.u RANPERDA tentang Perubahan APBD 2Hari  [RANPERDA fentang Perubahan |Dilakukan setelah mendapat
sesuai rekomendasi DPRD _ T APBD Pemandangan Akhir Fraksi
. dari DPRD
15 |Menandatangani persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala v e RANPERDA tentang Perubahan APBD 1Hari  |Nota Kesepakatan alas
Daerag atas RANPERDA tentang Perubahan APBD E— il _ RANPERDA tentang Perubahan
APBD
16 |Menyampakan RANPERDA tentang Perubahan APBD dan RANPERDA tentang Perubahan APBD, 5Hari  |RANPERDA tentang Perubahan
RANPERGUB tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada RANPERGUB tentang Perubahan Penjabaran APBD, RANPERGUB tentang
Menteri Dalam Negeru untuk dievaluasi APBD, sinkronisasi kebijakan pembangunan Perubahan Penjabaran APBD,
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belanja sinkronisas kebijakan
fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan beianja pembangunan pemerintah pusat
infrastruktur dan pemerintah daerah, belanja
fungsi pendidikan, fungsi
kesehatan, dan belanja
Infrastruktur
17 |Evaluasi RANPERDA tentang Perubahan APBD v RANPERDA tentang Parubahan APBD, Hasil Evaluasi Menteri Dalam
(e ”_ RANPERGUB tentang Perubahan Penjabaran Negeri terhadap RANPERDA
APBD, sinkronisasi kebijakan pembangunan tenlang Perubahan APBD dan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belanja RANPERGUB tentang Perubahan
fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan belanja Penjabaran APED
Infrastruktur
18 |Menerima Hasil Evaluasi RANPERDA tentang Perubahan APBD Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap 1Hari  [Hasil Evaluasi Menteri Dalam
dar| Menteri dalam Negeri RANPERDA tentang Perubahan APBD dan Negeri terhadap RANPERDA
_|_. u RANPERGUB tentang Perubahan Penjabaran tentang Perubahan APBD dan
APBD RANPERGUB lentang Perubahan
Penjabaran APBD
19 [TAPD bersama Badan Anggaran DPRD  melakukan Hasil Evaluasi Menter! Dalam Negeri terhadap Hasil Evaluasi Menteri Dalam
penyempurnaan RANPERDA tentang Perubahan APBD sesuai ,nl_ RANPERDA tentang Perubahan APBD dan Negeri terhadap RANPERDA
hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Fimpinan DPRD _ I RANPERGUB tentang Perubahan Penjabaran tentang Perubahan APBD dan
untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri APBD RANPERGUB tentang Perubahan
Penjabaran APBD
20 [Menerima PERDA tentang Perubahan APBD dan PERGUB fentang Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap PERDA tentang Perubahan APBD |Setelah mendapat nomor
Perubahan Penjabaran APBD RANPERDA tentang Perubahan APBD dan dan PERGUB tentang Perubahan |register dari Biro Hukum
Selesai RANPERGUB tentang Perubahan Penjabaran Penjabaran APBD Kementerian Dalam Negeri
APBD dan selanjutnya diletapkan
oleh Pimpinan DPRD




Nomor SOP 75 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 23 Oktober 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Q SEKRETARIS m>m_~>_._ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Ase_

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR \

BADAN KEUANGAN DAERAH Kosmas D. Lana, SH.,M.Si
BIDANG ANGGARAN Pembina Utama (IV/e)
Nip. 19650927 199011 1 004
SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUB BIDANG .
PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Judul SOP Penyusunan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan DPRD Tentang KUA-PPAS
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah yang diterbitkan setiap tahun.
10
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di

1 Pendidikan minimal S1

2 Menguasai Ketentuan terkait Penyusunan APBD
3 Menguasai penggunaan Komputer

4 Memiliki kernampuan analikal yang baik

5 Memiliki kemampuan verbal yang memadai

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1, SOP Penanganan Surat Masuk

2. SOP Penanganan Surat Keluar

3. SOP Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

4. SOP Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan DPRD tidak disusun maka proses
pelaksanaan penyusanan KUA-PPAS dan APBD tidak tepat waktu

1. Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang KUA-PPAS
2. Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang APBD

1. Buku agenda dokumen masuk 5. LCD Proyekior

2. ATK 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Komputer/Laptop ¥ Rencana Kerja Perangkat Daerah

4. Printer




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan seluruh Kasubid Kabid Kabals Betlbn Kepala Biro Sekretaris A nﬂﬂﬁwﬂmm_ Sekretaris Kebala s DPRD Walkhokanan Waktu Output
Penyusunan Anggaran| Anggaran P Pemerintahan DPRD i Daerah ’ arap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 |Menyiapkan Konsep Nota Kesepakatan Konsep Nota Kesepakatan 2Hari |Konsep Nota Kesepakatan
Bersama antara Pemerintah dan DPRD tentang Bersama Antara Pemerintah Bersama Antara Pemerintah
KUA PPAS disampaikan Kepada Kepala Bidang Mkt Provinsi dan DPRD Provinsi Provinsi dan DPRD Provinsi
untuk mendapatkan petunjuk

2 |Mengoreksi konsep Nota Kesepakatan Bersama i Konsep Nota Kesepakatan 1Hari |Konsep Nota Kesepakatan
Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Tidak \f Bersama Antara Pemerintah Bersama Antara Pemerintah
tentang KUA PPAS. Jika setuju, memaraf dan . Ya Provinsi dan DPRD Provinsi Provinsi dan DPRD Provinsi
menyampaikan kepada Kepala Badan. Jika tidak A
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.

3 [Mengoreksi konsep Nota Kesepakatan Bersama Konsep Nota Kesepakatan 1Hari |Konsep Nota Kesepakatan
Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi \ Bersama Antara Pemerintah Bersama Antara Pemerintah
tentang KUA PPAS. Jika setuju, memaraf dan Tidak f Provinsi dan DPRD Provinsi Provinsi dan DPRD Provinsi
menyampaikan kepada Asisten Administrasi NG Vi
Urum. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk ¥ S N
diperbaiki.

4 |Mengoreksi konsep Nota Kesepakatan bersama Konsep Nota Kesepakatan | 1Hari |Konsep Nota Kesepakatan
antara Pemerintah dan DPRD tentang KUA v Bersama Antara Pemerintah Bersama Antara Pemerintah
PPAS. Jika setuju, memaraf dan menyampaikan Tidak] N Provinsi dan DPRD Provinsi Provinsi dan DPRD Provinsi
kepada Sekretaris Daerah. Jika tidak setuju, ~N
dikembalikan untuk diperbaiki.

5 |Memeriksa dan menyetujui konsep Nota et Konsep Nota Kesepakatan | 1 Hari |Konsep Nota Kesepakatan
Kesepakatan bersama antara Pemerintah dan _.I““_ Bersama Antara Pemerintah Bersama Antara Pemerintah
DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi Provinsi dan DPRD Provinsi

6 |Pengambilan serta penetapan nomor dan W Konsep Nota Kesepakatan | 15 Menit |Nota Kesepakatan Bersama
tanggal Nota Kesepakatan Bersama Antara —> Bersama Antara Pemerintah Antara Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi DAI _U Provinsi dan DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi

7 |Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama | Nota Kesepakatan Bersama | 3 Jam |Nota Kesepakatan Bersama
Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi _ J_u Antara Pemerintah Provinsi Antara Pemerintah Provins

dan DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan seluruh Kasubid Kabid | e | KepalaBiro | Sekretaris | awﬂw_ﬁ._i i TR B Sy i, it
Penyusunan Anggaran| Anggaran i3 Pemerintahan DPRD i Daerah o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
8 |Menerima Nota Kesepakatan bersama antara Nota Kesepakatan Bersama | 1 Hari |Nota Kesepakatan Bersama
Pemerintah dan DPRD tentang KUA PPAS dan Antara Pemerintah Provinsi Antara Pemerintah Provinsi
menugaskan Kepala Badan untuk dan DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi
menindaklanjutinya.
9 |Menugaskan Kepala Bidang Anggaran untuk Nota Kesepakatan Bersama | 30 Menit |Nota Kesepakatan Bersama
menindaklanjuti sesuai ketentuan W Antara Pemerintah Provinsi Antara Pemerintah Provinsi
e dan DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi
10 |Menugaskan Kepala Sub Bidang Penyusunan Nota Kesepakatan Bersama [ 30 Menit |Nota Kesepakatan Bersama
Anggaran untuk menindaklanjuti sesuai _ILU Antara Pemerintah Provinsi Antara Pemerintah Provinsi
ketentuan dan DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi
11 |Menggandakan, — mendokumentasikan  dan Nota Kesepakatan Bersama | 30 Menit |Nota Kesepakatan Bersama

mendistibuskan Nota Kesepakatan Bersama
Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi

A 4

_ Selesai _

Antara Pemerintah Provinsi
dan DPRD Provinsi

Antara Pemerintah Provinsi
dan DPRD Provinsi, bukti
dokumentasi




Nomor SOP ;76 Tahun 2024

| Tanggal Pembuatan .23 Oktober 2024
Tanggal Revisi :

Tanggal Pengesahan !

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, mye-

Disahkan Oleh ,.
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH Kosmas D. Lana, SH.,M.Si
Pembina Utama (IV/e)
BIDANG ANGGARAN Nip. 19650927 199011 1 004

SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUB BIDANG PENYUSUNAN  [Judul SOP Periyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Ptafon Sementara Anggaran

ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 1. ASN Badan Keuangan Daerah khususnya Bidang Anggaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2, Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah (Bidang Anggaran);
3. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 3. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2011 tentann Pamhenhikan Peratiuran Periindana- Indanaan 4. Menguasai Peraturan Perudang-undangan yang berkaitan dengan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
4. Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara.
5

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi 2010 - 2025.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

o

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan

1. SOP Penanganan Surat Masuk Buku Agenda Dokumen Masuk

2 SOP Penanganan Surat Keluar Komputer/Laptop dan Printer/ Proyektor (LCD)

3. SOP Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD Tentang KUA-PPAS dan APBD Alat Tulis Kantor

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

: Rencana Kerja Perangkat Daerah
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP fidak dibuat maka Pengelolaan Adminisirasi Barang Milik Daerah akan terbengkalai dan akhirnya proses 1. Mengagendakan kelengkapan berkas pengusulan RKA SKPD

perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah tidak terdata secara baik Mengagendakan proses penelaahaan usulan RKA SKPD
Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran
Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara

[ERESETE

o~




Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara Anggaran

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur KEPALA SUB KEPALA BIDANG KEPALA BADAN SEKRETARIS Ket
BIDANG ANGGARAN KEUANGAN TARD DAERAH KEPALA DAERAH DPRD Persyaratan! Kelengkapan | < Ouipir
1 |Menyusun Rancangan KUA dan Rancangan Dokumen RKPD yang sah 1Minggu |Rancangan KUA dan Penyusunan Rancangan KUA PPAS
PPAS sesuai Dokurnen RKPD dan disampaikan E Rancangan PPAS berdesarkan Dokumen RKPD
kepada Kepala Bidang untuk mendapat arahan
lebih lanjut. P
2 |Menerima Rancangan KUA dan Rancangan _Hw Dekumen Rancangan KUA 2Hari  |Rancangan KUA dan
PPAS dan disampaikan kepada Kepala Badan dan Rancangan PPAS Rancangan PPAS
untuk mendapat arahan lebih lanjut.
3 [Menerima Rancangan KUA dan Rancangan Dokumen Rancangan KUA 2Hari  |Rancangan KUA dan
PPAS dan meminta setiap SKPD unfuk dan Rancangan PPAS Rancangan PPAS,
menyusun dan menyampaikan Pra Rencana Dokumen Rencana Kerja
Kerja Anggaran (Pra RKA-SKPD) Anggaran SKPD (RKA -
SKPD)
4 |Menerima Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra 3 Dokumen Rancangan KUA 1 Minggu |Rancangan KUA dan
RKA-SKPD) dan menyerahkan kepada Tim _U dan Rancangan PPAS, Rancangan PPAS,
Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan Dokumen Rencana Kerja Dokumen Rencana Kerj
pembahasan terhadap Rancangan KUA dan Anggaran SKPD (RKA - Anggaran SKPD (RKA -
Rancangan PPAS. SKPD) SKPD)
5 [Melakukan penelaahan dan verifikasi Pra RKA - Dokumen Rancangan KUA 1 Minggu |Rancangan KUA dan
SKPD sesuai hasil pembahasan TAPD dan dan Rancangan PPAS, Rancangan PPAS,
menyusun Rancangan KUA dan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Dokumen Rencana Kerja
PPAS Final yang diserahkan kepada Ketua Anggaran SKPD (RKA - Anggaran SKPD (RKA -
TAPD untuk dikoreksi SKPD) SKPD)
6 |Mengoreksi Rancangan KUA dan Rancangan Dokumen Rancangan KUA 5Hari  |Rancangan KUA dan
PPAS Final. Apabila disetujui memaraf dan dan Rancangan PPAS Final Rancangan PPAS Final
menyerahkan kepada Kepala Badan untuk
dikoreksi dan jika tidak disetujui dikembalikan
untuk diperbaiki
7 [Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Final 1 Dokumen Rancangan KUA 1Hari  |Rancangan KUA dan
disampaikan Ketua TAPD kepada Kepala dan Rancangan PPAS Final Rancangan PPAS Final
Daerah
8 |Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan Dokumen Rancangan KUA 1Hari  [Rancangan KUA dan Dokumen Rancangan KUA dan PPAS
PPAS dari kepala Daerah kepada DPRD untuk dan Rancangan PPAS Final Rancangan PPAS Final  |yang ditandatangani Gubernur
dibahas diajukan ke DPRD untuk di bahas
9 |Pembghasan Rancangan KUA dan Rancangan Dokumen Rancangan KUA 1 Minggu |Rancangan KUA dan Pembahasan Rancangan KUA PPAS
PPAS di tingkat Komisi dan Banggar PPAS Rancangan PPAS Final  |antara DPRD dan Pemerintah sampai
pada Rapat Paripumna
10 |Kesepakatan antara Kepala daerah dan DPRD Dakumen Rancangan KUA 1Hari  |Dokumen KUA PPAS Rancangan KUA da PPAS yang telah
atas rancangan KUA dan Rancangan PPAS dan Rancangan PPAS Final yang telah disahkan dibahas disetujui oleh DPRD dan
kemudian ditandatangi oleh Gubenur
_ bersama dengan Pimpinan DPRD
11 |Mengagendakan, mendistribusikan dan Dokumen KUA dan PPAS 3Hari  |Dokumen KUA dan PPAS
mengarsipkan Nota Kesepakan Antara Kepala E yang telah disahkan yang telah disahkan
Daerah dan DPRD tentang KUA dan PPAS




Nomor SOP /1 Tahun 2024
anggal Pembuatan 23 Oktober 2024
anggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh m\ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, /e~
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR —_ \
= BADAN KEUANGAN DAERAH Kosmas D. Lana, SH.,M.Si
Pembina Utama (IV/e)
BIDANG ANGGARAN Nip. 19650927 199011 1 004
SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN Judul SOP Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Perubahan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,

2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diterbitkan setiap tahun.

10
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

1

2
3
4

Pendidikan minimal §1

Menguasai Ketentuan terkait Penyusunan KUA PPAS
Memiliki kemampuan analikal yang baik

Memiliki kemampuan verbal yang memadai

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk

2. SOP Penanganan Surat Keluar

3. Penyusunan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan DPRD tentang KUA - PPAS dan APBD
Peringatan

1.
2.
3.

ATK

Komputer/Laptop
Printer

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Perangkat Daerah

hion.

Pencatatan dan pendataan :

Apabila penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tidak disusun maka akan
|menghambat proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.

Z
3
4,

Mengagendakan kelenakapan berkas pengusulan RKA SKPD

Mengagendakan proses penelahaan usulan RKA SKPD

Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran Perubahan
Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan




SOP Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Pelaksana Mutu Baku
Seluruh Kasubid
: K
e KHIAD hayan Penyusunan Kanid Kepala Badan TAPD Sekretaris Daerah Gubernur DPRD Kelengkapan Waktu Output Marsngn
Anggaran
Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10 1" 12 13
1 |Menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Dokumen RKPD yang sah 1 Minggu [Rancangan KUA dan Rancangan Penyusunan Rancangan KUA PPAS
Perubahan sesuai dokumen RKPD dan disampaikan E PPAS Perubahan Perubahan berdasarkan Dokumen
kepada Kepala Bidang untuk mendapat arahan lebih RKPD
lanjut |
2 |Menerima Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Dokumen Rancangan KUA dan 2Hari  |Dokumen Rancangan KUA dan
Perubahan dan disampaikan kepada Kepala Badan Rancangan PPAS Perubahan Rancangan PPAS Perubahan
untuk mendapat arahan lebih lanjut
3 |Menerima Rancangan KUA dan Rancangan PPAS L4 Dokumen Rancangan KUA dan 2Hari  |Dokumen Rancangan KUA dan Terkait SOP Penanganan Surat
Perubahan dan meminta setiap SKPD untuk menyusun Rancangan PPAS Perubahan Rancangan PPAS Perubahan, Surat  |Keluar
dan menyampaikan Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra Pemberitahuan kepada SKPD
RKA-SKPD)
4 |Menerima Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra RKA- Dokumen Rancangan KUA dan 1Hari  |Dokumen Rancangan KUA dan Terkait SOP Penanganan Surat
SKPD) dan menyerahkan kepada Tim Anggaran Rancangan PPAS Perubahan, Rancangan PPAS Perubahan, Masuk
Pemerintah Daerah untuk melakukan pembahasan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Dokumen Rencana Kerja Anggaran
terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS SKPD (RKA-SKPD) SKPD (RKA-SKPD)
Perubahan
5 |Melakukan pembahasan bersama terhadap Rancangan Dokumen Rancangan KUA dan 1 Minggu |Dokumen Rancangan KUA dan
KUA dan Rancangan PPAS Perubahan “< < < Y Rancangan PPAS Perubahan, Rancangan PPAS Perubahan,
_ u > _ _||L L Pt v_ _ Dokumen Rencana Kerja Anggaran Dokumen Rencana Kerja Anggaran
SKPD (RKA-SKPD) SKPD (RKA-SKPD)
6 |Melakukan penelahaan dan verifikasi Pra RKA-SKPD Dokumen Rancangan KUA dan 1 Minggu  |Dokumen Rancangan KUA dan
sesuai hasil pembahasan TAPD dan menyusun | Rancangan PPAS Perubahan, Rancangan PPAS Perubahan,
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan o] Dokumen Rencana Kerja Anggaran Dokumen Rencana Kerja Anggaran
Final yang diserahkan kepada Ketua TAPD untuk n.L SKPD (RKA-SKPD) SKPD (RKA-SKPD)
dikoreksi
7 [Memeriksa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS \ Dokumen Rancangan KUA dan 5Hari  |Dokumen Rancangan KUA dan
Perubahan Final. Jika setuju, memaraf dan Tidak \f Rancangan PPAS Perubahan Final Rancangan PPAS Perubahan Final
menyampaikan kepada Kepala Daerah. Jika fidak
setuju, a__aaam_:&_m_ untuk diperbaiki . L
8 |Menandatangani Rancangan KUA dan Rancangan A Dekumen Rancangan KUA dan 1Hari  |Dokumen Rancangan KUA dan Terkait SOP Penanganan Surat
PPAS Perubahan serta Menyampaikan Rancangan _ ] Rancangan PPAS Perubahan Final Rancangan PPAS Perubahan Final  [Keluar
KUA dan Rancangan PPAS Perubahan kepada DPRD
untuk dibahas
9 |Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS - Dokumen Rancangan KUA dan thari  |Dokumen Rancangan KUA dan
Perubahan di tingkat Komisi dan Banggar H_U Rancangan PPAS Perubahan Final Rancangan PPAS Perubahan Final
10 |Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD ates Dokumen Rancangan KUA dan Nota Kesepakatan antara Kepala

Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan

Rancangan PPAS Perubahan Final

Daerah dan DPRD tentang KUA dan
PPAS Perubahan




Pelaksana Mutu Baku
Seluruh Kasubid
No. Tahi latan
2 Mo Loaiun Penyusunan rﬂ__wmncn_mu % Kepala Badan TAPD Sekretaris Daerah Gubernur DPRD Kelengkapan Waktu Qutput Hetwrmgm
Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 |Menerima Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah Nota Kesepakatan antara Kepala 1Hari  [Nota Kesepakatan antara Kepala Diterima setelah dilakukan
dan DPRD tentang KUA dan PPAS Perubahan Daerah dan DPRD tentang KUA dan Daerah dan DPRD tentang KUA dan  [pembahasan dan disetujui DPRD dan
PPAS Perubahan PPAS Perubahan kemudian ditandatangani oleh Kepala
Daerah bersama dengan Pimpinan
DPRD
12 |Menyerahkan Nota Kesepakalan antara Kepala Daerah _.L Nota Kesepakatan antara Kepala 10 Menit |Nota Kesepakatan antara Kepala
dan DPRD tentang KUA dan PPAS kepada Kepala 1 _ Daerah dan DPRD tentang KUA dan Daerah dan DPRD tentang KUA dan
Badan Keuangan Daerah PPAS PPAS
13 |Menyerahkan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah q|< Nota Kesepakatan antara Kepala 10 Menit |Nota Kesepakatan antara Kepala
dan DPRD tentang KUA dan PPAS kepada Kepala 1 _ Daerah dan DPRD tentang KUA dan Daerah dan DPRD tentang KUA dan
Bidang Anggaran PPAS PPAS
14 |Mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan Nota Kesepakatan antara Kepala 3Hari  |Nota Kesepakatan antara Kepala

Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD
tentang KUA dan PPAS

Selesai

Daerah dan DPRD tentang KUA dan

PPAS

Daerah dan DPRD tentang KUA dan

PPAS




Daerah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2012 tenta g Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor xx tahun 20xx tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

4, Peraturan Gubernur NTT Nomor x Tahun 20xx tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Bdan Keuangan Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubermur NTT Nomor xx Tahun 20xx tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

KETERKAITAN :

2. Kepala Badan Keuangan Daerah

3. Kepala Bidang Anggaran

4, Kepala Sub Bidang anggaran

5. Staf Bidang Anggaran

|PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Nomor SOP : |78 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan . |23 Oktober 2024
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh Pit. Kepala Badan Keuangan Daerah
&\ Provinsi Nusa Tenggara Timur, \
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG ANGGARAN
SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUB BIDANG PENYUSUNAN rs. Benhard Menoh, MT
ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN F NIP. 19720512 199101 1 001

L) #|Vertikas RKA dan P-RKA

IDASAR HUKUM : |KUALIFIKAS| PELAKSANAN 5

1. Peraturan gmamﬂ_ Dalam mem: zoaoq 77 ﬁmjcz mowo ._.mams@ Pedoman .Es_m Pengelolaan xmcm:mm: 1. SKPD.

1. SOP Penyusunan Dokumen vm_m_amsmm: >:mmm=ms
2. SOP Penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) SKPD

| 3. SOP Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD
ﬁmm_zm.p;z

1. RKA/Perubahan RKA SKPD,

2. Komputer,

3. Alat tulis kantor

4, Pagu Anggaran SKPD
5. printer,

6. Alat Komunikasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila tidak dilakukan verifikasi RKA dan Perubahan RKA _._,.mrm akan smimcmcxm: _amm_mjm:
penganggaran dalam proses penyusunan APBD

Dokumen checklist dan hasil verifikasi RKA dan Perubahan RKA




Verifikasi RKA dan P-RKA

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur SKPD Kepala Kepala Bidang Kasubid Penyusunan | Staf Bidang Kelengkapan Waktu Output Ket
BaKeuda Anggaran Anggaran Anggaran
Kepala Badan Keuangan Daerah selaku TR !
1 |PPKD menerima Konsep RKA atau Konsep RKA atau P-RKA (10 menit Wmmﬁwﬂﬁwﬁuwﬂwgmmu
Perubahan RKA dari SKPD
Kepala Badan Keuangan Daerah : s enlsn
2 [memberikan disposisi kepada Kepala %H%x%%ﬁwﬂﬁ%. 10 menit WMMMHH ol
Bidang Anggaran pesle _
Kepala Bidang Anggaran Menerima Ar, RKA/P-RKA SKPD, Disposisi Kepala
3 |RKA/P-RKA SKPD serta disposisi dari _ | lembar disposisi Kepala |5 menit BakKeuda, RKA/P-RKA
Kepala Badan Keuangan Daerah BPKAD SKPD diterima
Melakukan Pengecekan RKA agar sesuai y RKA/P-RKA SKPD, Pagu RKA/P-RKA SKPDsesuia
4 |dengan pagu anggaran pagu anggaran Anggaran SKPD, lembaar |2 jam dengan pagu anggaran
KUA/PPAS atau P-KUA;P-PPAS verifikasi SKPD
Apabila diperlukan untuk penjelasan, St 1
Kepala Bidang Anggaran dan /atau Kasub Tidak Lolos Lolos NWVMU_M:%% __Wmm_.wxan Kiarifikasi RKA/P-RKA
5 |Bidang Penyusunan Anggaran bersama Verifikasi Verifikasi b m._xn% A 1 jam SKPD
TAPD mengundang SKPD terkait untuk AN é%xmm_ :
diverifikasi
SKPD melakukan revisi RKA / P-RKA dan A
Len ;
6 [selanjutnya diserahkan kepada Kepala _ J "_AMMM w%omﬁﬂ__ﬂ M__p yang 1 hari Revisi RKA/P-RKA
Badan Keuangan Daerah
e =
Kepala Badan Keuangan Daerah _ | - ' ; Revisi RKA/P-RKA
f menerima RKA/P-RKA revisi dari SKPD s BIAPRRA 1l diterima Kepala BaKeuda
Kepala Badan Keuangan Daerah :Id oot i o G ]
8 |memberikan disposisi kepada Kepala P ORISR B 10 menit Dl ot ok

Bidang Anggaran untuk input RKA/P-RKA

RKA

RKA




Fasilitasi entry/input RKA-P-RKA semua

RKA/P-RKA SKPD, Pagu

9 |SKPD ke dalam aplikasi SIPD oleh SKPD Anggaran SKPD, lembaar |1 hari meomxkt-mﬁ Samus
didampingi Staf Bidang Anggaran verifikasi, komputer
RKA SKPD yang sudah diinput
selanjutnya dijadikan sebagai bahan Dokumen RKA/P-RKA Dokumen RKA/P-RKA
10 |penyusunan Rancangan Peraturan E Komputr, printer semua SKPD

Daerah tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah atau Perubahan APBD




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG ANGGARAN

SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUB BIDANG
PENYUSUNAN ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor SOP 79 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 23 Oktober 2024
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh W SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, e
Kosmas D. Lana, SH.,M.Si
Pembina Utama (IV/e)
Nip. 19650927 199011 1 004
Judul SOP Penyusunan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan DPRD Tentang Perubahan KUA-PPAS

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

1 Pendidikan minimal 81

2 Menguasai Ketentuan terkait Penyusunan APBD

2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 3 Menguasai penggunaan Komputer
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4 Memiliki kemampuan analikal yang baik
3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 5 Memiliki kemampuan verbal yang memadai
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi,
4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 fentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang diterbitkan sefiap tahun.
10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Buku agenda dokumen masuk 5. LCD Proyektor
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. SOP Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3. Komputer/Laptop T Rencana Kerja Perangkat Daerah
4, SOP Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pricritas Plafon Anggaran Sementara 4. Printer
5. SOP Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Perubahan
|Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah dan DPRD fidak disusun maka proses
pelaksanaan penyusanan KUA-PPAS dan APBD tidak tepat waktu

1. Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang KUA-PPAS
2. Mengagendakan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah dan DPRD tentang APBD




Pelaksana Mutu Baku
: seluruh Kasubid i ¢ : Asisten :
No. Tahap Kegiatan Kabid Kepala Biro Sekretaris : : Sekretaris
Penyusunan Anggaran Kepala Badan Panerintahan DPRD Administrasi Buncah Kepala Daerah DPRD Kelengkapan Waktu Output
Anggaran Umum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 |Menyiapkan Konsep Nota Kesepakatan Bersama Konsep Nota Kesepakatan 2Hari  |Konsep Nota Kesepakatan
antara Pemerintah dan DPRD tentang . Bersama Antara Pemerintah Bersama Antara Pemerintah
Perubahan KUA PPAS disampaikan Kepada Mulai Provinsi dan DPRD Provinsi Provinsi dan DPRD Provinsi
Kepala Bidang untuk mendapatkan petunjuk

2 [Mengoreksi konsep Nota Kesepakatan Bersama A Konsep Nota Kesepakatan 1Har |Konsep Nota Kesepakatan
Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Tidak - Bersama Antara Pemerintah Bersama Antara Pemerintah
tentang Perubahan KUA PPAS. Jika setuju, 7 5 Provinsi dan DPRD Provinsi Provinsi dan DPRD Provinsi
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala A
Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk
diperbaiki.

3 |Mengoreksi konsep Nota Kesepakatan Bersama Konsep Nota Kesepakatan 1Hari  |Konsep Nota Kesepakatan
Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Tidak ) Bersama Antara Pemerintah Bersama Antara Pemerintah
tentang Perubahan KUA PPAS. Jika setuju, f Provinsi dan DPRD Provinsi Provinsi dan DPRD Provinsi
3m=._.m_..a am_: gmimavm_x.m: _auma.m Asisten N \ 7
Administrasi Umum., Jika tidak setuju, 4
dikembalikan untuk diperbaiki.

4 |Mengoreksi konsep Nota Kesepakatan bersama Konsep Nota Kesepakatan 1Hari |Konsep Nota Kesepakatan
antara Pemerintah dan DPRD tentang v Bersama Antara Pemerintah Bersama Antara Pemerintah
Perubahan KUA PPAS. Jika setuju, memaraf Ak N Provinsi dan DPRD Provinsi Provinsi dan DPRD Provinsi
dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah. ~N
Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.

5 |Memeriksa dan menyetujui konsep Nota Konsep Nota Kesepakatan 1Hari |Konsep Nota Kesepakatan
Kesepakatan bersama antara Pemeriniah dan Bersama Antara Pemerintah Bersama Antara Pemerintah
DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi Provinsi dan DPRD Provinsi

6 |Pengambilan serta penetapan nomor dan tanggal A Konsep Nota Kesepakatan | 15 Menit |Nota Kesepakatan Bersama
Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah _ _ o e Bersama Antara Pemerintah Antara Pemerintah Provinsi
Provinsi dan DPRD Provinsi Provinsi dan DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi

7 |Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama / r Nota Kesepakatan Bersama | 3 Jam |Nota Kesepakatan Bersama
Antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi ||_ _A 2, Antara Pemerintah Provinsi Antara Pemerintah Provinsi

dan DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi




_ Pslaksana Muty Baky
seluruh Kasubid Asisten
L Juap it Penpusuran | (KO | copuypuggn | KOPSAENO | Sebiaris |y istrasi | SekrotarisDaerah | Kepela Dnersh | 0PRO Kelongkapan Wekdu Output
Anggaran ogea Umum
1 2 5] [] 5 [] 7 [] [] 10 1 12 3 4
8 |Menerima Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah 1 Hari Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsidan
DPRD tentang Perubahan KUA PPAS dan menugaskan Provinsi dan DPRD Provinsi DPRD Provinsi
Kepala Badan untuk menindaklanjutinya,
9 |Menugaskan Kepala Bidang Anggaran untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah 30 Menit Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsidan
sesuai ketentuan _|u Provinsi dan DPRD Provinsi DPRD Provinsi
10|Menugaskan Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran — Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah 30 Menit Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan
untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan { Provinsi dan DPRD Provinsi DPRD Provinsi
11|Menggandakan, mendokumentasikan dan mendistribuskan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah 30 Menit Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan
Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan _ Solesal _ Provinsi dan DPRD Provinsi DPRD Provinsi, bukti dokumentasi
DPRD Provinsi

Paraf Hierarki

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Pit. Kepala Biro Hukum

gl

PJ. GUBERNUR NU,

TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO




Polaksang Muty Baky
seluruh Kasubid Asisten
Tahsp Keghetm Penpusunan | ¥ | opoty paan | KepaaBR m._ﬁmi Administrasi | Sekrotaria Daersh | KepalaDasreh | DPRD Kelsngkapan Waktu Output
Anggaran 9 Umum
i 2 3 1 5 ] 7 [ ] [ il 12 73 74
Menerima Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah 1 Hari Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan
DPRD tentang Perubahan KUA PPAS dan menugaskan Provinsi dan DPRD Provinsi DPRD Provinsi
Kepala Badan untuk menindaklanjutinya.
Menugaskan Kepala Bidang Anggaran untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah 30 Menit Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan
sesuai ketentuan _|U Provinsi dan DPRD Provinsi DPRD Provinsi
0|Menugaskan Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran — Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah 30 Menit Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsidan
untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan Provinsi dan DPRD Provinsi DPRD Provinsi
1|Menggandakan, mendokumentasikan dan mendistribuskan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah 30 Menit Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsidan
Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi dan Solesal Previnsi dan DPRD Provinsi DPRD Provinsi, bukti dokumentasi
DPRD Provinsi

PJ. GUBERNUR NUSA

ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra / Vw

Pit, Kepala Biro Hukum




